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PERLINDUNGAN HUKUM AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN PASCA 

TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG 

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN 

DAN AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN 

ABSTRAK 

Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan 

Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran menciptakan dasar 

hukum yang baru untuk melindungi hak-hak pekerja migran di sektor kelautan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi isi dan dampak dari perlindungan hukum 

yang diberikan kepada awak kapal pekerja migran bidang perikanan tangkap setelah 

diberlakukannya peraturan tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang fokus mengkaji penerapan 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Objek utama penelitian ini 

yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan 

Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Penelitian ini 

menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode 

analisis data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2022 

Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal 

Perikanan Migran memberikan perlindungan spesifik kepada awak kapal perikanan 

migran dengan adanya pasal-pasal yang belum diakomodir dalam peraturan 

sebelumnya. Akan tetapi masih ada beberapa celah yang dan kelemahan yang perlu 

untuk diperbaiki dan dipenuhi untuk lebih menguatkan sistem perlindungan kepada 

para (calon) awak kapal perikanan migran Indonesia. 

(Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Awak Kapal, Perlindungan Hukum)
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LEGAL PROTECTION OF MIGRANT FISHING CREW AFTER THE 

ISSUANCE OF GOVERNMENT REGULATION NO. 22 OF 2022 

CONCERNING THE PLACEMENT AND PROTECTION OF MIGRANT 

COMMERCIAL CREW AND MIGRANT FISHING CREW 

 

ABSTRACT 

Government Regulation No. 22 of 2022 concerning the Placement and 

Protection of Migrant Commercial Crew and Migrant Fishing Crew creates a new 

legal basis for protecting the rights of migrant workers in the maritime sector. This 

research aims to evaluate the content and impact of the legal protection for migrant 

fishing crew members after the enactment of the regulation. 

This research is normative research which focuses on examining the 

application of rules or norms in positive law. The main object of the research is 

Government Regulation no. 22 of 2022 concerning the Placement and Protection of 

Migrant Commercial Crew and Migrant Fishing Crew. The research used secondary 

data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data 

was collected through library research. The collected data was then analyzed using 

qualitative descriptive method. 

The results of the research suggest that the Government Regulation no. 22 

of 2022 concerning the Placement and Protection of Migrant Commercial Crew and 

Migrant Fishing Crew specifically provides protection to migrant fishing crew 

through the articles that have not been accommodated in previous regulations. 

However, there are still several inconsistencies that can be improved to further 

strengthen the protection system for (potential) Indonesian migrant fishing crew 

members. 

 

Keywords: Government Regulation, Ship Crew, Legal Protection 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945 menerangkan bahwa setiap 

perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berstatus Warga Negara 

Indonesia (WNI) mempunyai hak konstitusional yang harus diberikan negara 

dalam bentuk perlindungan demi terciptanya keharmonisan kehidupan 

bermasyarakat. Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau, kondisi itulah yang 

melatar belakangi penyebutan Indonesia sebagai “negara kepulauan”. Berdasarkan 

hasil hukum laut internasional, luas wilayah laut Indonesia adalah 3.257.357 km², 

dengan batas laut/teritorial diukur dari garis pangkal kontinen sampai dengan 12 

mil dari garis pangkal luasnya 1.919.443 km². Semua wilayah luas permukaan 

lautan dan daratan adalah 5.176.800 km² (Saksono, 2013). 

Laut memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Berbagai 

penelitian, eksploitasi, komersial, ekonomi, investasi dan pertukaran budaya 

sering terjadi di lautan kelompok bangsa. Laut juga menjadi garis start globalisasi 

di seluruh dunia. Globalisasi adalah proses menciptakan hubungan tanpa batas 

antara negara-negara di seluruh dunia. Dalam globalisasi, perdagangan barang dan 

jasa, transfer modal, jaringan transportasi dan pertukaran informasi dan budaya 
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bergerak bebas di seluruh dunia seolah-olah tidak mengenal batas negara (Nur, 

2014). 

Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan tujuan 

tertentu yang berbeda-beda, kerja sangat erat hubungannya dengan kehidupan 

seseorang, karena kerja dapat dibayar dengan uang atau barang. Kehidupan 

memerlukan berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan pokok yang harus dipenuhi 

untuk kelangsungan hidup, seperti sandang, pangan dan papan. Selain memenuhi 

kebutuhan pokok, ada juga pekerjaan meningkatkan status sosial dan gaya hidup. 

Untuk mencapai hal tersebut harus melakukan pekerjaan yaitu berusaha 

menggunakan modal sendiri atau pekerjaan orang lain yaitu percaya dan patuh 

kepada atasan. Seseorang bekerja untuk orang lain meliputi berbagai unsur seperti 

tugas, upah dan hubungan kerja (Administrasi, Biro Kepegawaian, 2023) 

Hubungan kerja dapat timbul antara pekerja/karyawan dan pemberi kerja 

dalam prakteknya, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama yang 

harus dipenuhi sebagai akibat dari hubungan kerja tersebut. Hubungan kerja yang 

dimaksud adalah hubungan yang dihasilkan dari suatu kontrak kerja yang dibuat 

dan disepakati antara pengusaha dan pekerja (Amelia, 2021). Seperti yang kita 

ketahui sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan maka tidak heran 

jika kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan sebagai nelayan. 

Sebagian menjadikan nelayan sebagai pekerjaan mencari nafkah dan buat 

kebutuhan makan sehari hari, ada juga beberapa masyarakat yang hidup di tepi 

pantai bekerja sebagai anak buah kapal (Ritanto, 2018). 
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Tidak sedikit juga warga Indonesia yang menjadi pekerja migran Indonesia 

(PMI). Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) baik 

laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI. Menurut 

data yang diambil dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) 

melaporkan bahwa pada tahun 2022, jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 

3,44 juta orang, menunjukkan peningkatan sebesar 5,59% dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya, di mana jumlahnya sebanyak 3,25 juta orang (R. Mustajab, 

2023). Dan pada tahun 2024 bulan maret jumlah pekerja migran mengalami 

peningkatan sebesar 18,98% secara bulanan menjadi 28.650 (Sadya Sarnita, 2024). 

Peningkatan ini memberikan gambaran dinamika yang terus berkembang dalam 

mobilitas pekerja migran Indonesia ke luar negeri, yang kemungkinan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor ekonomi, peluang pekerjaan di luar negeri, serta kebijakan 

migrasi yang mungkin mengalami perubahan waktu ke waktu (R. Mustajab, 2023) 

Jumlah tenaga kerja di sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara 

mencapai proporsi yang signifikan, dipengaruhi tidak hanya oleh tingginya 

permintaan akan produk perikanan di wilayah tersebut, tetapi juga oleh struktur 

geografisnya yang terbentuk di sekitar lautan. Banyak di antara mereka yang 

meniti karir sebagai nelayan atau mewarisi profesi tersebut dari generasi 

sebelumnya. Keberadaan jumlah pekerja migran yang memiliki potensi tinggi 

menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan di berbagai negara yang 

berkepentingan merekrut mereka sebagai pekerja di kapal perikanan. Fenomena 
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ini muncul seiring dengan meningkatnya rekrutmen tenaga kerja di sektor 

perikanan, terutama karena pekerjaan ini membawa risiko tinggi. Konsekuensinya, 

generasi muda di beberapa negara seperti Jepang dan Taiwan cenderung enggan 

menjadi nelayan, sehingga menciptakan tantangan bagi negara-negara tersebut 

dalam mencari tenaga kerja di dalam negeri mereka (Nur, 2014). 

Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang 

dipekerjakan atau bekerja diatas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik 

atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya 

yang tercantum dalam buku sijil (Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah 22 Tahun 

2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak 

Kapal Perikanan Migran).  Sayangnya, berbagai laporan dan invesigasi selama ini 

menemukan bahwa terjadi sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

signifikan terhadap awak kapal perikanan migran asal Indonesia di berbagai kapal 

perikanan asing di luar negeri (Octaviani et al., 2022). Pelanggaran tersebut 

mencakup berbagai bentuk eksploitasi, penyalahgunaan tenaga kerja, serta 

perlakuan yang tidak manusiawi. Sejalan dengan hal ini, diperlukan perlindungan 

hukum dan langkah-langkah perlindungan lainnya guna memastikan 

penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan kondisi kerja yang layak bagi 

pekerja migran tersebut (Rachmawati & Dantes, 2022). 

Perlindungan hukum yang efektif perlu diterapkan untuk menanggulangi 

pelanggaran HAM, seperti menegakkan peraturan ketenagakerjaan internasional 

dan nasional yang berlaku. Hal ini mencakup perlindungan terhadap jam kerja 
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yang wajar, upah yang layak, serta fasilitas kesejahteraan yang memadai. Selain 

itu, penegakan hukum juga harus memberikan sanksi tegas terhadap pemilik kapal 

perikanan atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. 

Selama periode November 2019 hingga Maret 2021, Koordinator Nasional 

DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan, yang mewakili Lembaga Destructive Fishing 

Watch (DFW), telah mengadakan penyelidikan menyeluruh terkait kasus kapal 

perikanan Indonesia migran yang meninggal di kapal ikan asing. Hasil 

investigasinya mencatat bahwa terdapat 35 warga negara Indonesia yang 

kehilangan nyawa ketika menjadi awak kapal perikanan migran di kapal ikan asing 

(ANTARA, 2021). DFW menyimpulkan bahwa kematian awak kapal tersebut 

disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kesehatan yang buruk, tindak 

kekerasan dalam bentuk pemukulan dan penyiksaan, pembunuhan, serta kondisi 

kerja yang tidak aman. Selain itu, mereka juga menyoroti peran makanan dan 

minuman yang tidak memadai selama operasi penangkapan ikan sebagai salah satu 

penyebab kematian. Dengan demikian, temuan ini memberikan gambaran umum 

tentang tantangan hukum yang dihadapi oleh awak kapal perikanan migran 

Indonesia di kapal ikan asing. DFW juga menyebutkan pemerintah Indonesia perlu 

mengambil langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan kepada awak kapal 

perikanan migran Indonesia yang bekerja di kapal ikan luar negeri. Keberadaan 

Undang Undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia 

belum efektif memberikan perlindungan bagi awak kapal perikanan. Pemerintah 
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pusat belum terlalu melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa 

dalam perlindungan awak kapal migran (ANTARA, 2021).  

Tanggal 20 September 2022, muncul kasus terbaru yang melibatkan Kapal 

Ikan Asing (KIA) Berbendera Taiwan yang terlibat dalam praktik kerja paksa 

terhadap awak kapalnya. Berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia yang 

mengutip data dari Greenpeace Asia Timur, terungkap bahwa dalam proses 

pengumpulan informasi, tim melakukan wawancara dengan 27 awak kapal 

perikanan (AKP) dari berbagai negara, termasuk beberapa orang dari Indonesia. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja mengalami 

setidaknya satu indikator kerja paksa yang diakui oleh Organisasi Buruh 

Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ILO), seperti lembur berlebihan, 

pemotongan upah, dan penyitaan dokumen. Salah satu sumber dengan inisial J, 

yang bekerja di KIA Jubilee, mengungkapkan bahwa sistem kerja di kapal tersebut 

memberlakukan aturan bekerja setidaknya 16 jam per hari. Bahkan, tidak jarang 

mereka bekerja mulai dari pukul 1 siang hingga 5 pagi keesokan harinya. Informasi 

ini menggambarkan pelanggaran serius terhadap hak-hak pekerja dan menyoroti 

perlunya tindakan hukum untuk melindungi kesejahteraan mereka serta mencegah 

praktik kerja paksa di sektor perikanan internasional (Ambari, 2022).  

Analisis penulis mengkaji Pasal 64 Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2017, yang mengamanahkan pembentukan Peraturan Pemerintah guna mengatur 

dengan lebih rinci penempatan dan perlindungan awak kapal serta pelaut 

perikanan. Sesuai dengan Pasal 90 Undang-undang tersebut, peraturan ini 
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seharusnya sudah dibuat dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak Undang-undang 

18 Tahun 2017 disahkan, yaitu pada tahun 2019. Namun, Peraturan Pemerintah 

baru diterbitkan pada bulan Juni 2022 (Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2022 

Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak 

Kapal Perikanan Migran). 

Oleh karena itu, skripsi ini mencoba untuk mengkaji bagaimana 

perlindungan hukum bagi awak kapal perikanan migran yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah tersebut, serta sejauhmana Peraturan Pemerintah tersebut 

menyelesaikan persoalan kelemahan peraturan-peraturan sebelumnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelemahan perlindungan hukum awak kapal perikanan migran 

sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang 

Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal 

Perikanan Migran? 

2. Bagaimana perlindungan hukum awak kapal perikanan migran sesudah 

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan 

dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan 

Migran?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kelemahan perlindungan hukum yang diberikan kepada 

awak kapal perikanan migran sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 

22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga 

Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran? 

2. Untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum yang diberikan kepada awak 

kapal perikanan migran sesudah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran 

dan Awak Kapal Perikanan Migran? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Nilai dari suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil 

dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi penulis  

 Penelitian ini diharapkan memberikan masukan pemikiran pengetahuan ilmu 

Hukum tentang perlindungan hukum apa saja yang diberikan pada awak kapal 

migran sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
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2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan 

Awak Kapal Perikanan Migran 

2.    Bagi Universitas Ahmad Dahlan  

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas Ahmad Dahlan 

dan dapat mengedukasi para Mahasiswa dalam mengetahui perlindungan 

hukum yang diberikan setelah terbitnya Peraturan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal 

Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran 

3.    Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ilmu Hukum 

khususnya pada Hukum Perdata yang berkaitan tentang Perjanjian Kerja Laut 

dan perlindungan hukum yang diberikan 

4.    Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna. 

Di samping itu riset penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan 

keluar yang terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 

pelaksanaan mempekerjakan orang orang yang terkait. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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E. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang saya gunakan menggunakan metode normatif yaitu 

dengan mengumpulkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang sedang 

dibahas (Marzuki, 2009). Penelitian ini berfokus mengkaji perlindungan hukum 

bagi awak kapal perikanan migran setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga 

Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk 

menyelidiki dan menganalisis sejauh mana regulasi baru tersebut memberikan 

perlindungan hukum kepada awak kapal perikanan migran. 

Kajian akan melibatkan penelusuran isi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 

2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak 

Kapal Perikanan Migran, identifikasi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum, dan evaluasi sejauh mana peraturan tersebut memenuhi 

standar atau kebutuhan perlindungan bagi awak kapal perikanan migran. Hal ini 

mencakup hak-hak, kewajiban, serta prosedur hukum yang mengatur hubungan 

antara awak kapal perikanan migran dengan pihak terkait, seperti pemberi kerja, 

prinsipal, atau otoritas terkait. Dengan demikian, kajian ini akan memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan perlindungan hukum yang 
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diberikan kepada awak kapal perikanan migran dalam konteks peraturan baru yang 

telah diterapkan. 

2. Sumber Data dan Bahan Hukum 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder 

diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan ditulis, 

yaitu: 

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2000 Tentang Kepelautan 

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi 

4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor: Per.07/Men/IV/2005 Tentang Standar Tempat Penampungan 

Calon Tenaga Kerja Indonesia  

6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang 

Pelayaran 
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7) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 

001C/Per.Komnas Ham/II/2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

8) Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 01 tahun 2014 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Persaingan Usaha 

9) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia 

10) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang 

Kelautan dan Perikanan 

11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia 

12) Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik 

Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi 

Calon Awak Kapal Pekerja Migran Indonesia 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan 

Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mampu memberikan 

penjelasan lebih lanjut dan relevan dengan penelitian ini, serta penjelasan 

terhadap bahan hukum primer: 

1) Buku 

2) Artikel  
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3) Dokumen-dokumen 

4) Jurnal 

5) Tesis dan Disertasi 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya 

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum yang menjelaskan bahwa bahan 

hukum primer dan sekunder dikategorikan sebagai bahan non hukum, seperti: 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

2) Ensiklopedi 

3) Kamus hukum. 

3. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan atau library research. Pengumpulan 

data ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, literatur, 

peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, internet dan sebagainya yang 

berhubungan dengan permasalahan perlindungan awak kapal pekerja migran 

perikanan. 

4. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap 

data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu 
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suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna 

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum 

yang menjadi objek kajian (Disemadi, 2022). 

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif, artinya setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian 

yang logis dan sistematis, yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan 

penyelesaian masalah (Sahir, 2022). Adapun tambahan peraturan perundang-

undangan dipelajari secara mendalam mengenai Peraturan Pemerintah No. 22 

tahun 2022 Tentang Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal 

Perikanan Migran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Resty Ihsan Noor Setiawan, Universitas Pasundan 2022 yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Anak Buah Kapal 

Yang Bekerja Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Tata Negara” Dalam 

skripsi tersebut penulis mengkaji tentang pelindungan hukum apa saja yang 

diberikan kepada anak buah kapal yang bekerja di kapal asing. Penelitian ini 

merupakan penelitian tentang anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja 

di kapal china yang diperlakukan tidak layak. Seorang ABK Indonesia (ABK) 

di kapal China Lu Qian Yuan Yu 901 diperlakukan tidak manusiawi. Mereka 

diperlakukan dengan kejam karena jumlah jam kerja tidak dicantumkan dalam 

rincian kontrak kerja yang mereka tandatangani. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 27 (2), “Setiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 

Hal ini sebagian menjadi dasar pelaksanaan hak konstitusional warga negara. 

Diratifikasinya MLC (Konvensi Perburuhan Maritim) 2006 oleh pemerintah 

Indonesia pada tahun 2016 tidak mengurangi jumlah pelanggaran HAM yang 

terjadi. Penelitian ini membahas tentang buruk nya perlakukan yang dilakukan 

kapal asing terhadap para pekerja migran dan kurang nya perlindungan para 
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pekerja migran yang diberikan kepada mereka dari pemerintah, Sedangkan 

penelitian yang saya tulis adalah tentang Perlindungan hukum apa saja yang 

diberikan kepada para pekerja migran yang bekerja di kapalasing pasca 

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan 

dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan 

Migran, dan Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang 

perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja 

migran yang bekerja di kapal asing. 

2. Skripsi Muhammad Nur, Universitas Hasanuddin 2014 yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan Di 

Kapal Perikanan Asing” Dalam skripsi tersebut penulis mengkaji tentang 

perlindungan hukum internasional yang diberikan kepada pekerja migran yang 

bekerja di kapal perikanan asing Tujuan menurut penelitian ini merupakan buat 

mengetahui banyak sekali perseteruan yg dihadapi sang Pekerja Migran Bidang 

Perikanan yg bekerja pada Kapal Perikanan Asing, dan mempelajari bentuk 

proteksi yg semestinya diberikan terhadap pekerja pada bidang ini yg sudah 

dituangkan pada banyak sekali instrumen aturan internasional dan 

penerapannya pada beberapa negara, khususnya pada Indonesia. Penelitian ini 

bersifat penelitian normatif pada mana pengumpulan data dilakukan 

menggunakan metode studi pustaka, Perbedaan dari penelitian ini adalah 

penelitian ini lebih membahas tentang perlindungan hukum internasional para 

pekerja migran dibidang perikanan, sedangkan penelitian yang saya lakukan 
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hanya sebatas perlindungan dari pemerintahan Indonesia yang memberikan 

perlindungan hukum kepada para pekerja migran. Persamaan dari penelitian 

kami adalah sama sama membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan 

kepada para pekerja migran. 

3. Skripsi Irsyad Umam M, UIN Satu Tulungagung 2022 yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Pelanggaran Kontrak 

Oleh Pemberi Kerja Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Prinsip AL – AD (Studi 

Kasus Pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Migran Indonesia 

Tulungagung” Dalam skripsi tersebut penulis mengkaji tentang perlindungan 

hukum pekerja migran yang ditinjau dari hukum positif dan prinsip AL – AD 

Penelitian ini merupakan Asas Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, 

Pelanggaran Kontrak dan al-AdI BP2MI adalah instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab atas perlindungan PMI secara preskriptif. Dari sisi 

sosiologis, masih terdapat kasus pelanggaran oleh MI karena tugas BP2MI yang 

belum maksimal. Oleh karena itu, studi ini penting untuk menyelidiki berbagai 

kasus pelanggaran yang masih dialami PI saat bekerja di luar negeri. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini 

membahas tentang perlindungan para pekerja migran yang ditinjau dari hukum 

positif dan prinsip AL – AD, sedangkan penelitian yang saya lakukan ditinjau 

dari hukum yang diberikan oleh pemerintah. Persamaan dari penelitian ini 

adalah kami sama meneliti tentang perlindungan hukum apa saja yang diberikan 

pada pekerja migran yang bekerja di kapal asing. 
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B. Kerangka Konseptual 

1. Batasan Istilah 

a. Pekerja Migran Indonesia: Setiap warga negara Indonesia yang akan, 

sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar 

wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 UU No. 18/2017). 

b. Awak Kapal: Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di 

atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas 

kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil tugas 

diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil 

(Pasal 1 angka 40 Undang-undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran). 

c. Awak kapal perikanan: Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal 

Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan 

tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum 

dalam buku sijil (Pasal 1 angka 66 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan). 

d. Awak kapal perikanan migran: Pekerja Migran Indonesia yang 

dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh 

pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai 

dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil (Pasal 1 angka 22 PP 

No. 22/2022). 
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e. Kapal Perikanan: Kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk 

melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, 

pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan 

perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan (Pasal 1 angka 9 Undang-

undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan). 

f. Kapal Niaga: Kapal yang kegiatan utamanya mengangkut barang dan/atau 

mengangkut penumpang untuk tujuan komersial dalam berbagai ukuran dan 

bentuk (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2022 Tentang Pengawakan Kapal Niaga). 

g. Pelaut: Setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau 

keterampilan sebagai Awak Kapal (Pasal 1 angka 3 Permen Perhubungan 

RI No. PM 26/2022). 

h. Nelayan: Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan 

Ikan (Pasal 1 angka 3 undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan 

Petambak Garam) 

2. Kerangka Teori 

a. Perlindungan hukum 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan 

hukum adalah tempat untuk berlindung, upaya melindungi dari berbagai pihak 
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yalng merugikaln. Menurut teori yalng dikemukalkaln oleh Setiono, Perlindungaln 

hukum aldallalh tindalkaln altalu upalyal untuk melindungi ma lsya lralkalt dalri perbualtaln 

sewenalng-wenalng oleh pengua lsal yalng tidalk sesuali dengaln alturaln hukum yalng 

berlalku (HukumOnline, 2022).  

Menurut teori yalng dikemukalkaln oleh Soerjono Soekalnto, segallal upalya l 

pemenuhaln halk daln pemberialn balntualn untuk memberikaln ralsal almaln kepalda l 

salksi daln/altalu korbaln, perlindungaln hukum korbaln kejalhaltaln sebalgali balgialn dalri 

perlindungaln malsyalralkalt, dalpalt diwujudkaln dallalm bentuk, seperti melallui 

pemberialn restitusi, kompensalsi, pelalyalnaln medis, balntualn hukum, galnti rugi, 

daln sebalgali pendekaltaln restoraltive justice (Saribu & Hamonangan, 2022). 

Menurut teori yalng dikemukalkaln oleh Saltjipto Ralhalrdjo, perlindungaln 

hukum aldallalh memberikaln pengalyomaln terhaldalp halk alsalsi malnusia l (HAlM) 

yalng dirugikaln oralng lalin daln perlindungaln itu diberikaln kepaldal malsyalralkalt algalr 

dalpalt menikmalti semual halk-halk yalng diberikaln oleh hukum (Saribu & 

Hamonangan, 2022). Menurut C.S.T Kalnsil, menjelalskaln balhwal perlindungaln 

hukum mencalkup berbalgali upalyal hukum yalng halrus diberikaln oleh alpalralt untuk 

memberikaln ralsal almaln dalri berbalgali galnggualn balik galnggualn secalral mentall 

malupun fisik sertal berbalgali alncalmaln dalri pihalk malnalpun (HukumOnline, 2022).  

Perlindungaln hukum dalpalt dibedalkaln menjaldi dual, yalitu (Saribu & 

Hamonangan, 2022) : 
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1) Perlindungaln hukum Preventif ya litu perlindungaln yalng diberikaln dalri 

pemerintalh yalng bertujualn untuk mencegalh terjaldinyal pelalnggalraln-

pelalnggalraln.  

2) Perlindungaln hukum Represif ya litu perlindungaln alkhir seperti memberi 

salnksi berupal dendal, penjalral, daln hukuma ln hukumaln talmbalhaln yalng 

sekiralnya l perlu diberikaln jikal sudalh terjaldinyal sengketal altalu telalh dilalkuka ln 

sualtu pelalnggalraln. 

Lembalgal daln penegalk hukum yalng berwenalng memberikaln perlindungaln 

hukum aldal beberalpal dialntalralnyal: 

1) Lembalgal Perlindungaln Salksi daln Korbaln (LPSK) 

Lembalgal Perlindungaln Salksi daln Korbaln altalu disingkalt menjaldi 

(LPSK) aldallalh orgalnisalsi yalng mempunyali halk daln kewaljibaln untuk 

menjalmin perlindungaln daln halk – halk lalin salksi daln/altalu korbaln, sesua li 

dengaln ketentualn yalng dialtur dallalm Undalng-undalng No. 13 talhun 2006 

tentalng perlindungaln Salksi daln Korbaln. Alnggotal LPSK dialngkalt daln 

diberhentikaln oleh Presiden daln halrus mendalpalt persetujualn Dewa ln 

Perwalkilaln Ralkyalt (DPR) sertal bertalnggung jalwalb melindungi salksi daln 

korbaln (Medina Sari, 2023). 

2) Kepolisia ln Negalral Republik Indonesial 

Undalng–undalng Nomor 2 talhun 2002 Tentalng Kepolisia ln Negalra l 

Republik Indonesial mengaltur balhwal fungsi kepolisialn aldallalh sallalh saltu 

pemerintalh negalral yalng meliputi pemelihalralaln kealmalnaln daln ketertibaln 
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umum, penegalkaln hukum, perlindungaln daln pelalyalnaln kepaldal malsyalralkalt. 

Polri dikoordinalsikaln oleh Kementerialn koordinaltor politik, hukum, da ln 

kealmalnaln (POLHUKAlM). Beberalpal tugals pokok polri alntalral lalin (Mazaya, 

2023).:  

a) Pencegalhaln daln penalngalnaln kejalhaltaln: Misi Polri aldallalh mencega lh 

memberalntals kejalhaltaln di malsyalralkalt, seperti paltroli, pengalwalsaln, 

penyidikaln, daln penalngkalpaln pelalku kejalhaltaln. 

b) Investigalsi daln Penegalkaln: Polri diberi wewenalng mengusut tindalk 

pidalnal. Hall yalng dalpalt dilalkukaln alntalral lalin mengumpulkaln bukti, 

mewalwalncalrali salksi, menyelesalikaln kalsus di pengaldilaln, menalngkalp daln 

mengekstraldisi pelalku kejalhaltaln. 

c) Melindungi malsyalralkalt: Polri berkewaljibaln melindungi malsyalralkalt 

berupal pengalwallaln, pengalmalnaln, daln perlindungaln korbaln kejalhaltaln. 

d) Pengalbdialn daln perlindungaln malsyalralkalt: Polri jugal memberikaln lalyalna ln 

kepaldal malsyalralkalt, seperti penerbitaln Suralt Izin Mengemudi (SIM), Kalrtu 

Talndal Penduduk (KTP), sertal lalya lnaln pengaldualn daln dukungaln ketika l 

malsyalralkalt beraldal dallalm situalsi dalruralt.  

3) Kejalksalaln Algung  

Kejalksalaln aldallalh lembalgal pemerintalhalnyalng fungsinyal berkalitaln 

dengaln kekualsalaln kehalkimaln yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng 

penuntutaln sertal kewenalngaln lalin berdalsalrkaln Undalng-Undalng (Palsall 1 Alngka l 

1 Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 11 Talhun 2021 Tentalng 
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Perubalhaln Altals Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 Tentalng ke.Ialksalaln 

Republik Indonesial).Beberalpal tugals daln wewenalng Jalksal Algung aldallalh (Palsa ll 

35 alngkal 1 Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 11 Talhun 2021 

Tentalng Perubalhaln Altals Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 Tentalng 

ke.Ialksalaln Republik Indonesial). : 

a) menetalpkaln sertal mengendallikaln kebija lkaln penegalkaln hukum da ln 

kealdilaln dallalm rualng lingkup tugals daln wewenalng Kejalksalaln; 

b) mengefektifkaln penegalkaln hukum yalng diberikaln oleh Undalng-Undalng; 

c) mengesalmpingkaln perkalral demi kepentingaln umum; 

d) mengaljukaln kalsalsi demi kepentingaln hukum kepaldal Malhkalmalh Algung 

dallalm lingkup peraldilaln umum, peraldilaln taltal usalhal negalral, peraldilaln 

algalrnal, daln peraldilaln militer; 

e) dalpalt mengaljukaln pertimbalngaln teknis hukum kepaldal Malhkalmalh Algung 

dallalm pemeriksalaln kalsalsi dallalm lingkup peraldilaln umum, peraldilaln taltal 

usalhal negalral, peraldila ln algalmal, daln peraldilaln militer; 

f) mencegalh altalu menalngkall oralng tertentu untuk malsuk altalu kelualr wilalya lh 

Negalral Kesaltualn Republik Indonesia l kalrenal keterlibaltalnnyal dalla lm 

perkalral pidalnal sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln; 

g) mengoordinalsikaln, mengendallikaln, daln melalkukaln penyelidikaln, 

penyidikaln, daln Penuntutaln tindalk pidalnal yalng dilalkukaln bersalmal oleh 

oralng yalng tunduk paldal peraldilaln umum daln peraldilaln militer; 
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h) sebalgali penyidik daln Penuntut Umum daln pelalksalnal putusaln pengaldila ln 

yalng telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp perkalral tindalk pidalna l 

pelalnggalraln halk alsalsi malnusial yalng beralt; 

i) mendelegalsikaln sebalgialn kewenalngaln Penuntutaln kepaldal Oditur Jenderall 

untuk mela lkukaln Penuntutaln; 

j) mendelegalslkaln sebalgialn kewenalngaln Penuntutaln kepaldal Penuntut Umum 

untuk mela lkukaln Penuntutaln; daln 

k) menalngalni tindalk pidalnal yalng menyebalbkaln kerugialn perekonomialn 

negalral daln dalpalt menggunalkaln dendal dalmali dallalm tindalk pidalnal ekonomi 

berdalsalrkaln peralturaln perundalngundalngaln. 

4) Malhkalmalh Konstitusi (MK) 

Malhkalmalh Konstitusi merupalkaln sallalh saltu lembalgal negalral yalng 

melalkukaln kekualsalaln kehalkimaln yalng merdekal untuk menyelenggalralka ln 

peraldilaln gunal menegalkkaln hukum daln kealdilaln (Palsall 2 Undalng-Undalng 

Republik Indonesial Nomor 24 Talhun 2003 Tentalng Malhkalma lh Konstitusi). 

Beberalpal tugals daln wewenalng Malhkalmalh Konstitusi a ldallalh (Mazaya, 

2023).: 

a) Pengujialn Undalng-undalng: Malhkalmalh Konstitusi memiliki kewenalnga ln 

untuk memeriksal kesesualialn sualtu Undalng-undalng dengaln konstitusi, 

kalrenal jikal tidalk sesuali, Undalng-undalng tersebut dalpalt dialnggalp tidalk salh. 

b) Pengujialn Peralturaln Perundalng-undalng: Malhkalmalh Konstitusi juga l 

memiliki halk untuk mengubalh peralturaln perundalng-undalngaln lalinnyal, 
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seperti peralturaln pemerintalh, peralturaln daleralh, altalu peralturaln lembalga l 

publik lalinnyal. 

c) Penyelesalialn Sengketal Pemiliha ln Umum: Ma lhkalmalh Konstitusi 

mempunyali kewenalngaln menyelesa likaln perselisihaln yalng berkalita ln 

dengaln pemilihaln umum, termalsuk pemilihaln presiden daln walkil presiden. 

Malhkalmalh Konstitusi a lkaln memverifikalsi alpalkalh proses pemilu 

berlalngsung sesuali dengaln prinsip demokra lsi yalng dialtur dallalm konstitusi 

d) Penyelesalialn Sengketal Kewenalngaln Lembalgal Negalral: Malhkalmalh 

Konstitusi jugal mempunyali kewenalngaln untuk menyelesalikaln konflik 

kekualsalaln alntalr lembalgal negalral, misallnya l alntalral lembalgal eksekutif, 

legislaltif, altalu yudikaltif. Dallalm hall ini, Malhkalmalh Konstitusi bertugals 

memalstikaln pembalgialn kekualsalaln alntalr lembalgal sesuali dengaln 

Konstitusi. 

5) Malhkalmalh Algung 

Malhkalmalh Algung aldallalh Pengaldilaln Negalral Tertinggi dalri semua l 

Lingkungaln Peraldilaln, yalng dallalm mela lksalnalkaln tugalsnyal terlepals dalri 

pengalruh pemerintalh daln pengalruh-pengalruh lalin (Palsall 2 Undalng-undalng 

Republik Indonesia l Nomor 14 Talhun 1985). Tuga ls dalri Malhkalma lh Algung 

aldallalh (Rangkuti, 2023): 

a) Peninjalualn putusaln pengaldilaln: Malhkalmalh Algung memiliki wewenalng 

untuk meninja lu kemballi keputusaln-keputusaln yalng dikelualrkaln oleh 

pengaldilaln di balwalhnya l, termalsuk pengaldilaln tinggi altalu pengaldilaln 
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balnding. Peninjalualn tersebut dilalkukaln dengaln tujualn memalstika ln 

kesesualia ln daln kealdilaln dallalm pelalksalnalaln hukum. 

b) Interprestalsi hukum: peraln utalmal Malhkalmalh Algung aldallalh dalla lm 

mengalrtikaln konstitusi, undalng-undalng, peralturaln, daln perundalng-

undalngaln lalinnyal. Keputusaln yalng dialmbil oleh Malhkalmalh Algung dalpalt 

menjaldi preseden altalu yurisprudensi yalng memiliki kekualtaln mengikalt 

untuk kalsus-kalsus serupal yalng mungkin muncul di malsal mendaltalng.. 

c) Konstitusiona llitals: Malhkalmalh Algung memiliki kewenalngaln untuk 

melalkukaln uji konstitusionallitals terhaldalp undalng-undalng altalu tindalka ln 

pemerintalh. Alpalbilal undalng-undalng altalu tindalkaln pemerintalh dialnggalp 

tidalk sesuali dengaln konstitusi, Malhkalmalh Algung dalpalt membaltallkaln altalu 

mengoreksinyal. 

d) Penyelesalialn sengketal: Peraln Malhkalmalh Algung aldallalh sebalgali lembalga l 

penyelesalialn perselisiha ln alntalral pemerintalh, lembalgal negalral, individu, 

altalu pihalk-pihalk lalinnyal. 

e) Pengalwalsaln terhaldalp kealdilaln: memalstikaln peneralpaln hukum yalng aldil, 

tidalk memihalk, daln menjalgal independensi penga ldilaln. 

f) Pengalwalsaln daln pengalturaln profesi hukum: di bebera lpal negalral, 

Malhkalmalh Algung jugal memiliki talnggung jalwalb dallalm mengalwalsi sertal 

mengaltur profesi hukum, terma lsuk memberikaln lisensi daln menalngalni 

disiplin balgi palral pengalcalral. 



27 
 

 
 

g) Menetalpkaln alturaln daln prosuder penga ldilaln: Malhkalmalh Algung juga l 

memiliki wewena lng jalla lnnyal persidalngaln di semual wilalyalh hukum negalra l 

tersebut. 

6) Komnals HAlM  

Komisi Nalsionall Halk Alsalsi Malnusial yalng selalnjutnyal disebut 

Komnals HAlM aldallalh lembalgal malndiri yalng kedudukalnnyal setingkalt dengaln 

lembalgal negalral lalinnyal yalng berfungsi mela lksalnalkaln pengkaljialn, penelitialn, 

penyuluhaln, pemalntalualn, daln medialsi tentalng halk alsalsi malnusial (Palsall 1 

alngkal 2 Peralturaln Komisi Nalsionall Halk Alsalsi Malnusial Republik Indonesia l 

Nomor: 001C/Per.Komna ls Halm/II/2014). Tuga ls daln wewenalng Komnals 

HAlM aldallalh (Palsall 89 alngkal 1 Undalng-undalng Republik Indonesia l Nomor 

39 Talhun 1999 Tenta lng Halk Alsalsi Malnusial): 

a) pengkaljialn daln penelitialn berbalgali instrumen internalsionall halk alsalsi 

malnusial dengaln tujualn memberikaln salraln-salraln mengenali kemungkina ln 

alksesi daln altalu raltifikalsi; 

b) pengkaljialn daln penelitialn berbalgali peraltualn perundalng-undalngaln untuk 

memberikaln rekomendalsi mengenali pembentukaln, perubalhaln, da ln 

pencalbutaln peralturaln perundnalg-undalngaln yalng berkalitaln dengaln halk 

alsalsi malnusial; 

c) penerbitaln halsil pengkaljialn daln penelitialn; 

d) studi kepustalkalaln, studi lalpalngaln daln studi balnding di negalral lalin 

mengenali halk alsalsi malnusial; 
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e) pembalhalsaln berbalgali malsallalh yalng berkalitaln dengaln perlindungaln, 

penegalkaln, daln pemaljualn halk alsalsi malnusial; daln 

f) kerjalsalmal pengkaljialn daln penelitialn dengaln orgalnisalsi, lembalgal altalu 

pihalk lalinnyal, balik tingkalt nalsionall, regionall, meupun internalsionall dalla lm 

bidalng halk alsalsi malnusia l. 

7) Komisi Pengalwals Persalingaln Usalhal (KPPU) 

Komisi Penga lwals Persalingaln Usalhal yalng selalnjutnyal disebut KPPU 

aldallalh lembalgal yalng dibentuk untuk menga lwalsi pelalku usalhal dalla lm 

menjallalnkaln kegialtaln daln/altalu persalingaln usalhal tidalk sehalt (Palsall 1 alngkal 1 

Peralturaln Komisi Pengalwals Persalingaln Usalhal Nomor 1 Talhun 2014 Tentalng 

Orgalnisalsi daln Taltal Kerjal Komisi Penga lwals Persalingaln Usalhal). Tugals dalri 

KPPU aldallalh (Harruma, 2022): 

a) Melalkukaln penilalialn terhaldalp perjalnjialn, terutalmal perjalnjialn yalng 

berdalmpalk paldal persalingaln tidalk sehalt. 

b) Mengevallualsi bisnis daln alktivitals komersiall yalng berisiko mengallalmi 

persalingaln tidalk sehalt. 

c) Melalkukaln penilalialn untuk mengetalhui aldal altalu tidalknyal penyalla lhgunalaln 

kekualsalaln dallalm persalingaln usalhal. 

d) Mengalmbil tindalkaln sesuali kewenalngaln KPPU. 

e) Memberi nalsihalt mengenali kebija lkaln pemerintalh terkalit monopoli daln 

persalingaln tidalk sehalt dallalm persalingaln usalhal 

f) Mengembalngkaln pedomaln persalingaln dalgalng. 
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g) Melalporkaln secalral berkallal kepaldal Presiden daln DPR. 

Dikutip dalri kaljia ln Ralchmald Malulalnal Firmalnsya lh tentalng lembalga l 

penegalk hukum di Indonesial, malsih balnyalk lembalgal serupal di Indonesial. 

Misallnyal Baldaln Nalrkotikal Nalsionall (BNN), Saltualn Polisi Palmong Pralja l 

(Saltpol PP) daln Otoritals Jalsal Keualngaln. Lembalgal penegalk hukum sengalja l 

dibentuk untuk menjalgal hukum daln kealdilaln di Indonesial. Lembalgal penegalk 

hukum jugal mempunyali peraln yalng salmal dallalm mengaltur tindalkaln hukum 

yalng terjaldi di malsyalralkalt. Lembalgal penegalk hukum sengaljal dibentuk untuk 

menjalgal hukum daln kealdilaln di Indonesial. Lembalgal penegalk hukum juga l 

mempunyali peraln yalng salmal dallalm mengaltur tindalkaln hukum yalng terjaldi di  

malsyalralkalt (Mazaya, 2023). 

Kementerialn yalng bertalnggung jalwalb altals penegalk penegalk hukum di 

Indonesial: 

1) Kementerialn Hukum daln Halk Alsalsi Malnusial Republik Indonesia l 

(Kemenkumhalm RI) 

Kementerialn Hukum daln Halk Alsalsi Malnusia l Republik Indonesial, 

disingkalt sebalgali Kemenkumhalm RI, merupalkaln instalnsi pemerintalh 

Indonesial yalng memiliki talnggung jalwalb di sektor hukum daln halk alsalsi 

malnusial. Kementerialn ini mela lpor daln bertalnggung jalwalb kepalda l 

Presiden. Salalt ini, Kementerialn Hukum daln Halk Alsalsi Malnusia l dipimpin 

oleh Menteri Yalsonnal Laloly seja lk 27 Oktober 2014. Nalmal Kementerialn 

Hukum daln Halk Alsalsi Malnusial telalh mengalla lmi beberalpal perubalhaln 
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sepalnjalng walktu, meliputi "Depalrtemen Kehalkimaln" (1945-1999), 

"Depalrtemen Hukum" (1999-2001), "Depalrtemen Hukum daln Halk Alsalsi 

Malnusial" (2001-2004), "Depalrtemen Hukum daln Halk Alsalsi Malnusia l" 

(2004-2009), daln "KUHP daln Halk Alsalsi Malnusial" (2009-hingga l 

sekalralng). (Ham, 2017). 

b. Undalng-undalng Nomor 39 Talhun 2004 Tentalng Penempaltaln da ln 

Perlindungaln Tenalgal Kerjal Indonesia l di Lualr Negeri 

Sejalralh Tenalgal Kerjal Indonesial (TKI) di lualr negeri telalh dimulali sebelum 

Indonesial merdekal, ketikal pemerintalh Hindial Belalndal memulali migralsi TKI ke 

Surinalme, Almerikal Selaltaln, sebalgali penempaltaln buruh kontra lk. Direktoralt 

Sosiallisalsi daln Kelemba lgalaln Penempaltaln BP2TKI mela lporkaln balhwal sejalk 

1890, Belalndal mengirim sejumla lh besalr kuli kontra lk dalri Jalwal, Maldural, Sundal, 

daln Baltalk untuk bekerjal di perkebunaln Surinalme. Tujualn utalmalnyal aldallalh 

menggalntikaln peraln budalk Alfrikal yalng telalh dibebalskaln paldal 1 juli 1863 setela lh 

penghalpusaln perbudalkaln, sehinggal palral budalk tersebut bisa l memilih lalpalngaln 

kerjal sesuali keinginaln. Pembebalsaln ini menyebalbkaln terlalntalrnyal perkebunaln di 

Surinalme daln penurunaln ekonomi negalral tersebut. Bela lndal memilih TKI alsa ll 

Jalwal kalrenal rendalhnyal tingkalt perekonomialn penduduk setempa lt alkibalt bencalna l 

Gunung Meralpi daln paldaltnyal penduduk di Pula lu Jalwal. Pengirima ln TKI oleh 

Belalndal dimulali paldal 21 mei 1890 dalri Baltalvial (Jalkalrtal) dengaln kalpall SS 

Koningin Emma l. Gelombalng pertalmal mencalpali 94 oralng daln kegialta ln 
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pengirima ln berlalnjut hinggal 1939 dengaln totall 32.986 oralng menggunalkaln 77 

kalpall lalut. 

Setelalh kemerdekalaln hinggal talhun 1960-aln, penempaltaln TKI dilalkukaln 

secalral peroralngaln, kekeralbaltaln, daln bersifalt traldisionall, terutalmal ke Mallalysia l 

daln Alralb Saludi. Nalmun, setelalh dikelualrkalnnyal PP Nomor 4 Talhun 1970 daln 

progralm (Alntalrkerjal Alntalrnegalral) AlKAlN, pemerinta lh mengaltur penempaltaln 

TKI ke lualr negeri yalng melibaltkaln pihalk swalstal. Regulalsi ini sema lkin diperjela ls 

dengaln diterbitkalnnyal Undalng-Undalng Nomor 39 Ta lhun 2004  Tenta lng 

Penempaltaln daln Perlindungaln TKI di Lua lr Negeri daln pembentukaln BNP2TKI 

(W.Finaka, 2020). 

c. Undalng-undalng Nomor 18 Talhun 2017 Tentalng Pelindungaln Pekerjal Migraln 

Indonesial  

Setelalh mendalpaltkaln persetujualn paldal talnggall 25 Oktober 2017 melallui 

Sidalng Palripurnal Dewaln Perwalkilaln Ralkyalt Republik Indonesial (DPR-RI), 

Undalng-Undalng tentalng Pelindungaln Pekerjal Migraln alkhirnyal diresmika ln 

sebalgali Undalng-Undalng Nomor 18 Talhun 2017 tentalng Pelindungaln Pekerja l 

Migraln Indonesial. Perlu dicaltalt balhwal proses revisi Undalng-Undalng 

Pelindungaln Pekerjal Migraln Indonesial melibaltkaln rentetaln proses yalng 

berlalngsung selalmal tujuh talhun. Paldal alkhirnyal, Undalng-Undalng No.18 Talhun 

2017 ini menjaldi penggalnti Undalng-Undalng No.39 Talhun 2004 Tentalng 

Penempaltaln daln Perlindungaln Tenalgal Kerjal Indonesial di Lualr Negeri. 
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Undalng-Undalng terbalru ini mencaltalt sejumlalh kemaljualn yalng signifikaln, 

terutalmal dallalm alspek perlindungaln. Sallalh saltu poin terpenting aldallalh aldopsi 

Konvensi Internalsionall tentalng Perlindungaln Halk-halk Pekerjal Migraln daln 

Alnggotal Kelualrgalnyal, yalng jugal telalh resmi diraltifikalsi oleh Pemerintalh 

Indonesial melallui Undalng-Undalng No.6 Talhun 2012. Meski demikialn, waljalr 

untuk ditemui beberalpal caltaltaln kritis terkalit dengaln Undalng-undalng No.18 

Talhun 2017 ini, terutalmal dallalm konteks implementalsinyal daln regulalsi yalng alkaln 

diberlalkukaln ke depaln. Penting balgi kital untuk memberikaln perhaltialn khusus 

terhaldalp alspek-alspek tersebut gunal memalstikaln keberhalsilaln daln efektivitals 

Undalng-Undalng ini dalla lm melindungi pekerjal migraln Indonesial (Migrant Care, 

2017). 

d. Peralturaln Pemerintalh Nomor 22 Talhun 2022 Tentalng Penempaltaln daln 

Pelindungaln Alwalk Kalpall Nialgal Migraln daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln 

Tumpalng tindih pera lturaln dallalm pengalturaln perekrutaln daln penempaltaln 

AlBK migraln dialnggalp menghalmbalt upalyal perlindungaln merekal. Salalt ini, 

terdalpalt dual jenis izin perekrutaln daln penempaltaln AlBK migraln: pertalmal, 

melallui Suralt Izin Usalhal Perekrutaln daln Penempaltaln Alwalk Kalpall (SIUPPAlK) 

yalng dikelualrkaln oleh Direktoralt Jenderall Perhubunga ln Lalut Kementeria ln 

Perhubungaln (Kemenhub); kedua l, izin perekrutaln daln penempaltaln dalpalt 

diperoleh mela llui Suralt Izin Perusa lhalaln Penempaltaln Pekerjal Migraln (SIP3MI) 

dalri Kementeria ln Ketenalgalkerjalaln (Kemenalker). Hinggal salalt ini, perusalhalaln 
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penyallur AlBK migraln cenderung lebih memega lng SIUPPAlK dibalndingkaln yalng 

mengurus SIP3MI (Retnaningsih, 2023). Duallisme ini menghalmbalt penyelesalialn 

malsallalh yalng dihaldalpi AlBK migraln, yalng sela lmal ini mengalnggalp malsallalhnya l 

di kalpall alsing terkalit dengaln urusaln ketenalgalkerjalaln. Meskipun mela lporkaln ke 

dinals ketenalgalkerjalaln, Kementeria ln Ketenalgalkerjalaln, daln BP2MI, lemba lgal-

lembalgal tersebut tida lk dalpalt memberikaln salnksi kepaldal perusalhalaln kalrena l 

kuralngnyal hubungaln industriall dengaln perusalhalaln penyallur.  

Untuk mengaltalsi duallisme tersebut, pemerinta lh mengelualrkaln Peralturaln 

Pemerintalh No.22 Talhun 2022 yalng mengaltur tenta lng penempaltaln daln 

perlindungaln Alwalk Kalpall Nialgal Migraln daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln. PP 

ini berlalku balgi pelalksalnal penempaltaln (BP2MI, P3MI, da ln perusalhalaln yalng 

menempaltkaln alwalk kalpall untuk kepentinga ln perusalhalaln sendiri), a lwalk kalpa ll 

nialgal migraln, daln alwalk kalpall perikalnaln migraln. Semual perizinaln menja ldi saltu 

pintu melallui Kementeria ln Ketenalgalkerjalaln (Retnaningsih, 2023) 

e. Alwalk kalpall perikalnaln migraln 

Alwalk Kalpall Nia lgal Migraln aldallalh Pekerjal Migraln Indonesial yalng 

dipekerjalkaln altalu bekerjal di altals kalpall perikalnaln berbenderal alsing oleh pemilik 

altalu operaltor kalpall untuk melalkukaln tugals dialtals kalpall sesuali dengaln 

jalbaltalnnya l yalng tercalntum dallalm buku sijil (Palsall 1 alngkal 23 Peralturaln 

Pemrintalh Nomor 22 Talhun 2022 Tentalng Penempaltaln daln Perlindungaln Alwa lk 

Kalpall Nialgal Migraln daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln). Pekerjal Migraln 
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Indonesial aldallalh setialp walrgal negalral Indonesial yalng alkaln, sedalng, altalu telalh 

melalkukaln pekerjalaln dengaln menerimal upalh di lualr wila lyalh Republik Indonesia l 

(Palsall 1 alngkal 21 Peralturaln Pemerintalh Nomor 22 Talhun 2022 Tentalng 

Penempaltaln daln Pelindungaln Alwalk Kalpall Nialgal Migraln daln Alwalk Kalpa ll 

Perikalnaln Migraln). Pekerjal Migraln Indonesial sebelum diberalngkaltkaln alkaln 

diberikaln orientalsi terlebih dalhulu algalr lebih sialp menghaldalpi dunial balrunya l. 

Orientalsi Pral-Pemberalngkaltaln (OPP) menja ldi syalralt utalmal balgi palral pekerja l 

migraln Indonesia l sesuali dengaln Undalng-undalng Nomor 18 talhun 2017 Tentalng 

Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesial (International Organization for 

Migration, 2022). 

Orientalsi pral-pemberalngkaltaln yalng sela lnjutnyal disebut OPP aldalla lh 

kegialtaln pemberialn pembekallaln daln informalsi kepaldal Callon Pekerjal Migra ln 

Indonesial yalng alkaln beralngkalt bekerjal ke lualr negeri algalr callon Pekerjal Migraln 

Indonesial memiliki kesialpaln mentall daln pengetalhualn untuk bekerjal di lualr 

negeri, memalhalmi halk daln kewaljiba lnnyal, sertal dalpalt mengaltalsi malsallalh yalng 

alkaln dihaldalpi (Palsall 1 alngkal 14 Peralturaln Baldaln Perlindunga ln Pekerjal Migra ln 

Indonesial Republik Indonesia l Nomor 7 Talhun 2022 Tenta lng Proses Sebelum 

Bekerjal Balgi Callon Pekerjal Migraln Indoensia l). Peralturaln Pemerintalh Nomor 22 

Talhun 2022 Tentalng Penempaltaln daln Pelindungaln Alwalk Kalpall Nialgal Migraln 

daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln merupalkaln Peralturaln Pemerintalh untuk 

melalksalnalkaln ketentualn Palsall 64 Undalng-Undalng Nomor 18 Talhun 2017 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017-pelindungan-pekerja-migran-indonesia


35 
 

 
 

tentalng Pelindungaln Pekerjal Migraln Indonesial. Hall ini alkaln dilalkukaln dengaln 

sistem komputerisalsi.  

Sistem komputerisalsi Pelindungaln Pekerjal Migraln Indonesial aldallalh sistem 

pelalyalnaln aldministralsi penempaltaln daln pelindungaln Pekerjal Migraln Indonesia l 

(Palsall 1 alngkal 15 Peralturaln Baldaln Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesia l 

Republik Indonesial Nomor 7 Talhun 2022 Tentalng Proses Sebelum Bekerjal Balgi 

Callon Pekerjal Migraln Indoensial). Selalin dengaln sistem komputerisalsi 

Pelindungaln Pekerjal Migraln Indonesial, jugal alkaln dibalngun sistem informalsi 

ketenalgalkerjalaln terpaldu. Sistem Informalsi Ketenalgalkerjalaln Terpaldu aldallalh 

sistem sebalgali kesaltualn komponen yalng terdiri altals lembalgal, sumber dalya l 

malnusial, peralngkalt kerals, peralngkalt lunalk, daln substalnsi yalng terkalit saltu salma l 

lalin dallalm saltu mekalnisme kerjal pengelolalaln daltal daln informalsi yalng terpaldu 

bidalng ketenalgalkerjalaln (Palsall 1 alngkal 17 Peralturaln Baldaln Perlindungaln Pekerja l 

Migraln Indonesial Republik Indonesia l Nomor 7 Ta lhun 2022 Tenta lng Proses 

Sebelum Bekerja l Balgi Callon Pekerjal Migraln Indoensial). Peralturaln Pemerinta lh 

ditetalpkaln untuk mendorong daln mewujudkaln halrmonisalsi regulalsi ya lng 

mengaltur mengenali penempaltaln daln pelindungaln Alwalk Kalpall Nialgal Migraln 

daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln. Selalin itu, tujualn dalri pengalturaln ini ya litu 

untuk terselenggalralnyal penyederhalnalaln lalyalnaln perizinaln daln integralsi sistem 

sehinggal memberikaln pelindungaln yalng optimall balgi Alwalk Kalpall Nialgal Migraln 

daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln.  

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017-pelindungan-pekerja-migran-indonesia
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f. Perlindungaln Pekerjal 

Perlindungaln hukum berkalitaln dengaln halk pekerjal/buruh untuk 

membentuk daln menjaldi alnggotal serikalt pekerjal/serikalt buruh terdalpalt 

Paldal Palsall 104 Undalng-undalng No.13 talhun 2003. Palsall 104 alyalt 1 

menyebutkaln: “Setialp pekerjal/ buruh berhalk membentuk daln menjaldi alnggotal 

serikalt pekerjal/ serikalt buruh”. 

Tujualn kealdilaln sosiall di bidalng ketenalgalkerjalaln dalpalt diwujudkaln sallalh 

saltu calralnyal aldallalh dengaln jallaln melindungi pekerjal terhaldalp kekualsalaln yalng 

tidalk terbaltals dalri pihalk maljikaln/ pengusalhal, melallui salralnal hukum ya lng aldal. 

Perlindungaln terhaldalp pekerjal/buruh dalpalt dilihalt paldal allineal keempalt 

pembukalaln Undalng-Undalng Dalsalr 1945. (UUD 45) daln Palsall 27 alyalt 2, Palsa ll 

28 D alyalt 1 daln alyalt 2. Perlindungaln terhaldalp pekerjal dalpalt dilalkukaln balik 

dengaln jallaln memberikaln tuntunaln, salntunaln, malupun dengaln jallaln 

meningkaltkaln pengalkualn halk-halk alsalsi ma lnusial, perlindungaln fisik daln sosiall 

ekonomi mela llui normal yalng berlalku.  

Umumnyal aldal beberalpal halk halk pekerjal yalng halrus dilindungi, 

dialntalralnyal: Halk altals pekerjalaln, halk upalh yalng aldil, halk untuk berserikalt daln 

berkumpul, halk altals perlindungaln kealmalnaln daln kesehaltaln, halk untuk diproses 

hukum secalral salh, halk untuk diperlalkukaln secalral salmal, halk altals ralhalsial pribaldi, 

halk altals kebebalsaln sualral halti. Halk pengusalhal, alntalral lalin: Membualt peralturaln 

daln perjalnjia ln kerjal, halk untuk melalkukaln PHK, penutupaln perusalhalaln, halk 
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untuk membentuk daln menjaldi alnggotal orgalnisalsi perusalhalaln, berhalk untuk 

menyeralhkaln sebalgialn pekerjalaln kepaldal perusalhalaln lalin (Niru Anita Sinaga, 

2021). Untuk mewujudkaln perlindungaln halk-halk pekerjal dalpalt jugal dilalkukaln 

melallui pembinalaln, pengalwalsaln daln penegalkaln hukum di bidalng 

ketenalgalkerjalaln. Menurut H. Ma lnulalng (Niru Alnital Sinalgal) tentalng tujualn 

hukum perburuha ln aldallalh: Untuk mencalpali altalu melalksalnalkaln kealdilaln sosia ll 

dallalm bidalng ketenalgalkerjalaln; untuk melindungi pekerja l terhaldalp kekualsalaln 

yalng talk terbaltals dalri pengusalhal, misallnyal dengaln membualt perjalnjia ln altalu 

menciptalkaln peralturaln yalng bersifalt memalksal algalr pengualsal tidalk bertindalk 

semenal-menal terhaldalp tenalgal kerjal yalng lemalh. 

g. Perjalnjia ln Kerjal 

Hubungaln kerjal aldallalh hubungaln alntalral pengusalhal dengaln pekerjal/buruh 

berdalsalrkaln perjalnjia ln kerjal, yalng mempunyali unsur pekerjalaln, upalh, daln 

perintalh. Perjalnjialn kerjal halnyal dilalkukaln oleh dual belalh pihalk yalkni pengusalha l 

altalu pemberi kerja l dengaln pekerjal altalu buruh. Hall-hall alpal saljal ya lng 

diperjalnjikaln diseralhkaln sepenuhnyal kepaldal kedual belalh pihalk. Alpalbilal salla lh 

saltu pihalk tidalk menyetujuinya l, malkal tidalk alkaln terjaldi perjalnjialn kerjal. 

Perjalnjia ln kerjal dalpalt dibualt secalral tertulis altalu lisaln. Perjalnjia ln kerjal yalng 

dipersyalraltkaln secalral tertulis dilalksalnalkaln sesuali dengaln peralturaln perUndalng-

undalngaln yalng berlalku. Berdalsalrkaln Palsall 1313 Kitalb Undalng-Undalng Perdaltal 

menjelalskaln balhwal perjalnjialn aldallalh sualtu perbualtaln dengaln malnal saltu oralng 
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lalin altalu lebih. Syalralt-syalralt yalng diperlukaln untuk salhnyal sualtu perjalnjialn telalh 

dijelalskaln dallalm Palsall 1320 KUHP yalitu terdiri dalri 4 syalralt: 

1) sepalkalt merekal yalng mengikaltkaln dirinyal; 

2) kecalkalpaln untuk membualt sualtu perikaltaln; 

3) sualtu hall tertentu;  

4) sualtu sebalb yalng hallall. 

Perjalnjia ln kerjal (A lrbeidsovereenkomst) mempunyali beberalpal pengertialn 

yalng termualt dallalm peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. Palsall 1601a l 

KUHPerdaltal memberikaln pengertialn sebalgali berikut: “Perjalnjia ln kerjal aldallalh 

sualtu perjalnjialn dimalnal pihalk kesaltu (si buruh), mengikaltkaln dirinyal untuk di 

balwalh perintalh pihalk yalng lalin, si maljikaln sualtu walktu tertentu, melalkukaln 

pekerjalaln dengaln menerima l upalh” (Trijono, 2020:26). 

h. Perjalnjia ln Kerjal Lalut 

Dalsalr hukum dibualtnyal perjalnjialn kerjal lalut paldal dalsalrnya l mengalcu palda l 

buku II Balb 4 KUHD tentalng perjalnjialn kerjal lalut, khususnyal balgialn pertalma l 

tentalng perjalnjialn kerjal lalut paldal umumnya l. Ketentualn PKL dallalm KUHD 

tersebut jugal mengaltur hall-hall bersifalt khusus misallnyal isi (substalnsi) PKL yalng 

lebih luals daln pembualtaln PKL halrus dihaldalpaln Syalhbalndalr. Sesuali denga ln 

Peralturaln Pemerinta lh Nomor 7 Ta lhun 2000 Palsall 18: 

1) Setialp pelalut yalng alkaln disijil halrus memiliki perjalnjialn kerjal lalut yalng malsih 

berlalku. 
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2) Perjalnjia ln kerjal lalut sebalgalima lnal dimalksud dallalm alyalt (1) halrus memualt halk 

halk daln kewaljibaln dalri ma lsing malsing pihalk daln memenuhi ketentualn 

perundalng-undalngaln yalng berlalku PKL halrus ditalndaltalngalni di haldalpa ln 

pejalbalt yalng berwenalng. Dallalm hall ini syalhbalndalr. Ketikal pelalut suda lh 

menalndaltalngalni PKL alrtinyal dial menyetujui klalusul yalng terteral didalla lm 

perjalnjialn kerjal itu. 

3) Halk-halk daln kewaljibaln dalri malsing-malsing pihalk sebalgalimalnal dimalksud 

dallalm alyalt (2) sekuralng-kuralngnyal aldallalh:  

a) halk pelalut: menerimal galji, upalh lembur, ualng penggalnti halri-halri libur, 

ualng delegalsi, bialyal pengalngkutaln daln upalh salalt dialkhirinya l pengerjalaln, 

pertalnggungaln untuk balralng-balralng milik pribaldi yalng dibalwal daln 

kecelalkalaln pribaldi sertal perlengkalpaln untuk musim dingin untuk yalng 

bekerjal di daleralh yalng iklimnyal dingin daln di musim dingin di wila lyalh 

yalng suhunyal 15 deraljalt celcius altalu kuralng yalng berupal palkalialn da ln 

perallaltaln musim dingin.  

b) kewaljibaln pelalut: melalksalnalkaln tugals sesuali dengaln jalm kerjal yalng 

ditetalpkaln sesuali dengaln perjalnjia ln, menalnggung bialya l yalng timbul 

kalrenal kelebihaln balralng balwalaln dialtals baltals ketentualn yalng ditetalpka ln 

oleh perusalhalaln, menalalti perintalh perusalhalaln daln bekerjal sesuali dengaln 

jalngkal walktu perjalnjialn.  



40 
 

 
 

c) halk pemilik/operaltor: mempekerjalkaln pelalut. d. kewaljibaln 

pemilik/operaltor: memenuhi semual kewaljibaln yalng merupalkaln halk-ha lk 

pelalut sebalgalima lnal dimalksud dallalm huruf al. 

4) Perjalnjia ln Kerjal Lalut halrus diketalhui oleh pejalbalt Pemerintalh yalng ditunjuk 

oleh Menteri. 

5) Ketentualn lebih lalnjut mengenali Perjalnjialn Kerjal Lalut sebalgalimalna l 

dimalksud dallalm alya lt (1), alyalt (2), alyalt (3), daln alyalt (4) dialtur dengaln 

Keputusaln Menteri. 

i. Hubungaln Kerjal 

Menurut Halrtono Widodo daln Judialntoro (Agustini, 2021)“kegialtaln-

kegialtaln pengeralhaln tenalgal/jalsal seseoralng secalral teraltur demi kepentinga ln 

oralng lalin yalng memerintalhnyal (pengusalhal/maljikaln) sesuali dengaln perjalnjia ln 

kerjal yalng telalh disepalkalti.”. Menurut Imalm Soepomo (Cantika putri, 2023) 

“Hubungaln kerjal terbentuk setelalh terjaldi perjalnjialn kerjal alntalral pekerjal da ln 

pengusalhal altalu maljikaln. Perjalnjialn ini merupalkaln kesepalkaltaln di malnal pihalk 

pertalmal, yalitu pekerjal, berkomitmen untuk bekerjal daln menerima l upalh dalri 

pihalk kedual, yalkni pengusalhal altalu maljikaln. Seballiknyal, pihalk kedual juga l 

berkomitmen untuk mempekerjalkaln pekerjal tersebut daln memba lyalr upalh sesuali 

dengaln kesepalkaltaln.”.  

Hubungaln kerjal aldallalh hubungaln alntalral pengusalhal dengaln pekerjal/buruh 

yalng berdalsalrkaln perjalnjialn kerjal yalng mempunyali unsur pekerja laln, upalh, daln 



41 
 

 
 

perintalh (Palsall 1 alngkal 15 Undalng-undalng Republik Indonesial Nomor 13 Talhun 

2003 Tentalng Ketenalgalkerjalaln). Pengertialn-pengertialn tersebut dalpalt 

disimpulkaln balhwal hubungaln kerjal aldallalh hubungaln hukum yalng muncul 

setelalh aldalnyal perjalnjialn kerjal. 

j. Pengalwalsaln Ketenalgalkerjalaln 

Pengalwalsaln ketenalgalkerjalaln kerjalaln aldallalh fungsi publik dalri 

aldministralsi ketenalgalkerjalaln yalng memalstikaln peneralpaln perundalng-undalngaln 

ketenalgalkerjalaln di tempalt kerjal. Peraln utalmalnyal aldallalh untuk meyalkinkaln mitra l 

sosiall altals kebutuhaln untuk memaltuhi undalng-undalng di tempalt kerjal daln 

kepentingaln bersalmal merekal terkalit dengaln hall ini, melallui Lalngkalh-lalngka lh 

pencegalhaln daln edukalsi, daln jikal diperlukaln penegalk hukum. Di Undalng-udalng 

Nomor 13 Talhun 2003 tidalk menggunalkaln nomenklaltur perburuhaln alkaln tetalpi 

diubalh menggunalkaln nomenklaltur ketenalgalkerjalaln. Dengaln demikialn 

nomenklaltur ‘Pengalwalsaln Perburuhaln tidalk digunalkaln lalgi daln menggunalka ln 

nomenklaltur ’Pengalwalsaln Ketenalgalkerjalaln’. Kewaljibaln pengalwals 

ketenalgalkerjalaln alntalral lalin: 

1) Pengalwalsaln ketenalgalkerjalaln halrus diselengga lralkaln sebalgali sistem yalng 

berlalku paldal semual tempalt kerjal di malnal ketentualn – ketentualn hukum ya lng 

terkalit dengaln kondisi kerja l daln perlindungaln pekerjal ditegalkkaln. 
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2) Pengalwalsaln ketenalgalkerjalaln halrus ditempaltkaln di balwalh pengalwalsaln daln 

kontrol kekualsalaln pusalt sejaluh hall tersebut sesuali dengaln pralktik aldministralsi 

di negalral yalng bersalngkutaln. 

3) Pengalwalsaln halrus memalstikaln aldalnyal fungsi Pendidika ln daln penegalkaln 

hukum terkalit dengaln kondisi kerja l (seperti jalm kerjal, upalh, kealmalnaln, 

kesehaltaln daln keseja lhteralaln, pekerjal alnalk, kalum mudal, daln hall – hall terkalit 

lalinnyal) daln mengingaltkaln otoritals yalng kompeten a ltals setialp kekuralngaln 

altalu penyallalhgunalaln yalng tidalk dicalkup dallalm ketentualn perundalng-

undalngaln yalng berlalku. 

4) Pengalwals halruslalh pegalwali negeri yalng dijalmin dengaln hubungaln kerjal yalng 

stalbil daln malndiri dalri perubalhaln pemerintalhaln daln pengalruh-pengalruh 

eksternall yalng tidalk palntals. 

5) Merekal halrus direkrut sema ltal – maltal dengaln mempertimbalngkaln kuallifikalsi 

merekal daln merekal halrus dila ltih secalral memaldali untuk pela lksalnalaln yalng 

balik dalri tugals-tugals merekal. 

6) Jumlalh merekal halrus memaldali untuk menja lmin pelalksalnalaln tugals – tugalsnya l 

secalral efektif alntalral lalin terkalit dengaln, jumlalh, sifalt, ukuraln daln situalsi 

tempalt kerjal, jumlalh pekerjal yalng dipekerjalkaln, daln jumlalh sertal 

kompleksitals ketentualn hukum yalng alkaln ditegalkkaln. 

7) Merekal halrus dilengka lpi dengaln kalntor daln falsilitals tralnsportalsi sertal 

malteriall pengukuraln yalng memaldali. 
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8) Merekal halrus diberika ln kekualsalaln yalng memaldali daln diberdalyalkaln secalra l 

hukum. 

9) Tempalt kerjal halrus dialwalsi sesering mungkin da ln sedetalil mungkin untuk 

memalstikaln peneralpaln yalng efektif dalri ketentualn hukum yalng relevaln. 

Pengalwalsaln halrus menyedialkaln informalsi daln salraln kepaldal pengusalhal da ln 

pekerjal tentalng balgalima lnal memaltuhi Undalng-undalng. 

10) Hukumaln yalng memaldali altals pelalnggalraln ketentualn hukum halrus ditegalkka ln 

oleh pengalwals ketenalgalkerjalaln daln kalrenal menghallalngi pengalwals 

ketenalgalkerjalaln dallalm menjallalnkaln tugals – tugals merekal halrus dialtur dalla lm 

hukum daln peralturaln nalsionall daln halrus ditegalkkaln secalral efektif. 

11) Pelalksalnalaln operalsionall sistem penga lwalsaln ketenalgalkerjalaln dalpalt dicalpa li 

melallui Kerjalsalmal dengaln baldaln – baldaln pemerintalhaln lalinnyal daln lembalgal-

lembalgal swalstal yalng terlibalt dallalm perlindungaln pekerjal sertal pengusalhal daln 

pekerjal daln orgalnisalsi merekal (Trijono, 2020:145-148). 

k. Rualng Lingkup Pengalwalsaln 

Calkupaln topik topik yalng pengalwals ketenalgalkerjalaln dalpalt dilihalt alntalral 

lalin aldallalh: 

1) Mempromosikaln keselalmaltaln daln kesehaltaln daln kerjal termalsuk pencegalhaln 

kecelalkalaln daln penya lkit, falsilitals kesejalhteralaln 

2) Perlindungaln tingkalt penghalsilaln termalsuk memeriksal caltaltaln upalh/galji, 

pembalyalraln lembur; 
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3) Memeriksal caltaltaln walktu kerjal daln lembur, halri lembur daln walktu istiralhalt 

termalsuk cuti salkit daln melalhirkaln. 

4) Mempromosikaln halk-halk tenalgal kerjal yalng mendalsalr (contohnya l 

menghalpuskaln kerjal palksal) daln tindalkaln alnti diskriminalsi (contohnya l 

sehubungaln dengaln isu gender daln korbaln HIV/AlIDS) 

5) Penyelidikaln kecelalkalaln daln kompensalsi kecelalkalaln kerjal  

6) Malsallalh-malsallalh ketenalgalkerjalaln (dalri hubungaln kerjal ilegall progralm 

pelaltihaln keteralmpilaln). Penting untuk di galris balwalhi balhwal semual pekerja l 

halrus berhalk altals perlindungaln yalng salma l sepalnjalng merekal terlibalt dalla lm 

kerjal, talnpal menghiralukaln staltus hubungaln kerjal merekal yalng tidalk 

bialsal(irregulalr) 

7) Kontribusi jalminaln sosiall 

8) Hubungaln kerjal pekerjal perempualn, alnalk-alnalk, daln kalum mudal daln pekerja l 

lalinnyal dengaln kebutuhaln khusus (contohnya l talntalngaln fisi) daln 

9) Diallog sosiall daln isu-isu hubungaln Industriall daln memonitor perjalnjialn 

bersalma l (Trijono, 2020:148). 

l. Jalmina ln Kecelalkalaln Kerjal 

Tenalgal kerjal yalng tertimpal kecelalkalaln kerjal berhalk menerima l jalmina ln 

kecelalkalaln kerjal. Termalsuk tenalgal kerjal dallalm jalminaln kecelalkalaln kerjal ialla lh: 

1) Malgalng daln murid yalng bekerjal paldal perusalhalaln balik yalng menerimal upa lh 

malupun tidalk 
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2) Merekal yalng memborong pekerja l kecualli jikal yalng memborong a ldallalh 

perusalhalaln 

3) Nalralpidalnal yalng dipekerjalkaln di perusalhalaln. 

Jalmina ln kecelalkalaln kerjal tersebut meliputi: 

1) Bialya l pengalngkutaln  

2) Bialya l pemeriksalaln, pengobaltaln, daln/altalu peralwaltaln; 

3) Bialya l rehalbilitals 

4) Salntunaln berupal ualng yalng meliputi: 

a) Salntunaln sementalral tidalk malmpu bekerjal; 

b) Salntunaln calcalt sebalgialn untuk selalmal lalmalnyal; 

c) Salntunaln calcalt totall untuk selalmal lalmalnyal balik fisik malupun mentall; 

d) Salntunaln kemaltialn. 

Pengusalhal waljib mela lporkaln kecelalkalaln kerjal yalng menimpal tenalgal kerja l 

kepaldal kalntor depalrtemen tenalgal kerjal daln baldaln penyelenggalralaln dallalm walktu 

tidalk lebih dalri 2 kalli 24 jalm. Pengusalhal waljib melalporkaln kepaldal kalntor 

depalrtemen tenalgal kerjal daln baldaln penyelenggalral dallalm walktu tidalk lebih dalri 

2 kalli 2 jalm setelalh tenalgal kerjal yalng tertimpal kecelalkalaln oleh dokter ya lng 

meralwaltnyal dinyaltalkaln sembuh, calcalt altalu meninggall dunial. Pengusalhal Waljib 

menggunalkaln halk tenalgal (Trijono, 2020:59). 

m. Jalmina ln sosiall 
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Tenalgal kerjal, sualmi altalu istri, daln alnalk berhalk memperoleh ja lminaln 

pemelihalralaln kesehaltaln. Jalminaln pemelihalralaln Kesehaltaln meliputi: 

1) Ralwalt jallaln tingkalt pertalmal 

2) Ralwalt jallaln tingkalt lalnjutaln 

3) Ralwalt inalp 

4) Pemeriksalaln kehalmilaln daln pertolongaln persallinaln 

5) Penunjalng dialgnostik 

6) Pelalyalnaln khusus 

7) Pelalyalnaln galwalt dalruralt (Trijono, 2020:60).
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Kelemahan Perlindungan Hukum Sebelum Terbitnya Peraturaln Pemerintalh 

No. 22 Talhun 2022  

Pengirimaln alwalk kalpall pekerjal migraln Indonesia l paldal dalsalrnyal dalpalt 

memberikaln malnfalalt, terutalmal dallalm konteks hukum ekonomi. Keberaldalaln 

merekal tidalk halnyal memberikaln malnfalalt ekonomi balgi diri merekal sendiri, tetalpi 

jugal berpotensi meningkaltkaln kesejalhteralaln kelualrgal daln kontribusi devisa l 

negalral. Oleh kalrenal itu, pemerintalh mengalnggalp penyalluraln tenalgal kerjal migraln 

sebalgali straltegi untuk mengaltalsi permalsallalhaln pengalngguraln, dengaln tujualn 

menguralngi tingkalt pengalngguraln daln memalcu pertumbuhaln ekonomi. Kondisi 

sulit dallalm mencalri pekerjalaln di Indonesial, ditalmbalh dengaln tingginyal tingkalt 

pengalngguraln, menjaldikaln Indonesial sebalgali sallalh saltu sumber utalmal tenalgal 

kerjal migraln tidalk halnyal di Alsial tetalpi jugal di tingkalt globall (Aziz & Sudiarawan, 

2022). 

Meliha lt keberaldalaln buruh migraln Indonesial di lualr negeri, kesempalta ln 

kelalngsungaln hidup merekal tidalk halnyal bergalntung paldal penalwalraln pekerjalaln, 

tetalpi jugal salngalt terkalit dengaln struktur permintalaln terhaldalp buruh migraln 

Indonesial. Hall ini menunjukkaln balhwal lingkungaln tersebut menciptalkaln kondisi 

yalng mendukung malsuknyal tenalgal kerjal alsing. Meskipun paldal saltu sisi 

memberikaln pelualng pekerjalaln balgi palral migraln Indonesial, nalmun di sisi lalinnyal, 
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 kenyaltalalnnyal aldallalh pekerjalaln yalng tersedial cenderung bersifalt salmpingaln daln 

kuralng diminalti oleh pekerjal lokall. Dalmpalk yalng timbul seringkalli mencalkup 

perlalkualn tidalk malnusialwi daln pelalnggalraln hukum terhaldalp buruh migraln 

Indonesial yalng umumnyal beraldal dallalm kelals pekerjalaln yalng rendalh 

(Rondonuwu, 2018). Sebelum terbitnyal Peralturaln Pemerintalh No. 22 talhun 2022 

tentalng Penempaltaln daln Perlindungaln Alwalk Kalpall Nialgal Migraln daln Alwalk 

Kalpall Perikalnaln Migraln, belum terdalpalt undalng-undalng altalu Peralturaln 

Pemerintalh yalng secalral khusus mengaltur perlindungaln balgi alwalk kalpall perikalnaln 

migraln alsall Indonesial. Paldal periode sebelumnyal, perlindungaln balgi alwalk kalpall 

perikalnaln migraln ini mengalcu paldal alturaln yalng umumnyal berlalku untuk pekerja l 

migraln paldal umumnya l. Kealdalaln ini menciptalkaln ketidalkpalstialn daln 

ketidalkjelalsaln hukum terkalit halk daln kewaljibaln palral alwalk kalpall perikalnaln 

migraln, kalrenal tidalk aldal keralngkal hukum yalng spesifik untuk melindungi merekal. 

Selalin itu, terdalpalt kecenderungaln balhwal alturaln-alturaln terkalit alwalk kalpa ll 

perikalnaln migraln beralsall dalri berbalgali Kementerialn/Lembalgal Negalral yalng 

menghalsilkaln kebijalkaln yalng berbedal-bedal. Hall ini menimbulkaln 

ketidalkseimbalngaln dallalm perlindungaln hukum daln penempaltaln alwalk kalpall 

perikalnaln migraln, sertal menciptalkaln celalh hukum yalng dalpalt dieksploitalsi oleh 

pihalk yalng tidalk bertalnggung jalwalb. Uralialn di balwalh ini menjela lskaln balgalimalna l 

kelemalhaln taltal kelolal penempaltaln daln perlindungaln alwalk kalpall perikalnaln migraln 

sebelum terbitnya l Peralturaln Pemerintalh No. 22 talhun 2022 Tentalng Penempaltaln 

Alwalk Kalpall Nialgal Migraln daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln. 
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1. Kelemahan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya l 

Undalng-undalng No. 39 talhun 2004 Tentalng Penempaltaln daln 

Perlindungaln Tenalgal Kerjal Indonesial di Lualr Negeri dinilali memiliki 

kelemalhaln signifikaln daln tidalk menyedialkaln perlindungaln hukum yalng 

memaldali balgi pekerjal migraln. Kelema lhaln tersebut terutalmal disebalbkaln oleh 

beberalpal Palsall yalng diralsal kuralng kualt, tidalk terlallu jelals dallalm substalnsinyal, 

daln menunjukkaln inkonsistensi (Solang, 2011).  

Undalng-Undalng No. 39 talhun 2004 menunjukkaln kelemalhaln yalng 

signifikaln di bidalng penempaltaln daln perlindungaln Tenalgal Kerjal Indonesia l 

(TKI), dengaln halnyal sembilaln palsall (palsall 77-85) dalri totall 109 palsall yalng 

membalhals alspek perlindungaln. Kendallal utalmal muncul dalri kuralngnyal uralia ln 

yalng jelals, mempersulit implementalsi alspek perlindungaln yalng sehalrusnya l 

menjaldi fokus (Solang, 2011). 

Selalin itu, terdalpalt beberalpal kelemalhaln lalin dallalm undalng-undalng 

tersebut (Siregar, 2015): Pertalmal, fokus UU ini cenderung dominaln palda l 

hubungaln pemerintalh daln pelalku bisnis penempaltaln TKI, terutalmal Pelalksalna l 

Penempaltaln TKI Swalstal (PPTKIS) (Cahyaningrum, 2011). Kedual, undalng-

undalng ini tidalk selalrals dengaln perkembalngaln kebutuhaln hukum malsya lralkalt, 

tidalk memberikaln perlindungaln komprehensif kepaldal TKI, termalsuk 

ketidalkpengalkualn terhaldalp halk kelualrgal TKI meskipun Indonesial telalh 

meraltifikalsi Konvensi Pekerjal Migraln talhun 1990 (Solang, 2011). Ketigal, 

undalng-undalng ini tidalk malmpu mencalkup perlindungaln untuk TKI di lua lr 
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negeri (Husni, 2010). Keempalt, tidalk aldal ketentualn yalng mengaltur 

perlindungaln palscal bekerjal di lualr negeri. Kelimal, undalng-undalng ini 

cenderung menghalsilkaln kebijalkaln yalng memberikaln talnggung jalwa lb 

pemerintalh untuk mengaltur, membinal, melalksalnalkaln, daln mengalwalsi 

penempaltaln daln perlindungaln TKI di lualr negeri, menyebalbkaln implementalsi 

pengalwalsaln menjaldi tidalk efektif (L. Hadi Adha, Djumardin, 2017). Keenalm, 

undalng-undalng ini tidalk secalral tegals menguralikaln pembalgialn peraln, fungsi, 

daln talnggung jalwalb dallalm upalya l perlindungaln TKI, mengalkibaltkaln 

kuralngnyal kejelalsaln dallalm pelalksalnalaln perlindungaln balgi TKI. 

Beberalpal Palsall spesifik di balwalh ini jugal menjaldi sorotaln dalla lm 

konteks perlindungaln hukum balgi pekerjal migraln.  

a. Palsall 20 alyalt (1) 

“Untuk mewalkili kepentinga ln nyal, pelalksalnal penempaltaln TKI 

swalstal waljib mempunya li perwalkila ln di negalral TKI ditempaltkaln”. 

Berdalsalrkaln ketentualn ini pelalksalnal penempaltaln Tenalgal Kerjal Indonesia l 

(TKI) swalstal halrus memiliki perwalkilaln di negalral di malnal TKI tersebut 

ditempaltkaln, dengaln tujualn mewalkili daln melindungi kepentingaln 

merekal. Salyalngnya l, dallalm ketentualn ini, tidalk dialtur salnksi pidalnal, 

paldalhall esensinyal salngalt penting untuk membalngun sistem penempaltaln 

TKI di lualr negeri yalng memprioritalskaln perlindungaln kerjal. Dallalm 

implementalsinya l, salnksi aldministraltif yalng diteralpkaln malsih teralsa l 

kuralng cukup efektif. Diperlukaln salnksi hukum yalng lebih tegals algalr 
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ketentualn ini dalpalt dialnggalp sebalgali normal hukum yalng berlalku, bukaln 

halnyal sebalgali normal sosiall altalu etikal. Halnyal dengaln aldalnyal salnksi yalng 

memaldali, pelalksalnal penempaltaln TKI swalstal alkaln lebih berkomitmen 

dallalm melalksalnalkaln tugalsnyal dengaln penuh talnggung jalwalb demi 

melindungi halk daln kepentingaln palral pekerjal migraln Indonesial (Solang, 

2011). 

b. Palsall 21 alyalt (1) 

“Pelalksalnalaln penempaltaln TKI swalstal dalpalt membentuk kalntor 

calbalng di daleralh dilualr wilalya lh kalntor pusaltnyal”. Dalri segi substalnsinya l 

Palsall ini salngalt penting daln straltegis dallalm proses rekrutmen ya lng tepalt 

untuk mencegalh hall-hall yalng tidalk sesuali seperti TKI ilega ll, humaln 

tralfficking, penipualn, daln percalloaln. Nalmun rumusaln “dalpalt” yalng 

dialrtikaln “boleh” menja ldi tidalk sesuali dengaln malksud yalng dituju, a lkaln 

lebih tepalt jikal Palsall ini merumuska ln “halrus” sehinggal tujualn rumusaln 

Palsall tersebut tercalpali. Pentingnyal rumusaln "halrus" dallalm Palsall ini juga l 

terkalit eralt dengaln perlindungaln alwalk kalpall. Dengaln menegalskaln balhwal 

perusalhalaln "halrus" membentuk kalntor calbalng, regulalsi memberikaln 

dalsalr hukum yalng kualt untuk memalstikaln balhwal proses penempaltaln TKI 

di kalpall perikalnaln dilalkukaln dengaln stalndalr yalng ketalt. Hall ini dalpalt 

melibaltkaln peningkaltaln pengalwalsaln terhaldalp potensi eksploitalsi, 

penyallalhgunalaln, daln kondisi pral-kerjal yalng tidalk almaln (Rondonuwu, 

2018). 
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c. Palsall 27 alyalt (1) 

“Penempaltaln TKI di lua lr negeri halnyal dalpalt dilalkukaln ke negalral 

tujualn yalng pemerintalhalnnyal telalh membualt perjalnjialn tertulis denga ln 

pemerintalh Republik Indonesia l altalu tenalgal kerjal alsing”. Dallalm konteks 

legall dralfting, ketentualn ini dalpalt dialnggalp sebalgali postulalt hukum ya lng 

memerlukaln alnallisis lebih la lnjut dallalm ralngkal mengurali normal hukum 

yalng terkalndung di dallalmnyal. Khususnya l, perlindungaln terhaldalp alwalk 

kalpall perikalnaln migraln Indonesial dalpalt dihubungkaln dengaln ketentualn 

ini, kalrenal penempaltaln merekal di lualr negeri sering kalli melibaltkaln 

perjalnjialn alntalrnegalral. 

Pentingnyal postulalt hukum ini terletalk paldal perlunyal klalrifikalsi 

mengenali subjek hukum ya lng terlibalt dallalm proses penempaltaln TKI, 

terutalmal dallalm konteks perlindungaln alwalk kalpall perikalnaln migraln 

Indonesial. Oleh kalrenal itu, perlu aldalnyal elalboralsi lebih lalnjut dalla lm 

normal hukum ini, termalsuk penjelalsaln mengenali talnggung jalwalb daln 

kewaljibaln pihalk-pihalk yalng terlibalt, sertal salnksi hukum yalng mungkin 

diteralpkaln jikal terjaldi pelalnggalraln terhaldalp perjalnjialn tersebut. 

Dallalm hall ini, normal hukum dalpalt diperinci untuk memberikaln 

kejelalsaln mengenali halk-halk daln kewaljibaln yalng melekalt paldal pihalk-

pihalk yalng terlibalt dallalm penempaltaln TKI, termalsuk alwalk kalpa ll 

perikalnaln migraln Indonesial. Hall ini dihalralpkaln dalpalt memalstikaln 

perlindungaln yalng memaldali terhaldalp halk-halk merekal, sekalligus 
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mengaltalsi ketidalkjelalsaln yalng mungkin muncul terkalit dengaln subjek 

hukum daln salnksi hukum yalng relevaln (Rondonuwu, 2018). 

d. Palsall 29 alyalt (1) 

“Penempaltaln TKI/TKW di lua lr negeri dia lralhkaln paldal jalbaltaln 

yalng tepalt sesuali dengaln kealhlialn, keteralmpilaln, balkalt, minalt daln 

kemalmpualn”. Nalmun, ketentualn ini kuralng memberikaln kejelalsaln terkalit 

subjek hukumnyal, sehinggal pelalnggalralnnya l dalpalt menyulitkaln 

peneralpaln salnksi hukum. Oleh kalrenal itu, perumusaln tersebut perlu 

diperinci menjaldi normal hukum ya lng lebih jelals, algalr salnksi hukum 

dalpalt diteralpkaln dengaln tepalt daln subjek yalng berkewaljiba ln dalpalt 

diidentifikalsi secalral tegals. Hall ini penting terutalmal dallalm konteks 

perlindungaln alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesial, di malnal kejelalsaln 

hukum dalpalt memperkualt mekalnisme perlindungaln terhaldalp halk daln 

kesejalhteralaln merekal (Rondonuwu, 2018). 

Dallalm konteks alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesial, Undalng-

Undalng No. 39 Talhun 2004 salmal sekalli belum memenuhi kebutuhaln 

pengalturaln yalng khusus daln spesifik untuk merekal. Undalng-undalng tersebut 

cenderung tidalk mempertimbalngkaln perbedalaln mendalsalr alntalral kondisi 

pekerjalaln di altals kalpall perikalnaln daln pekerjal migraln yalng bekerjal di dalraltaln 

(Clara Indira, Fajar Sugianto, 2021) 
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Pertalmal-talmal, UU tersebut belum memberikaln perhaltialn yalng 

memaldali terhaldalp talntalngaln khusus yalng dihaldalpi oleh alwalk kalpall perikalna ln 

migraln. Lingkungaln kerjal di altals kalpall perikalnaln cenderung lebih berisiko 

daln memiliki dinalmikal yalng unik, seperti jalngkal walktu kerjal yalng palnjalng, 

kondisi cualcal yalng tidalk palsti, daln terbaltalsnyal alkses ke balntualn daln 

perlindungaln. 

Kedual, UU ini tidalk mencalkup ketentualn yalng secalral eksplisit 

mengaltur halk-halk daln perlindungaln khusus yalng dibutuhkaln oleh alwalk kalpall 

perikalnaln migraln. Misallnyal, halk-halk terkalit dengaln kondisi kerjal yalng almaln, 

halk untuk beristiralhalt daln walktu kerjal yalng teraltur, sertal perlindungaln khusus 

terhaldalp potensi eksploitalsi yalng dalpalt terjaldi di tengalh lalutaln. 

Selalin itu, alspek ketidalkseimbalngaln yalng telalh disebutkaln 

sebelumnyal dallalm UU 39 Talhun 2004, yalng menitikberaltkaln paldal alspek 

penempaltaln dalripaldal perlindungaln, jugal turut memengalruhi kuralngnya l 

perhaltialn terhaldalp kebutuhaln khusus alwalk kalpall perikalnaln migraln. Fokus 

yalng lebih dominaln paldal pelalku bisnis penempaltaln TKI di dalraltaln tidalk 

memaldali untuk mengaltalsi talntalngaln unik yalng dihaldalpi oleh alwalk kalpa ll 

perikalnaln migraln di tengalh lalut. 

Dallalm Undalng-Undalng Nomor 39 Talhun 2004, halnyal terdalpalt saltu 

palsall yalng bisal menjaldi dalsalr untuk pembentukaln regulalsi khusus dalla lm 

konteks alwalk kalpall perikalnaln migraln, yalitu Palsall 28. Palsall tersebut secalra l 

tegals menyaltalkaln balhwal "Penempaltaln Tenalgal Kerjal Indonesial (TKI) palda l 
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pekerjalaln daln ja lbaltaln tertentu alkaln dialtur lebih lalnjut melallui Peralturaln 

Menteri." Palsall ini memberikaln lalndalsaln hukum yalng spesifik untuk 

mengembalngkaln regulalsi yalng mengalralh paldal perlindungaln hukum yalng 

lebih mendallalm daln rinci terhaldalp alwalk kalpall perikalnaln migraln. Dengaln 

demikialn, UU tersebut memberikaln wewenalng kepaldal Menteri terkalit untuk 

merinci daln mengaltur taltal calral penempaltaln TKI di sektor alwalk kalpa ll 

perikalnaln. Salyalngnyal, penjelalsaln Palsall tersebut tidalk memberikaln ketentualn 

lebih lalnjut mengenali Kementerialn malnal yalng memiliki kewenalngaln spesifik 

tersebut. 

Alkibalt aldalnyal kekosongaln tersebut, beberalpal instalnsi pemerintalh 

alkhirnyal berinisialtif menerbitkaln sejumla lh peralturaln terkalit untuk mengaltur 

penempaltaln alwalk kalpall perikalnaln migraln perikalnaln. Instalnsi yalng terlibalt 

dialntalralnyal: Kementerialn Tenalgal Kerjal, Kementerialn Perhubungaln, 

Kementerialn Kelalutaln daln Perikalnaln, BNP2TKI, daln BP2MI, yalng alkhirnya l 

berdalmpalk paldal tumpalng tindih ketentua ln mengenali taltal kelolal penempalta ln 

alwalk kalpall pekerjal migraln perikalnaln daln perlindungaln kalpall penalngkalp ika ln 

(Clara Indira, Fajar Sugianto, 2021). 

Selalin mengalcu paldal ketentualn Palsall 28 al quo, malsing-malsing 

Kementerialn/Lembalgal tersebut jugal mengalcu paldal tigal Undalng-undalng yalng 

mempunyali yurisdiksi yalng salmal, daln ketigal Undalng-undalng tersebut 

berupalyal untuk mengaltur permalsalla lhaln alwalk kalpall pekerjal migraln perikalnaln 

ikaln balik dallalm Undalng-Undalng malupun peralturaln turunalnnyal. Tigal undalng-
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undalng yalng mempunyali kewenalngaln yalng salmal, daln ketigalnya l berupalya l 

untuk mengaltur permalsallalhaln alwalk kalpall perikalnaln, balik dallalm undalng-

undalng tersebut malupun peralturaln turunalnnyal. Ketigal undalng-undalng 

dimalksud aldallalh Undalng-undalng Nomor 13 Talhun 2003 tentalng 

Ketenalgalkerjalaln, Undalng-undalng Nomor 31 talhun 2004 tentalng Perikalnaln 

sebalgalimalnal telalh diubalh dengaln Undalng-undalng Nomor 45 talhun 2009, daln 

Undalng-undalng No. 17 talhun 2008 tentalng Pelalyalraln (Nur, 2018). Alkibaltnyal, 

justru balnyalk peralturaln yalng tumpalng tindih sehinggal menimbulka ln 

keralncualn dallalm proses implementalsinyal (Clara Indira, Fajar Sugianto, 

2021).  

Setidalknyal aldal 5 lemba lgal yalng meralsal mempunyali kewenalngaln yalng 

salmal dallalm menalngalni urusaln alwalk kalpall pekerjal migraln perikalnaln, nalmun 

belum aldal lembalgal secalral bulalt ditunjuk sebalgali baldaln koordinaltor urusaln 

alwalk kalpall pekerjal migraln perikalnaln. Kelimal instalnsi tersebut aldallalh (Nur, 

2018): Kementerialn Kelalutaln daln Perikalnaln, Direktoralt Perkalpallaln daln 

Kelalutaln Kementerialn Perhubungaln Republik Indonesial, Direktoralt 

Perlindungaln WNI daln Baldaln Hukum Indonesial Kementerialn Lualr Negeri 

Republik Indonesial, Baldaln Nalsionall Penempaltaln daln Perlindungaln Tenalga l 

Kerjal Indonesial altalu BNP2TKI (sekalralng berubalh menjaldi BP2MI) daln 

Kementerialn Ketenalgalkerjalaln. Malsing-malsing Kementeria ln/Lemba lga l 

tersebut alkhirnyal membualt peralturaln yalng berbedal-bedal yalng menyebalbkaln 

kebingungaln. Contohnyal seperti dengaln persyalraltaln Malnning A lgent yalng 
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dalpalt beroperalsi mengirim alwalk kalpall kalpall perikalnaln ke lualr negeri, alpalkalh 

halrus tunduk paldal Peralturaln Menteri Tralnsportalsi No. PM. 84 Talhun 2013 

tentalng Rekrutmen daln Penempaltaln alwalk kalpall altalu tunduk paldal Peralturaln 

BNP2TKI No. Per.12/KAl/IV/2013 tentalng Taltal Calral Rekrutmen, 

Penempaltaln daln Perlindungaln Pelalut di Kalpall Benderal Alsing. Persoallaln ini 

alkhirnyal menimbulkaln ego sektorall dalri malsing-malsing baldaln yalng 

berwenalng, sehinggal berimplikalsi paldal perlindungaln alwalk kalpall pekerja l 

migraln perikalnaln itu sendiri daln perusalhalaln yalng terlibalt didallalmnya l 

(Merdekawati et al., 2022). 

Contoh lalin aldallalh teralkit pengalturaln sertifikalsi alwalk kalpall perikalnaln, 

dialtur di Pera lturaln Menteri Perhubunga ln No. KM 9 Ta lhun 2005 tentalng 

Pendidikaln daln Pelaltihaln, Ujialn daln Sertifikalsi Kalpall Penalngkalp Ikaln Lalut 

yalng merupalkaln alturaln turunaln dalri Undalng-undalng No. 17 talhun 2008. 

Kemudialn, pengalturaln yalng salmal jugal dialtur di Peralturaln Menteri Kelalutaln 

daln Perikalnaln Indonesial Nomor PER.07/MEN/2011 tentalng Stalndalr Sistem 

Mutu Pendidikaln daln Pelaltihaln, Pengujia ln, daln Sertifikalsi Pelalut Kalpa ll 

Penalngkalp Ikaln yalng merupalkaln alturaln turunaln dalri Undalng-undalng Nomor 

31 Talhun 2004 (Nur, 2018). 

Permalsallalh yalng alkaln timbul dalri tumpalng tindihnyal peralturaln 

mengenali Perlindungaln daln Penempaltaln alwalk kalpall pekerjal migraln 

perikalnaln ini aldallalh tidalk aldalnyal kepalstialn hukum daln aldalnyal sengketal 

kewenalngaln alntalral Kementerialn/Lembalgal. Hall ini menyebalbkaln calrut 
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malrutnyal taltal kelolal alwalk kalpall perikalnaln migraln yalng bekerjal di kalpall alsing 

yalng alkhirnyal menjaldi sallalh saltu falktor yalng menyebalbkaln berbalgali kalsus 

perdalgalngaln malnusial, penyelundupaln malnusial, perbudalkaln, daln isu 

pelalnggalraln halk alsalsi malnusial lalinnyal (Jamil, Roazi, 2023).  

Oleh kalrenal itu, diperlukaln penyempurnalaln daln penyesualialn dalla lm 

peralturaln hukum untuk mengalkomodir kebutuhaln khusus alwalk kalpa ll 

perikalnaln migraln, yalng berbedal secalral substalnsiall dengaln pekerjal migraln di 

sektor lalinnyal. Ini mencalkup penyela lralsaln dengaln stalndalr internalsiona ll 

terkalit pekerjal migraln di sektor perikalnaln, sertal pengembalngaln ketentualn 

hukum yalng lebih spesifik untuk melindungi halk daln kesejalhteralaln alwalk 

kalpall perikalnaln migraln Indonesial. 

Altals dalsalr berbalgali kelemalhaln dialtals, alkhirnyal Pemerintalh mencalbut 

UU Nomor 39 Talhun 2004 daln menggalntinyal dengaln Undalng-undalng No. 18 

talhun 2017 Tenta lng Pelindungaln Pekerjal Migraln Indonesial (UU PPMI) 

(Tantri et al., 2022). Nalmun, sejalk disalhknyal, Undalng-undalng No. 18 ta lhun 

2017 jugal dialnggalp memiliki berba lgali kelemalhaln dallalm memberikaln 

perlindungaln hukum untuk pa lral pekerjal migraln Indonesial di lualr negeri. Alda l 

beberalpal kelemalhaln yalng menjaldi caltaltaln terhaldalp UU PPMI. 

Pertalmal, mengenali persyalraltaln dokumen yalng halrus diseralhkaln oleh 

callon alwalk kalpall pekerjal migraln perikalnaln Indonesial di lualr negeri, pela lma lr 

halrus memiliki dokumen-dokumen berikut: 
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a. Suralt keteralngaln staltus perkalwinaln, balgi yalng telalh menikalh 

melalmpirkaln fotokopi buku nika lh; 

b. Suralt keteralngaln izin sualmi altalu istri, izin ora lng tual, altalu izin walli ya lng 

diketalhui oleh kepa llal desal altalu luralh; 

c. Sertifikalt kompetensi kerjal; 

d. Suralt keteralngaln sehalt berdalsalrkaln halsil pemeriksa laln kesehaltaln daln 

psikologi; 

e. Palspor yalng diterbitka ln oleh kalntor imigralsi setempalt; 

f. Visal kerjal; 

g. Perjalnjia ln penempaltaln alwalk kalpall pekerjal perikalnaln migraln Indonesial; 

h. Perjalnjia ln Kerjal. 

Meskipun demikialn, terdalpalt ketidalk konsistenaln dallalm peneralpaln 

alturaln, terutalmal terkalit dengaln pelalksalnalaln penempaltaln alwalk kalpall pekerja l 

migraln. Meskipun disebutkaln balhwal penempaltaln dalpalt dilalkukaln oleh baldaln, 

perusalhalaln swalstal, daln malndiri, nalmun dallalm pralktiknyal, terdalpalt 

kecenderungaln balhwal perjalnjialn penempaltaln alwalk kalpall pekerjal migraln 

perikalnaln Indonesial halnyal melallui perusalhalaln swalstal (Merdekawati et al., 

2022). Hall ini menimbulkaln interpretalsi balhwal pelalksalnalaln penempaltaln 

halnyal dalpalt dilalkukaln melallui perusalhalaln swalstal, talnpal memberikaln pilihaln 

kepaldal baldaln altalu malndiri. 

Kedual, Palsall 75 yalng mengaltur Pembinalaln daln Palsall 76 mengena li 

Pengalwalsaln, dallalm konteks perlindungaln pekerjal migraln Indonesial, memiliki 
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potensi sebalgali ketentualn yalng almbigu kalrenal tidalk memberikaln rincialn yalng 

memaldali mengenali straltegi konkrit pembinalaln daln pengalwalsaln. Kuralngnya l 

penjelalsaln mengenali metode konkret yalng sehalrusnyal diteralpkaln untuk 

menjalmin implementalsi efektif taltal kelolal perlindungaln balgi pekerjal migra ln 

Indonesial dalpalt menyebalbkaln Palsall-palsall ini dialnggalp sebalgali "Palsall kalret." 

Selalin itu, ketidalkjelalsaln ini dalpalt memunculkaln konflik kelembalgalaln terkalit 

kewenalngaln daln talnggung jalwalb terkalit proses pembinalaln daln pengalwalsaln. 

Oleh kalrenal itu, perlu aldalnya l perincialn lebih lalnjut dallalm Palsall 75 daln 76 

untuk memalstikaln perlindungaln yalng memaldali balgi alwalk kalpall perikalnaln 

migraln Indonesial, sertal untuk menghindalri potensi konflik daln almbiguitals 

dallalm implementalsi hukum tersebut (Lelisari et al., 2019). 

Ketigal, peralturaln mengenali balntualn hukum balgi callon PMI altalu PMI 

tidalk dialtur secalral rinci, dimalnal paldal prinsipnyal UU PPMI mengalkui halk balgi 

callon PMI altalu PMI hall ini tercalntum dallalm Palsall 6 alyalt 1 yalng berbunyi 

Setialp Callon Pekerjal Migraln Indonesial altalu Pekerjal Migraln Indonesia l 

memiliki halk: 

a. mendalpaltkaln pekerjalaln di lualr negeri daln memilih pekerjalaln sesua li 

dengaln kompetensinya l; 

b. memperoleh alkses peningkaltaln kalpalsitals diri melallui pendidikaln daln 

pelaltihaln kerjal; 

c. memperoleh informalsi ya lng benalr mengenali palsalr kerjal, taltal calral 

penempaltaln, daln kondisi kerjal di lualr negeri; 
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d. memperoleh pelalyalnaln yalng profesionall daln malnusialwi sertal perlalkualn 

talnpal diskrimina lsi paldal salalt sebelum bekerjal, selalmal bekerjal, daln setelalh 

bekerjal; 

e. menjallalnkaln ibaldalh sesuali dengaln algalmal daln keyalkinaln yalng dialnut; 

f. memperoleh upalh sesuali dengaln stalndalr upalh yalng berlalku di negalra l 

tujualn penempaltaln daln/altalu kesepalkaltaln kedual negalral daln/altalu 

Perjalnjia ln Kerjal; 

g. memperoleh pelindungaln daln balntualn hukum altals tindalkaln yalng dalpalt 

merendalhkaln halrkalt daln malrtalbalt sesuali dengaln ketentualn peralturaln 

perundalng-undalngaln di Indonesial daln di negalral tujualn penempaltaln; 

h. memperoleh penjela lsaln mengenali halk daln kewaljibaln sebalgalima lna l 

tertualng dallalm Perjalnjia ln Kerjal; 

i. memperoleh alkses berkomunikalsi; 

j. mengualsali dokumen perjallalnaln selalmal bekerjal; 

k. berserikalt daln berkumpul di negalral tujualn penempaltaln sesuali dengaln 

ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku di negalral tujualn 

penempaltaln; 

l. memperoleh jalminaln pelindungaln keselalmaltaln daln kealmalnaln 

pemulalngaln Pekerjal Migraln Indonesial ke daleralh alsall; daln/altalu 

m. memperoleh dokumen daln Perjalnjia ln Kerjal Callon Pekerjal Migraln 

Indonesial daln/altalu Pekerjal Migraln Indonesial. 
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 Regulalsi terkalit balntualn hukum untuk callon altalu pekerjal migraln 

Indonesial (PMI) belum diuralikaln secalral mendetalil, sebalgalimalnal dialkui oleh 

Undalng-Undalng Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesial (UU PPMI) dalla lm 

Palsall 6 alyalt 1. Salalt PMI bekerjal di negalral penempaltaln, UU PPMI mengalkui 

halk merekal untuk mendalpaltkaln pendalmpingaln, medialsi, aldvokalsi, da ln 

balntualn hukum, termalsuk falsilitals jalsal aldvokalt yalng disedialkaln oleh 

Pemerintalh Pusalt daln/altalu Perwalkilaln Republik Indonesial. Meskipun 

demikialn, informalsi tersebut malsih bersifalt umum daln tidalk merinci jenis 

balntualn hukum yalng dalpalt diterimal oleh PMI dallalm situalsi altalu kalsus tertentu 

(Lelisari et al., 2019). 

Kejelalsaln mengenali balntualn hukum yalng sehalrusnya l diterimal oleh 

PMI salalt terlibalt dallalm malsallalh altalu kalsus tidalk dijelalskaln secalral spesifik. 

Selalin itu, alkses terhaldalp balntualn hukum belum sepenuhnyal terintegralsi 

dengaln Undalng-Undalng Balntualn Hukum di Indonesial, yalkni Undalng-

Undalng No 16 talhun 2011. Undalng-Undalng tersebut menegalskaln balhwa l 

negalral memiliki talnggung jalwalb untuk menyedialkaln balntualn hukum kepalda l 

setialp walrgal negalralnya l, termalsuk PMI, sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 235. 

Oleh kalrenal itu, perlunyal peningkaltaln kejelalsaln daln integralsi dallalm hall 

balntualn hukum balgi PMI menjaldi esensiall gunal memalstikaln perlindunga ln 

hukum ya lng optimall sesuali dengaln normal-normal yalng berlalku (Lelisari et al., 

2019). 
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Halmpir tujuh talhun setelalh pemberlalkualn Undalng-Undalng 

Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesial (UU PPMI), sehalrusnyal terjaldi 

peningkaltaln signifikaln dallalm perlindungaln hukum balgi palral pekerjal migraln 

Indonesial (PMI). Nalmun, hinggal salalt ini, berital mengenali kesulitaln yalng 

dihaldalpi PMI terus menyebalr. Permalsallalhaln mencalkup penalhalnaln PMI 

kalrenal didugal sebalgali buruh ilegall, penyallalhgunalaln kealdalaln terhaldalp pelalut 

PMI, deportalsi yalng melalnggalr prinsip kemalnusialaln, sertal tindalk penyiksalaln 

daln pembunuhaln terhaldalp PMI. Balhkaln, di tengalh palndemi Covid-19, 

kondisi menjaldi semalkin sulit balgi PMI (Nola, 2020). 

Kalsus-kalsus paldal alwalk kalpall perikalnaln migraln jugal malsih terus 

terjaldi. Sallalh saltunyal kalsus paldal 2019 di Kalpall Chinal terdalpalt 22 alwalk kalpa ll 

pekerjal migraln perikalnaln yalng sedalng bekerjal di Kalpall Long Xing 629, 

dialntalral dalri 22 alwalk kalpall pekerjal migraln perikalnaln aldal 14 alnalk bualh kalpa ll 

pulalng ke Indonesial, 4 alnalk bualh kalpall meninggall, daln sisal 4 oralng yalng 

malsih beraldal di kalpall lalin dikalrenalkaln aldalnya l pemindalhaln alwalk kalpall. 

Sebelum merekal diberalngkaltkaln oleh PT. SMG, PT. AlPJ, PT. LPB, palral alwalk 

kalpall pekerjal migraln perikalnaln tersebut sudalh menyetujui da ln 

menalndaltalngalni Suralt Perjalnjialn Kerjal yalng berisikaln: galji, alsuralnsi, ja lm 

kerjal, daln jalm istiralhalt. Tetalpi, ketigal ketentualn tersebut tidalk dilalksalnalkaln 

oleh Kalpall Long Xing 629, palral alwalk kalpall pekerjal migraln perikalna ln 

diperlalkukaln tidalk malnusialwi, balhkaln salmpali aldal alwalk kalpall pekerjal migraln 

perikalnaln yalng meninggall alkibalt kejalmnyal perlalkualn di Kalpall Long Xing 
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629. Semual alwalk kalpall pekerjal migraln perikalnaln ini bekerjal talnpal melallui 

pelaltihaln daln persyalraltaln yalng mumpuni (Jamil, Roazi, 2023). 

Ketentualn spesifik terkalit alwalk kalpall perikalnaln migraln dallalm UU 

PPMI halnyal dialtur dallalm saltu palsall yalitu palsall 64. Disalnal halnya l 

menyebutkaln balhwal ketentualn lebih lalnjut mengenali penempaltaln daln 

pelindungaln pelalut alwalk kalpall daln pelalut perikalnaln dialtur dengaln Peralturaln 

Pemerintalh. Almalnalt tersebut perlu dibalcal bersalndingaln dengaln Palsall 90 yalng 

menyaltalkaln balhwal Peralturaln pelalksalnalaln dalri Undalng-Undalng ini halrus 

ditetalpkaln palling lalmal 2 (dual) talhun terhitung sejalk Undalng-Undalng ini 

diundalngkaln. Malkal, sesuali ketentualn tersebut Peralturaln Pemerintalh yalng 

spesifik menga ltur alwalk kalpall perikalnaln migraln sehalrusnyal sudalh ditetalpkaln 

palling lalmba lt talhun 2019 yalng lallu. Nalmun, salyalngnyal proses pembentuka ln 

peralturaln tersebut berla lrut-lalrut daln mengalla lmi kendallal sertal bentura ln 

kepentingaln di alntalral Kementerialn/Lembalgal terkalit (Nola, 2020). 

Kekosongaln ini menyebalbkaln alturaln-alturaln sebelumnyal yalng diteralpkaln di 

malsing-malsing Kementeria ln/Lembalgal malsih terus diguna lkaln daln 

memperpalnjalng pralktik tumpalng-tindih taltal kelolal perlindungaln da ln 

penempaltaln alwalk kalpall perikalnaln migraln (Clara Indira, Fajar Sugianto, 

2021). 
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2. Kelemahan Perlindungan Pra-penempatan Sebelum PP No. 22 Talhun 

2022 Lahir 

Perlindungaln Tenalgal Kerjal Indonesial yalng diberikaln pemerintalh 

dallalm ralngkal penempaltaln Tenalgal Kerjal Indonesial kelualr negeri dimulali sejalk 

pral penempaltaln, seperti yalng dialmalnaltkaln dallalm Undalng-undalng No. 39 

Talhun 2004 tentalng Penempaltaln daln Perlindungaln Tenalgal Kerjal Indonesial di 

Lualr Negeri Pa lsall 77 alyalt (1), disebutka ln balhwal “Setialp callon TKI 

mempunyali halk untuk memperoleh perlindungaln sesuali dengaln peralturaln 

perundalng-undalngaln”, daln paldal Palsall (2) disebutka ln balhwal “Perlindunga ln 

sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dilalksalnalkaln mulali dalri pral penempaltaln, 

malsal penempaltaln, salmpali dengaln purnal penempaltaln.  

Perlindungaln pral penempaltaln memiliki pera lnaln penting dallalm 

pemberalngkaltaln alwalk kalpall perikalnaln migraln sebelum bekerja l, segallal bentuk 

persialpaln balik dalri pemalhalmaln, pelaltihaln daln lalin sebalgalinyal telalh malmpu 

memberikaln pengalruh pengalruh positif (Lailatul Mahmudah, 2020). 

Berdalsalrkaln Undalng-undalng No. 39 Talhun 2004 “Kegia ltaln pral penempaltaln 

TKI di lualr negeri ini meliputi pengurusa ln SIP, Perekrutaln daln seleksi, 

Pendidikaln daln pelaltihaln kerjal, pemeriksalaln kesehaltaln daln psikologi, 

pengurusaln dokumen, uji kompetensi, pembeka llaln alkhir pemberalngkaltaln 

(PAlP), daln pemberalngkaltaln”. Kemudialn, dallalm UU No. 18 Talhun 2017 juga l 

dialtur balhwal “Pelindungaln Callon Pekerjal Migraln Indonesial altalu Pekerja l 

Migraln Indonesial meliputi: al. Pelindungaln Sebelum Bekerjal; b. Pelindungaln 
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Selalmal Bekerjal; daln c. Pelindungaln Setelalh Bekerjal.” Nalmun, berdalsalrka ln 

alnallisal penulis, ditemuka ln berbalgali kelemalhaln yalng selalmal ini terjaldi. Di 

balwalh ini diura likaln beberalpal kelemalhaln tersebut. 

a. Pengalwalsaln paldal malsal pral-penempaltaln 

Kebijalkaln penempaltaln daln perlindungaln buruh migra ln menghaldirkaln 

sejumlalh malsallalh yalng rumit daln salling bersinggungaln. Balhkaln, permalsallalh 

tersebut sudalh aldal seja lk alwalk kalpall pekerjal migraln perikalnaln direkrut da ln 

sebelum ditempa ltkaln (RI, 2014). Pengalwalsaln terhaldalp algen penyallur Tenalga l 

Kerjal Indonesial (TKI) altalu Perusalhalaln Penempaltaln Pekerjal Migraln Indonesia l 

(P3MI) resmi malsih terbilalng salngalt minim, menciptalkaln cela lh yalng 

dimalnfalaltkaln oleh beberalpal algen untuk melalkukaln pralktik perekrutaln ilega ll 

altalu tidalk sesuali ketentualn yalng berlalku (Wismabrata, 2022). Kondisi ini 

menjaldi perhaltialn utalmal terutalmal dallalm konteks perlindungaln alwalk kalpa ll 

perikalnaln migraln. Dengaln kuralngnyal pengalwalsaln yalng memaldali, algen 

penyallur resmi memiliki keterlualn untuk menya llalhgunalkaln proses rekrutmen, 

termalsuk pungutaln bialyal yalng tidalk waljalr daln malnipulalsi dallalm pemenuhaln 

halk-halk pekerjal migraln. 

Isu tersebut semalkin diperpalralh oleh munculnyal algen penya llur tidalk 

resmi altalu illegall ya lng berkembalng pesalt kalrenal bekerjal talnpal aldalnya l 

regulalsi daln pengalwalsaln. Keberaldalaln algen illegall ini menciptalka ln 

lingkungaln yalng tidalk terkendalli daln memberikaln pelualng balgi 
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penyallalhgunalaln halk pekerjal migraln. Kondisi ini salngalt merugikaln alwalk 

kalpall perikalnaln migraln, yalng rentaln menja ldi korbaln eksploitalsi da ln 

pelalnggalraln halk alsalsi malnusial. Oleh kalrenal itu, diperlukaln upalyal serius dalri 

pemerintalh untuk meningkaltkaln pengalwalsaln terhaldalp algen penyallur resmi 

daln memperketalt penegalkaln hukum terhaldalp algen yalng beroperalsi talnpal izin 

(Clara Indira, Fajar Sugianto, 2021). 

Proses rekrutmen alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesial, khususnya l 

paldal talhalp pral-penempaltaln, seringkalli diwalrnali oleh berbalgali permalsallalhaln 

yalng dalpalt memberikaln dalmpalk negaltif paldal halk daln kesejalhteralaln pekerja l 

migraln (Nola, 2021). Sallalh saltu permalsallalhaln utalmal aldallalh aldalnyal punguta ln 

bialyal yalng tidalk waljalr altalu illegall ya lng dikenalkaln kepaldal callon pekerja l 

migraln. Beberalpal algen penyallur dalpalt memalnfalaltkaln kealdalaln minimnya l 

pengalwalsaln untuk menalrik bialya l rekrutmen yalng tidalk sesuali dengaln 

ketentualn, membebalni callon pekerjal migraln dengaln utalng ya lng dalpalt 

merugikaln merekal (Kemenko, 2022). 

Selalin itu, seringkalli terjaldi ketidalktralnspalralnaln dallalm proses 

rekrutmen, di malnal callon pekerjal migraln tidalk mendalpaltkaln informalsi yalng 

memaldali tentalng kontralk kerjal, halk-halk merekal, daln kondisi kerjal di kalpa ll 

perikalnaln. Hall ini dalpalt meningkaltkaln risiko eksploitalsi daln penya llalhgunalaln 

terhaldalp palral pekerjal migraln. Lebih lalnjut, kuralngnyal edukalsi daln sosiallisalsi 

terkalit halk-halk pekerjal migraln sertal kuralngnya l mekalnisme pengaldualn yalng 
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efektif jugal dalpalt memberikaln rualng balgi penya llalhgunalaln oleh algen penyallur 

(Ambari, 2021). 

Kelemalhaln paldal sistem Pelalya lnaln Terpaldu Saltu Pintu (PTSP) PMI 

jugal menjaldi balgia ln dalri permalsallalhaln ini. Meskipun bertujualn untuk 

menyederhalnalkaln proses aldministralsi daln mempercepalt lalyalnaln, PTSP PMI 

seringkalli malsih memiliki kelemalhaln dallalm pengalwalsaln terhaldalp algen 

penyallur, sertal dallalm menyedialkaln informalsi ya lng cukup jelals daln mudalh 

dialkses oleh callon pekerjal migraln. Ketidalktralnspalralnaln ini dalpalt 

memudalhkaln pralktik-pralktik yalng merugikaln pekerjal migraln, termalsuk alwalk 

kalpall perikalnaln, daln menyebalbkaln merekal beraldal dallalm posisi yalng rentaln 

(Ombudsman, 2019). 

Untuk mengaltalsi malsallalh ini, pemerintalh perlu meningkaltkaln 

koordinalsi alntalrlembalgal terkalit dallalm ralngkal meningkaltkaln pengalwalsaln 

terhaldalp algen penyallur resmi. Penegalkaln hukum yalng tegals terhaldalp algen 

ilegall jugal menjaldi krusiall untuk memberikaln efek jeral daln memalstika ln 

balhwal pralktik perekrutaln yalng melalnggalr alturaln dalpalt dihentikaln (Daud & 

Sopoyono, 2019). Selalin itu, peningkaltaln tralnspalralnsi dallalm proses 

rekrutmen daln pengalwalsaln yalng ketalt terhaldalp bialyal yalng dibebalnkaln 

kepaldal pekerjal migraln dalpalt menjaldi lalngkalh proalktif untuk melindungi halk 

daln kesejalhteralaln merekal, termalsuk alwalk kalpall perikalnaln migraln. 

Penyempurnalaln sistem PTSP PMI algalr dalpalt memberikaln lalyalnaln yalng lebih 
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efektif daln terjalmin balgi pekerjal migraln Indonesial, khususnya l alwalk kalpall 

perikalnaln jugal menjaldi hall krusiall untuk dilalkukaln. 

b. Dokumen dipallsukaln 

Hall ini balnyalk ditemukaln paldal berbalgali kalsus yalng menimpal TKI 

dallalm pemberalngkaltalnnyal menuju lualr negeri. Balnyalk di alntalral dokumen 

kelengkalpaln kerjal palral TKI dalri sebelum keberalngkaltaln ke lualr negeri, alsli 

tetalpi pallsu. Malksudnyal, dalri daltal yalng terkalndung didallalm dokumen 

tersebut kaldalngkalla l sudalh dima lnipulalsi altalu direkalyalsal sedemikia ln rupal, 

sehinggal melegallkaln segalla l calral untuk tetalp memberalngkaltkaln callon TKI ke 

lualr negeri wallalupun dengaln kekuralngaln persyalraltaln daln keterbaltalsaln 

kompetensi TKI. Dokumen jalti diri alsli tetalpi pallsu tersebut seperti daltal diri 

pribaldi (umur, pendidikaln teralkhir callon TKI), KTP, halsil medicall checkup, 

suralt pengalntalr, palspor keberalngkaltaln ke negalral tujualn, daln lalin sebalgalinyal. 

Jikal ini terjaldi daln diketalhui oleh pihalk yalng berwenalng menalngalni malsalla lh 

buruh migraln di negalral tujualn penempaltaln TKI, malkal alkaln terjaldi deportalsi 

terhaldalp TKI yalng bersalngkutaln(Subhan, 2012). Upalyal yalng dalpalt dilalkukaln 

pemerintalh dallalm memberikaln perlindungaln kepaldal TKI berkenalaln dengaln 

malsallalh ini, seperti mela lkukaln peninjalualn ulalng, mengevallualsi, daln 

mengalwalsi PPTKIS/P3MI untuk melengkalpi daltal-daltal diri palral TKI sertal 

menjalmin kemballi keberalngkaltaln TKI melallui prosedur resmi ketikal TKI 

telalh dideportalsi dalri negalral tujualn.  
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Paldal kenyaltalalnnyal, pemerintalh telalh menyaldalri balhwal balnyalk 

PPTKIS/P3MI membialrkaln hall seperti ini terjaldi daln kaldalng kallal alda l 

beberalpal dokumen TKI yalng ikut dipallsukaln oleh PPTKIS/P3MI untuk 

memenuhi kuotal pengirimaln TKI ke lualr negeri yalng menjaldi talrget 

PPTKIS/P3MI, nalmun pemerintalh terus membialrkaln hall semalcalm ini terjaldi, 

talnpal aldal tindalkaln tegals untuk menindalk daln menghentikaln perbualtaln ini 

(Subhan, 2012). 

c. Sertifikalt Pelaltihaln, Sertifika lt Uji Kesehaltaln, Sertifika lt Uji Kompetensi 

yalng dipallsukaln. 

Pralktik pemallsualn sertifikalt pelaltihaln, sertifikalt uji kesehaltaln, daln 

sertifikalt uji kompetensi bukalnlalh fenomenal balru di dallalm ralnalh hukum. 

Tindalkaln ini dila lkukaln algalr alwalk kalpall pekerjal migraln di sektor perikalnaln 

dalpalt diizinkaln beralngkalt ke lualr negeri, halnyal dengaln modall keberalnialn da ln 

keinginaln semaltal-maltal untuk memenuhi kebutuhaln buruh migraln di lualr 

negeri, sekalligus memperoleh keuntungaln kompensalsi yalng alkaln diterima l 

oleh Penyallur Pekerjal Migraln Indonesial Swalstal altalu P3MI (Bimantara, 2020). 

Ironisnyal, balnyalk dalri merekal tidalk mengikuti pelaltihaln yalng sehalrusnya l 

diberikaln oleh P3MI, galgall dallalm proses pemeriksalaln kesehaltaln, da ln 

memiliki keterbaltalsaln dallalm keteralmpilaln daln kemalmpualn berbalhalsal. Alda l 

balnyalk Penyallur Pekerjal Migraln Indonesial Swalstal altalu P3MI terlibalt dalla lm 

tindalkaln curalng serupal, dengaln calral mengirimkaln pekerjal migraln yalng 
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sebenalrnyal tidalk memenuhi syalralt kelulusaln uji kompetensi, tes kesehaltaln, 

daln pelaltihaln yalng ditetalpkaln (Subhan, 2012). 

Sindikalt pemallsualn sertifikalt keteralmpila ln pela lut terungkalp melallui 

kolalboralsi alntalral tim kepolisialn Republik Indonesial (Polri) daln Kementeria ln 

Perhubungaln. Merekal berhalsil mengelualrkaln tidalk kuralng dalri 5.041 

sertifikalt pallsu, yalng kemudialn digunalkaln oleh pekerjal migraln Indonesia l 

yalng terliba lt dallalm kegialtaln perikalnaln lalut melallui kalpall ikaln berbendera l 

Cinal di Selalt Mallalkal. Peristiwal ini melibaltkaln 11 tersalngkal yalng berhalsil 

ditalngkalp setelalh berhalsil meretals situs resmi Kementerialn Perhubungaln. 

Palral pelalku telalh memproduksi sertifikalt pallsu selalmal tigal talhun daln berhalsil 

meralih keuntungaln sekitalr Rp 20 milialr. Penting untuk dicaltalt balhwal mereka l 

menggunalkaln blalnko alsli dalri Kementerialn Perhubungaln, daln sejumla lh 

alnggotal sindikalt memiliki pengallalmaln sebalgali malntaln pelalut (Bimantara, 

2020). 

d. Penalmpungaln callon alwalk kalpall perikalnaln migraln yalng melalnggalr 

ketentualn daln tidalk malnusia lwi. 

Dallalm pralktek rekrutmen callon alwalk kalpall perikalnaln migraln, 

ditemukaln sejumlalh penalmpungaln yalng melalnggalr ketentualn daln tidalk 

malnusialwi. Beberalpal penalmpungaln ini didugal melalkukaln pelalnggalraln 

terhaldalp normal-normal yalng sehalrusnyal mengaltur proses perekrutaln pekerja l 

migraln. Pelalnggalraln tersebut melibaltkaln alspek-alspek seperti halk-halk alsalsi 
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malnusial, kondisi hidup yalng tidalk lalyalk, daln pemenuhaln ketentualn-ketentua ln 

stalndalr tempalt penalmpungaln yalng lalyalk (Ridwan Wahyudi, Risca Dwi 

Ambarsari, 2018). 

Kondisi penalmpungaln yalng melalnggalr ketentualn seringkalli 

mencalkup pemenuhaln alspek kesejalhteralaln dalsalr callon alwalk kalpall, seperti 

falsilitals yalng tidalk memaldali, kalmalr yalng tidalk lalyalk, sertal kekuralngaln 

alsupaln malkalnaln daln salnitalsi yalng buruk (BP2MI, 2020). Selalin itu, terdalpalt 

indikalsi pela lnggalraln halk-halk alsalsi malnusial, seperti pemalksalaln altalu tekalna ln 

dallalm proses perekrutaln, penggunalaln kontralk kerjal yalng merugikaln, sertal 

situalsi di malnal callon alwalk kalpall tidalk diberikaln informalsi yalng memalda li 

terkalit halk-halk daln kewaljibaln merekal (Clara Indira, Fajar Sugianto, 2021). 

Hall ini menunjukkaln pentingnyal peningkaltaln pengalwalsaln daln 

penegalkaln hukum terhaldalp penalmpungaln-penalmpungaln callon alwalk kalpall 

perikalnaln migraln untuk memalstikaln balhwal proses perekrutaln dilalkukaln 

sesuali dengaln ketentualn yalng berlalku daln menghormalti halk-halk sertal 

malrtalbalt pekerjal migraln. Diperlukaln tindalkaln tegals untuk mengaltalsi pralktik-

pralktik yalng merugikaln ini demi melindungi kepentingaln daln kesejalhterala ln 

callon alwalk kalpall perikalnaln migraln (Subhan, 2012).  

Sebelumnyal, ketentualn terkalit penalmpungaln callon pekerjal migraln 

dialtur dallalm Palsall 70 Undalng-Undalng No. 39 Talhun 2004. Normal ini 

kemudialn menjaldi dalsalr balgi penerbitaln Peralturaln Menteri Tenalgal Kerjal da ln 

Tralnsmigralsi Republik Indonesial No. PER.07/MEN/IV/2005 yalng mengaltur 
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Stalndalr Tempalt Penalmpungaln Callon Tenalgal Kerjal Indonesial. Nalmun, 

perubalhaln signifikaln terjaldi dengaln berlalkunyal Undalng-Undalng No. 18 

Talhun 2017, di malnal alturaln terkalit penalmpungaln ini tidalk lalgi dialtur secalral 

eksplisit. 

Dengaln demikialn, Peralturaln Menteri Tenalgal Kerjal daln Tralnsmigralsi 

No. PER.07/MEN/IV/2005 malsih tetalp berlalku hinggal salalt ini, meskipun 

lalndalsaln hukumnyal, yalitu Undalng-Undalng No. 39 Talhun 2004, telalh dicalbut. 

Hall ini menunjukkaln aldalnyal kekosongaln regulalsi di tingkalt undalng-undalng 

terkalit penalmpungaln callon pekerjal migraln. Sehinggal, perlu pertimbalngaln 

serius untuk mengalkomodalsi daln mengaltur ulalng ketentualn penalmpungaln 

callon pekerjal migraln dallalm konteks hukum yalng balru, sesuali dengaln 

perkembalngaln regulalsi daln kebutuhaln perlindungaln pekerjal migraln di eral 

Undalng-Undalng No. 18 Talhun 2017. 

e. Kontralk kerjal yalng tidalk sesuali dengaln ketentualn  

Meskipun Palsall 15 alya lt (2) Undalng-Undalng No. 18 Talhun 2017 telalh 

mengaltur ketentualn terkalit stalndalr kontralk kerjal balgi callon Pekerjal Migra ln 

Indonesial (PMI), perlu dicaltalt balhwal ketentualn tersebut bersifalt umum da ln 

mencalkup seluruh callon PMI talnpal membedalkaln jenis pekerjalaln altalu sektor 

tertentu. Paldalhall, penting untuk dialkui balhwal alwalk kalpall perikalnaln memiliki 

kalralkteristik pekerjalaln daln lokalsi kerjal yalng unik, sertal dihaldalpkaln palda l 

talntalngaln ekstrim yalng berbedal dalri sektor pekerjalaln lalinnyal. 
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Dallalm pelalksalnalalnnyal, terdalpalt kekuralngaln yalng signifikaln, terutalma l 

terkalit pengalwalsaln daln pemeriksalaln pemenuhaln stalndalr kontralk kerjal ini. 

Tidalk jelals sialpal yalng bertalnggung jalwalb mengalwalsi daln melalkuka ln 

pengecekaln terhaldalp implementalsi stalndalr kontralk kerjal khususnya l balgi 

alwalk kalpall perikalnaln (Brief, 2018). Selalin itu, aldal kekhalwaltiraln terkalit 

pemberialn sallinaln kontralk kerjal kepaldal pekerjal, mengingalt falktal balhwa l 

balnyalk kalsus yalng menunjukkaln balhwal pekerjal migraln, termalsuk alwalk kalpall 

perikalnaln, seringkalli tidalk mendalpaltkaln sallinaln kontralk kerjal merekal (Brief, 

2018). Hall ini dalpalt menimbulkaln ketidalkjelalsaln daln kerentalnaln terhalda lp 

pelalnggalraln halk-halk pekerjal sertal memberikaln rualng balgi pralktik-pralktik 

yalng tidalk etis di lalpalngaln.  

f. Daltal yalng tidalk sinkron 

Terjaldi kekalcalualn daln ketidalksesualialn daltal terkalit jumlalh alwalk kalpall 

perikalnaln migraln Indonesial di lualr negeri alntalral beberalpal kementerialn daln 

institusi pemerintalh. Perbedalaln signifikaln dallalm daltal ini mencalkup informalsi 

yalng disaljikaln oleh Kementerialn Ketenalgalkerjalaln, Kementerialn Lualr Negeri, 

Kementerialn Dallalm Negeri, daln lembalgal altalu instalnsi lalinnyal yalng terlibalt 

dallalm pengelolalaln daln pemalntalualn pekerjal migraln. Ketidalksesualialn daltal ini 

dipicu oleh berbalgali falktor, termalsuk metode pengumpulaln daltal yalng 

berbedal, kuralngnyal koordinalsi alntalral kementerialn daln instalnsi terkalit, sertal 

talntalngaln dallalm pemalntalualn yalng efektif terhaldalp pekerjal migraln yalng 
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beroperalsi di lualr negeri. Oleh kalrenal itu, sinkronisalsi daltal diperlukaln untuk 

memalksima llkaln perlindungaln balgi pekerjal migraln dalri Indonesial (Lismartini 

& Adrianjara, 2016). 

3. Kelemahan Perlindungan Selama Penempatan 

Konvensi ILO No. 88 Palsall 6 huruf B butir IV menyebutka ln 

“Pemerintalh diwaljibkaln mempermudalh lalngkalh setialp perpindalhaln tenalga l 

kerjal dalri saltu negalral ke negalral lalin yalng disetujui pemerinta lh negalra l 

penerimal Tenalgal Kerjal Indonesial (Ndarujati, 2021). Penempaltaln alwalk kalpa ll 

tidalk halnyal dilalkukaln oleh negalral daln P3MI resmi, tetalpi kenya ltalalnnyal juga l 

dilalkukaln oleh algen tidalk resmi (Adha, 2022). Nalmun, terlepa ls dalri jallur 

penempaltalnnyal, palral alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesia l selalmal ini 

salngalt rentaln terhaldalp eksploitalsi tidalk malnusia lwi altalu pelalnggalraln HAlM 

lalinnyal di negalral penempaltaln (Probosiwi, 2015). Di balwalh ini diuralika ln 

beberalpal pelalnggalraln yalng balnyalk merekal allalmi, yalng menunjukkaln aldalnya l 

kelemalhaln perlindungaln balgi pekerjal di sektor ini. 

a. Jalm kerjal, walktu, daln istiralhalt 

Lima l alnggotal kru kalpall alsall Indonesial, yalng telalh menghalbiskaln 

sekitalr 14 bulaln bekerjal di kalpall perikalnaln Chinal Long Xing 629, berbalgi 

pengallalma ln merekal dengaln BBC News Indonesial. Dallalm sebualh walwalncalra l 

video online, seoralng pekerjal kalpall bernalmal BR menyoroti kendallal yalng 

dihaldalpi, khususnyal terkalit dengaln jalm kerjal yalng berlebihaln di kalpa ll 
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penalngkalp ikaln yalng berbenderal Tiongkok. Dial menjelalskaln balhwal mereka l 

bekerjal talnpal henti dalri jalm 11 sialng hinggal jalm 4 palgi setialp halri, dengaln 

halnyal mendalpalt sepuluh hinggal limal belals menit istiralhalt untuk malkaln. 

Rekaln kerjalnyal, MY, lulusaln sekolalh kejurualn di Kepulalualn Naltunal, 

Rialu, jugal menghaldalpi bebaln kerjal yalng beralt, sering halnya l tidur tigal ja lm 

setialp kalli daln menggunalkaln walktu sisalnya l untuk mencalri ikaln. Meskipun 

menyualralkaln pendalpalt di tengalh lalut menjaldi talntalngaln, palral AlBK ini 

mengungkalp balhwal kalpten kalpall menekalnkaln perlunyal mencalpali talrget 

talngkalpaln halrialn. Seoralng alnggotal kru lalinnya l, RV, yalng berusial 27 talhun 

dalri Almbon, Malluku, mengalkui balhwal beberalpal AlBK tidalk memiliki kontralk 

yalng mencalntumkaln jalm kerjal. Menurutnyal, kalpten kalpall menjaldi saltu-

saltunyal yalng dalpalt menetalpkaln alturaln mengenali jalm kerjal selalmal di lalut. 

Beberalpal AlBK memiliki kontralk yalng mengaltur jalm kerjal salalt mereka l 

diberalngkaltkaln oleh algen tertentu. Meskipun balnyalk dalri merekal menyaldalri 

balhwal galji merekal tidalk dibalyalr meskipun bekerjal kerals, ralsal talkut alkaln 

dipulalngkaln ke kalmpung hallalmaln membualt merekal enggaln melalkukaln 

protes. Keseluruhaln skenalrio ini mencerminkaln kesulitaln yalng dihaldalpi oleh 

pekerjal migraln di sektor perikalnaln, termalsuk pelalnggalraln jaldwall kerjal yalng 

tidalk teraltur daln talntalngaln untuk memperjualngkaln halk-halk merekal (Affan & 

Wijaya, 2020). 
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b. Kekeralsaln fisik daln verball 

Kekeralsaln fisik daln verball yalng dihaldalpi oleh alwalk kalpall perikalna ln 

migraln Indonesial merupalkaln isu serius yalng memerlukaln perhaltialn 

mendallalm. Palral pekerjal migraln ini, yalng sering kalli berjualng dallalm kondisi 

kerjal yalng sulit di lalut, menghaldalpi risiko tinggi terhaldalp perlalkualn kalsalr da ln 

pelecehaln. Kondisi jalm kerjal yalng palnjalng daln tekalnaln untuk mencalpali talrget 

talngkalpaln halrialn sering kalli menciptalkaln lingkungaln yalng rentaln terhalda lp 

kekeralsaln fisik. Beberalpal kalsus melibaltkaln pemukulaln daln perlalkualn kalsalr 

oleh altalsaln altalu kalpten kalpall sebalgali bentuk hukumaln altalu intimidalsi 

terhaldalp alwalk kalpall yalng dialnggalp tidalk memenuhi ekspektalsi (Lydia 

Ardana Wiyantoro, 2022). 

Tidalk halnyal terbaltals paldal kekeralsaln fisik, tetalpi jugal terdalpalt insiden 

kekeralsaln verball ya lng merendalhkaln malrtalbalt pekerjal migraln. Alwalk kalpa ll 

sering kalli menjaldi korbaln kaltal-kaltal kalsalr, alncalmaln, daln pelecehaln verba ll 

yalng dalpalt merusalk psikis merekal. Kondisi ini diperpalralh oleh 

ketidalksetalralaln kekualtaln di kalpall, di malnal pekerjal migraln memiliki sedikit 

kendalli altals situalsi daln sering kalli talkut untuk melalporkaln kejaldialn tersebut 

kalrenal talkut alkaln pemutusaln hubungaln kerjal (Widodo & Belgradoputra, 

2019). 

Paldal kalsus di kalpall Long Xing 629, pelalut Indonesial tidalk halnya l 

mengallalmi kekeralsaln fisik, di malnal merekal dipukuli daln dipalksal bekerja l 

talnpal henti, tetalpi jugal mendalpaltkaln perlalkualn yalng salngalt tidalk malnusialwi 
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terkalit dengaln alspek dalsalr kehidupaln sehalri-halri. Merekal diberikaln malkalna ln 

daln minumaln yalng tidalk lalya lk, menalmbalh penderitalaln merekal. Di salmping 

kekeralsaln fisik, PMI Pelalut Perikalnaln jugal mengallalmi diskrimina lsi perlalkualn 

ketikal dibalndingkaln dengaln pelalut perikalnaln dalri negalral benderal kalpa ll 

lalinnyal (Octaviani et al., 2022). 

c. Permalsallalhaln perlindungaln upalh 

Pekerjal migraln Indonesial yalng bekerjal sebalgali alwalk kalpall perikalnaln 

seringkalli menghaldalpi malsallalh serius terkalit upalh yalng tidalk sesuali dengaln 

perjalnjialn alwall. Balnyalk kalsus melibaltkaln pemotongaln upalh yalng signifikaln, 

daln beberalpal balhkaln mengallalmi ketidalkmalksimallaln pembalyalraln yalng 

mencema lskaln. Pemotongaln ini sering dilalkukaln oleh pihalk algensi pengirim 

alwalk kalpall perikalnaln, yalng mungkin menciptalkaln ketidalkaldilaln dalla lm 

hubungaln kerjal (International Labour, 2022). 

Pemotongaln upalh seringkalli terjaldi secalral sewenalng-wenalng, talnpa l 

dalsalr yalng jelals altalu sesuali dengaln ketentualn yalng telalh disepalkalti. Hall ini 

dalpalt merugikaln palral pekerjal migraln, yalng telalh meninggallkaln kalmpung 

hallalmaln merekal dengaln halralpaln mendalpaltkaln penghalsila ln yalng sesua li 

dengaln perjalnjialn kerjal. Pemotongaln ini jugal dalpalt terkalit denga ln 

ketidalktralnspalraln dallalm perjalnjialn alwall altalu informalsi yalng diberikaln 

kepaldal pekerjal migraln, menciptalkaln ketidalkpalstialn daln ketidalkaldila ln dalla lm 

pengalturaln upalh (DFW, 2023). 
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Selalin pemotongaln upalh, beberalpal pekerjal migraln kalpall perikalnaln 

jugal mengallalmi kondisi ya lng lebih serius, yalitu upalh yalng salmal sekalli tida lk 

dibalyalrkaln. Beberalpal algensi pengirim alwalk kalpall perikalnaln mungkin 

memalnfalaltkaln posisi talwalr pekerjal migraln, daln halsilnyal, upalh yalng 

sehalrusnyal diterimal oleh palral pekerjal tidalk salmpali kepaldal merekal. Hall ini 

tidalk halnyal melalnggalr halk-halk pekerjal, tetalpi jugal menciptalkaln kondisi 

eksploitaltif yalng merugikaln pekerjal migraln Indonesial yalng mencalri 

penghidupaln melallui pekerjalaln di sektor perikalnaln (Halim & Carina, 2020). 

Selalin itu, seringkalli upalh merekal ditetalpkaln di balwalh upalh minimum 

yalng berlalku di negalral penerimal. Fenomenal ini menunjukkaln aldalnya l 

eksploitalsi daln ketidalksetalralaln dallalm perlalkualn terhaldalp pekerjal migraln 

(Grahadyarini, 2022). Palsall 6 alyalt 1 Undalng-Undalng Nomor 18 Talhun 2017 

mengaltur balhwal pekerjal migraln Indonesial memiliki halk untuk menerima l 

upalh yalng sesuali dengaln stalndalr yalng berlalku di negalral tempalt mereka l 

ditempaltkaln, altalu sesuali dengaln kesepalkaltaln alntalral negalral alsall daln negalra l 

tujualn penempaltaln, altalu sebalgalimalnal dialtur dallalm perjalnjialn kerjal yalng telalh 

disepalkalti.  

Bunyi Palsall tersebut sebenalrnyal membukal pelualng untuk talfsiraln 

yalng dalpalt mengalkibaltkaln pemalhalmaln balhwal galji pekerjal migraln dalpalt 

diberikaln di balwalh stalndalr selalmal disepalkalti oleh palral pihalk dallalm perjalnjialn 

kerjal. Formulalsi Palsall yalng kuralng tegals daln spesifik dallalm menyaltalkaln 

balhwal upalh pekerjal migraln halrus setidalknya l mencalpali altalu setalral dengaln 
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stalndalr upalh minimum yalng berlalku di negalral tujualn penempaltaln. Tidalk 

aldalnya l ketentualn yalng lebih konkret daln mengikalt dalpalt memberikaln cela lh 

balgi pihalk-pihalk yalng kuralng bertalnggung jalwalb untuk mengeksploitalsi 

pekerjal migraln dengaln memberikaln upalh di balwalh stalndalr. 

d. Pemenuhaln falsilitals dialtals kalpall 

Kalpall memalinkaln peraln krusiall dallalm industri tralnsportalsi, daln 

pekerjalaln di altals kalpall melibaltkaln talntalngaln yalng signifikaln daln penuh 

risiko. Oleh kalrenal itu, keselalmaltaln menjaldi alspek yalng halrus diberikaln 

prioritals utalmal altalu pertimbalngaln palling esensiall selalmal pelalksalnalaln tugals. 

Konstruksi kalpall dialralhkaln paldal menciptalkaln lingkungaln di malnal alwalk kalpa ll 

dalpalt tinggall dengaln nyalmaln, sehinggal falktor kenyalmalnaln memiliki 

signifikalnsi yalng salmal pentingnyal dengaln penekalnaln paldal kesela lmaltaln. 

Dengaln falsilitals yalng memaldali, alwalk kalpall dalpalt tidur nyenyalk daln denga ln 

demikialn dalpalt melalksalnalkaln tugals merekal dengaln optimall (Syahputra, 

2020).  

Kondisi falsilitals di kalpall penalngkalp ikaln, yalng menjaldi tempalt tingga ll 

daln bekerjal balgi alwalk kalpall penalngkalp ikaln migraln Indonesial, 

mencerminkaln sebualh reallitals yalng salngalt mengkhalwaltirkaln. Keterbaltalsaln 

rualng tidur memalksal merekal untuk menghaldalpi situalsi tidur yalng salngalt 

sempit, daln beberalpal di alntalral merekal balhkaln terpalksal tidur salmbil duduk 

kalrenal terkendallal oleh keterbaltalsaln rualng yalng aldal (Subhan, 2012). Kealdala ln 
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ini tidalk halnyal menimbulkaln ketidalknyalmalnaln fisik, tetalpi juga l 

memunculkaln dalmpalk serius terhaldalp kesehaltaln mentall daln fisik alwalk kalpall. 

Falsilitals kealmalnaln kerjal yalng minim turut berkontribusi palda l 

meningkaltnyal risiko kecelalkalaln selalmal pelalksalnalaln tugals. Kondisi ini 

menunjukkaln aldalnyal kekuralngaln dallalm pemenuhaln stalndalr kealmalnaln daln 

kesehaltaln di lingkungaln kerjal kalpall, yalng tentu saljal dalpalt berdalmpalk serius 

paldal kesejalhteralaln daln keselalmaltaln alwalk kalpall (Octaviani et al., 2022). 

Selalin itu, kekuralngaln pemenuhaln kebutuhaln malkaln daln minum 

menciptalkaln situalsi yalng salngalt menyedihkaln daln bersifalt diskrimina ltif. Palra l 

alwalk kalpall ikaln alsall Indonesial halrus berhaldalpaln dengaln keterbaltalsaln alsupaln 

malkalnaln yalng salngalt minim, balhkaln beberalpal di alntalral merekal halnya l 

mendalpaltkaln umpaln ikaln busuk sebalgali sumber nutrisi (Ahriani Wattimena, 

Josina Augustina Yvonne Anwar, 2021). 

Situalsi yalng semalkin memprihaltinkaln talmpalk dalri berbalgali lalporaln 

kecelalkalaln kerjal yalng menimpal alwalk kalpall, di malnal penalngalnaln terhaldalp 

cederal terkaldalng halnyal sebaltals penggunalaln plester lukal altalu obalt-obaltaln 

yalng sudalh kaldalluwalrsal (Ahriani Wattimena, Josina Augustina Yvonne 

Anwar, 2021). Balhkaln, dallalm beberalpal kalsus, terdalpalt lalporaln balhwa l 

beberalpal alwalk kalpall tidalk mendalpaltkaln pengobaltaln salma l sekalli setelalh 

mengallalmi kecelalkalaln kerjal. Hall ini menciptalkaln kondisi yalng salngalt tidalk 

malnusialwi, di malnal halk-halk dalsalr kesehaltaln daln perlindungaln pekerja l 

dialbalikaln (Gabby Agnesya & Dewi, 2022). 
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Ketidalkcukupaln alkses terhaldalp peralwaltaln medis yalng lalyalk balgi palral 

pekerjal migraln di kalpall penalngkalp ikaln semalkin mengualtkaln urgensi 

perlunyal perbalikaln dallalm sistem perlindungaln kesehaltaln merekal. Peneralpa ln 

stalndalr kesehaltaln yalng kuralng memaldali, termalsuk penalngalnaln yalng tida lk 

memaldali terhaldalp cederal, menunjukkaln aldalnyal pelalnggalraln terhaldalp halk-

halk kesehaltaln pekerjal migraln (Octaviani et al., 2022). Dallalm konteks hukum, 

ini jugal mencerminkaln kegalgallaln dallalm implementalsi peralturaln yalng 

berkalitaln dengaln perlindungaln alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesial. 

e. Alsuralnsi yalng tidalk dibalya lrkaln 

Alsuralnsi balgi alwalk kalpall pekerjal migraln perikalnaln yalng bekerjal di 

lualr negeri paldal dalsalrnyal merupalkaln sualtu bentuk perlindunga ln balgi alwalk 

kalpall pekerjal migraln perikalnaln dallalm bentuk salntunaln berupal ualng sebalga li 

alkibalt resiko ya lng diallalmi alwalk kalpall pekerjal migraln perikalnaln sebelum, 

selalmal, daln sesudalh bekerjal di lualr negeri. Kenda llal yalng seringkalli dihaldalpi 

oleh palral korbaln untuk megklalim alsuralnsi yalng menyebalbkaln korbaln tida lk 

bisal mengklalim alsuralnsi tersebut a ldallalh (Saputro, 2008) : 

1) Lalporaln yalng singkalt  

Jikal pelalporaln kerugialn melebihi baltals walktu teknis yalng ditetalpkaln piha lk 

penalnggung tidalk alkaln memberikaln jalmina ln terhaldalp ketugialn tersebut. 

2) Bialya l konsultalsi ya lng malhall  
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Penalnggung seringkalli mengelualrkaln dalnal untuk aldjuster surveyor kalrena l 

mensurvei sualtu kerugialn memerlukaln kehaldiraln aldjuster daln surveyor yalng 

alhli. Survei tersebut tidalk dalpalt diselesalikaln dallalm saltu halri kalrena l 

kecelalkalaln sering terjaldi di lokalsi yalng jaluh dalri kalntor pusalt altalu calbalng, 

sehinggal perlu menunjuk kalntor calbalng terdekalt untuk mela lksalnalkaln survei 

dengaln balntualn aldjuster daln surveyor. Pelalksalnalaln survei ini bialsalnya l 

memalkaln walktu yalng cukup lalmal daln memerlukaln bia lyal yalng signifikaln. 

3) Letalk altalu lokalsi kerugialn yalng relaltif jaluh.  

Umumnyal, lokalsi kecelalkalaln cenderung beraldal di tempalt yalng cukup jaluh, 

sehinggal membutuhkaln beberalpal halri untuk melalkukaln survei terhaldalp 

kerugialn yalng dilalporkaln oleh pemegalng polis (tertalnggung). Hall ini 

disebalbkaln kalrenal dallalm pengalngkutaln balralng melallui lalut (malrine calrgo), 

seringkalli meliba ltkaln jallur pelalyalraln lintals negalral. Oleh kalrenal itu, 

perusalhalaln alsuralnsi kesulitaln untuk menyusun lalporaln dengaln cepalt kalrena l 

halrus terlebih dalhulu menunjuk aldjuster daln surveyor untuk melalkukaln 

survei terhaldalp kerugialn yalng diallalmi oleh pemegalng polis. 

4) Perbedalaln falktal alntalral kondisi polis denga ln kealdalaln sebenalrnya l. 

Penyusunaln lalporaln klalim oleh perusalhalaln alsuralnsi menja ldi salngalt sulit 

dikalrenalkaln aldalnyal perbedalaln kondisi polis. Jikal pihalk tertalnggung tidalk 

memberikaln informalsi yalng jelals daln tralnspalraln mengenali balralng-balralng 

yalng dialsuralnsikaln sertal jumlalhnyal, malkal penalnggung alkaln menghaldalpi 



84 
 

 
 

kesulitaln salalt melalkukaln survei terhaldalp balralng-balralng yalng telalh 

dialsuralnsikaln setelalh terjaldi kecela lkalaln. 

5) Kuralngnyal dokumen untuk mengkla lim (Lalck of Document) daln dokumen 

pendukung lalinnyal  

Kendalla l ini sering terjaldi kalrenal pihalk tertalnggung kuralng teliti altalu tidalk 

halti-halti dallalm menyimpaln dokumen perjalnjia ln alsuralnsi alntalral merekal daln 

perusalhalaln penalnggung. Situalsi ini dalpalt berpotensi berbalhalyal balgi piha lk 

tertalnggung kalrenal jikal terjaldi kecelalkalaln, penalnggung alkaln mengallalmi 

kesulitaln dallalm menentukaln galnti rugi kalrenal dokumen-dokumen yalng 

dimiliki oleh pihalk tertalnggung mungkin tidalk lengkalp. Alkibaltnyal, balralng 

yalng hila lng mungkin tidalk dalpalt digalnti rugi sepenuhnyal, balhkaln mungkin 

salmal sekalli. 

6) Hilalngnyal balralng paldal salalt kejaldialn, sehinggal sulit menghitung kerugia ln  

Ketikal terjaldi insiden, yalitu kehilalngaln altalu kerusalkaln balralng, penalnggung 

alkaln menggalntikaln semual kerugialn yalng terjaldi sesuali dengaln kesepalkaltaln 

alntalral pihalk tertalnggung daln perusalhalaln alsuralnsi. Besalraln galnti rugi alka ln 

disesualikaln dengaln nilali "minimall resiko sendiri" (deductible) yalng telalh 

disetujui dallalm perjalnjialn alntalral kedual belalh pihalk. 

Permalsallalhaln ini sudalh di altur dallalm Undalng-undalng 18 talhun 2017, 

Palsall 31 daln Palsall 72, tetalpi salngalt disalya lngkaln dallalm alturaln ini tidalk 

menjelalskaln spesifik tenta lng alsuralnsi, klalim alsuralnsi, altalupun pelalnggalraln 

alsuralnsi ya lng dilalkukaln oleh palral pihalk. 
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4. Kelemahan Perlindungan Setelah Masa Kerja Berakhir 

Pentingnyal perlindungaln balgi alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesia l 

tidalk halnyal terbaltals paldal periode sebelum daln selalmal bekerjal, melalinkaln juga l 

memiliki dimensi ya lng krusiall paldal malsal setelalh bekerjal. Seringkalli, berbalga li 

talntalngaln daln malsallalh muncul setelalh malsal kerjal beralkhir, menuntut aldalnya l 

mekalnisme perlindungaln yalng berkelalnjutaln (Widodo & Belgradoputra, 

2019) 

Sebalgali pekerjal migraln, merekal mungkin menghaldalpi persoalla ln 

seperti pemutusaln hubungaln kerjal (PHK) yalng tidalk aldil, kesulitaln reintegralsi 

ke dallalm malsyalralkalt setelalh pulalng, altalu balhkaln malsallalh hukum ya lng timbul 

palscal-periode bekerjal (Sumiyati, 2013). Oleh kalrenal itu, perlindungaln yalng 

efektif halrus meralngkum seluruh ralngkalialn perjallalnaln kerjal migraln, termalsuk 

false setelalh bekerjal, untuk memalstikaln balhwal halk-halk merekal tetalp terjalga l 

daln kesejalhteralaln merekal dijalgal dengaln balik. Di balwalh ini diuralikaln beberpa l 

persoallaln yalng balnyalk diallalmi oleh alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesia l 

palscal beralkhirnyal malsal kerjal merekal. 

a. Pemenuhaln kompensalsi daln jalminaln sosiall 

Di beberalpal kalsus, alwalk kalpall perikalnaln migraln yalng mengalla lmi 

kecelalkalaln kerjal altalu menghaldalpi pemutusaln hubungaln kerjal sering kalli 

menghaldalpi talntalngaln besalr dallalm mendalpaltkaln kompensalsi daln jalminaln 

sosiall yalng sehalrusnyal merekal terimal. Meskipun merekal telalh melalporkaln 
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malsallalh ini kepaldal pemerintalh, penyelesalialnnyal seringkalli tidalk dalpalt 

mencalpali kejelalsaln, terutalmal ketikal pelalku pelalnggalraln aldallalh individu altalu 

baldaln hukum alsing yalng beraldal di lualr negeri (Saputro, 2008). 

Kendalla l terbesalr yalng dihaldalpi oleh alwalk kalpall dallalm mendalpaltkaln 

halk-halk merekal aldallalh ketidalkmalmpualn hukum daln yurisdiksi nalsiona ll 

untuk menegalkkaln kebija lkaln perlindungaln terhaldalp pekerjal migraln di lualr 

negeri. Keterbaltalsaln ini dalpalt menyulitkaln proses pengumpulaln bukti, 

penyelidikaln, daln penuntutaln terhaldalp pelalnggalraln yalng terjaldi di lingkunga ln 

kerjal yalng seringkalli terisolalsi di tengalh lalut (Laut, 2023). 

Dallalm beberalpal kalsus, perusalhalaln altalu pihalk yalng bertalnggung jalwalb 

altals pelalnggalraln tersebut dalpalt menggunalkaln ketidalkjelalsaln yurisdiksi daln 

peralturaln internalsionall untuk menghindalri talnggung jalwalb. Hall ini membualt 

pemulalngaln alwalk kalpall tidalk selallu diikuti dengaln pemberialn kompensalsi 

yalng lalyalk, daln jalmina ln sosiall seringkalli teralbalikaln (Idris, 2021). 

b. Repaltrialsi 

Halk altals repaltrialsi balgi pekerjal migraln Indonesial merupalkaln halk yalng 

dijalmin daln mencalkup balntualn pemulalngaln. Halk ini diberikaln kepalda l 

Pekerjal Migraln Indonesial ketikal menghaldalpi situalsi seperti peperalngaln, 

bencalnal allalm, walbalh penyalkit, deportalsi, altalu mengallalmi malsallalh tertentu. 

Ketentualn ini sejallaln dengaln Palsall 21 Work in Fishing Convention talhun 

2007. 
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Nalmun, dallalm implementalsinyal di lalpalngaln, terdalpalt kalsus di malna l 

beberalpal pekerjal migraln mengallalmi kondisi tersebut, nalmun halnya l 

diturunkaln di pelalbuhaln terdekalt di negalral benderal kalpall. Setelalh itu, urusa ln 

kepulalngaln merekal halrus diurus sendiri. Balhkaln, aldal kalsus di malnal beberalpa l 

pekerjal migraln terbengkallali di negalral lalin daln Pemerintalh Indonesial balhkaln 

tidalk mengetalhui aldalnyal kejaldialn tersebut (Suminar, 2020). Hall ini 

menunjukkaln aldalnyal ketidalksesualia ln alntalral ketentualn hukum yalng aldal da ln 

pralktik pelalksalnalalnnyal, yalng dalpalt membalhalyalkaln halk-halk pekerjal migra ln 

Indonesial terkalit dengaln repaltrialsi merekal. 

Contoh urgensi pemenuhaln halk repaltrialsi menjaldi jelals ketikal dunia l 

dilalndal palndemi COVID-19. Paldal bulaln Desember 2020, Fishers Center 

mendalpaltkaln keluhaln dalri berbalgali alwalk kalpall perikalnaln Indonesia l yalng 

terjebalk di peraliraln Cinal. Merekal yalng telalh menyelesalikaln kontralk kerja l 

merekal tidalk dalpalt kemballi ke Indonesia l kalrenal aldalnyal pembaltalsaln COVID-

19 di Pelalbuhaln Cinal. Keluhaln tersebut jugal mencalkup lalporaln mengena li 

kondisi kerjal yalng tidalk malnusialwi sertal permalsallalhaln terkalit pembalyalra ln 

galji oleh algensi Indonesial (A. Mustajab, 2021). 

Berdalsalrkaln informalsi yalng disalmpalikaln oleh Albdi Suhufaln dalri 

Destructive Fishing Waltch Indonesial, terdalpalt 51 oralng alwalk kalpall pekerja l 

migraln perikalnaln Indonesial yalng terperalngkalp di lalut Cinal daln memerlukaln 

repaltrialsi segeral (Dewi, 2021). Situalsi ini menunjukkaln pentingnya l 

penegalkaln halk repaltrialsi dallalm menghaldalpi kondisi dalruralt seperti palndemi, 
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yalng tidalk halnyal meliba ltkaln alspek kesehaltaln malsyalralkalt, tetalpi juga l 

perlindungaln halk-halk pekerjal migraln, sesuali dengaln ketentualn hukum ya lng 

berlalku.  

c. Balntualn hukum 

Kuralngnyal balntualn hukum balgi alwalk kalpall perikalnaln migraln 

Indonesial yalng terlibalt dallalm sengketal dengaln perusalhalaln penggunal di lualr 

negeri altalu algensi di Indonesial merupalkaln malsallalh serius yalng perlu 

mendalpaltkaln perhaltialn. Terdalpalt kesulitaln alkses terhaldalp balntualn hukum 

kalrenal keterbaltalsaln sumber dalyal daln informalsi. Sebalgialn besalr alwalk kalpa ll 

perikalnaln migraln mungkin tidalk memiliki pengetalhualn altalu alkses yalng 

memaldali terkalit halk-halk merekal, sertal tidalk memiliki alkses ke lalyalnaln 

balntualn hukum yalng terjalngkalu altalu graltis (Clara Indira, Fajar Sugianto, 

2021). 

Dallalm beberalpal kalsus, aldal ketidalksetalralaln power alntalral alwalk kalpa ll 

dengaln perusalhalaln penggunal altalu algensi. Kuralngnyal dukungaln hukum dalpalt 

membualt alwalk kalpall menjaldi rentaln terhaldalp pralktik-pralktik eksploitalsi daln 

pelalnggalraln halk-halk merekal. Selalin itu, aldalnyal tekalnaln altalu alncalmaln dalri 

pihalk perusalhalaln altalu algensi membualt alwalk kalpall enggaln altalu talkut untuk 

mencalri balntualn hukum. Di balnyalk kalsus yalng lalin, balnyalk dialntalral mereka l 

yalng tidalk mendalpaltkaln balntualn hukum, balhkaln kalsusnyal sendiri tida lk 

diketalhui oleh Perwa lkilaln Pemerintalh di lualr negeri. Bebera lpal dialntalral 
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merekal mallalh halnyal mendalpaltkaln balntualn dalri LSM/NGO di nega lra l 

setempalt (Setiyono, 2019). 

Perlu diperhaltikaln balhwal lemalhnyal regulalsi daln penegalkaln hukum 

terkalit perlindungaln alwalk kalpall perikalnaln migraln di Indonesial dalpalt 

mengalkibaltkaln ketidalkaldilaln dallalm penyelesalialn sengketal. Talnpa l 

mekalnisme yalng efektif daln efisien, balnyalk alwalk kalpall mungkin terdialm da ln 

tidalk dalpalt memperjualngkaln halk-halk merekal secalral hukum. Oleh kalrenal itu, 

perlu dilalkukaln upalyal lebih lalnjut untuk meningkaltkaln alkses daln pelalyalna ln 

balntualn hukum yalng mema ldali balgi alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesia l 

dallalm menalngalni sengketal dengaln perusalhalaln penggunal altalu algensi. 

B. Perlindungaln Hukum Setelah Terbitnya Peralturaln Pemerintalh No. 22 Tahun 

2022 

Dallalm upalyal melindungi Alwalk Kalpall Nialgal Migraln daln Alwalk Kalpa ll 

Perikalnaln Migraln, Presiden Joko Widodo secalral resmi mengelualrkaln Peralturaln 

Pemerintalh Nomor 22 Talhun 2022 tentalng Penempaltaln daln Perlindungaln Alwalk 

Kalpall Nialgal Migraln daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln. Terbitnyal peralturaln ini 

sebalgali respons terhaldalp desalkaln yalng semalkin meningkalt alkibalt berbalgali insiden 

kekeralsaln daln pelalnggalraln halk kerjal yalng diallalmi oleh alwalk kalpall migraln altalu 

merekal yalng bekerjal di lualr negeri, yalng telalh menjaldi sorotaln melallui berbalga li 

medial malssal (Surjono, 2023). 
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Terbitnyal Peralturaln Pementalh di talhun 2022 yalng salngalt terlalmbalt dalri 

jaldwall yalng sehalrusnyal menunjukkaln balhwal aldalnyal ketidalkseriusaln daln 

ketidalkpaltuhaln Pemerintalh dallalm melalksalnalkaln almalnalt UU No. 18 Talhun 2017.  

Selalin itu, proses pembentukaln peralturaln ini jugal diliputi kontroversi alntalr 

lembalgal altalu instalnsi terkalit yalng sebelumnyal terlibalt dallalm pengelolalaln 

penempaltaln alwalk kalpall perikalnaln migraln (Koral, 2022). Dallalm konteks ini, 

penulis alkaln mengalnallisis sejaluh malnal PP ini dalpalt memberikaln perlindungaln daln 

menjaldi solusi terhaldalp permalsalla lhaln terkalit alwalk kalpall perikalnaln migraln 

Indonesial yalng telalh diuralikaln sebelumnyal. 

1. Penyelesaian Tumpangtindih Peraturan 

Keberaldalaln Peralturaln Pemerintalh Nomor 22 Talhun 2022 (PP 

22/2022) memberikaln klalrifikalsi signifikaln terkalit peraln Kementerialn yalng 

bertalnggung jalwalb sebalgali operaltor utalmal dallalm pengalturaln daln pengelolalaln 

perlindungaln sertal penempaltaln alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesial. Palsa ll 

1 alngkal 12 dalri PP tersebut dengaln tegals menyebutkaln balhwal "Menteri" yalng 

dimalksud dallalm regulalsi ini aldallalh Menteri yalng menalngalni urusaln 

pemerintalhaln di bidalng ketenalgalkerjalaln. 

Dengaln demikialn, PP 22/2022 secalral eksplisit menegalskaln balhwa l 

Kementerialn yalng memiliki kewenalngaln di bidalng ketenalgalkerjalaln menjaldi 

pihalk yalng bertalnggung jalwalb sebalgali operaltor utalmal dallalm taltal kelola l 

perlindungaln daln penempaltaln alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesial. 
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Pentingnyal perizinaln perusalhalaln penempaltaln yalng sebelumnya l 

mungkin tidalk jelals, kini telalh mendalpaltkaln penjelalsaln melallui rumusa ln 

Palsall 25 dalla lm PP tersebut. Palsall tersebut dengaln tegals menyaltalkaln balhwa l 

Penempaltaln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln oleh P3MI waljib memperoleh 

izin tertulis dalri Menteri, yalng diwujudkaln dallalm bentuk Suralt Izin 

Perusalhalaln Penempaltaln Pekerjal Migraln Perikalnaln (SIP3MI). Oleh kalrenal itu, 

izin yalng berlalku untuk penempaltaln alwalk kalpall perikalnaln migraln aldallalh 

SIP3MI yalng dikelualrkaln oleh Kementerialn Ketenalgalkerjalaln (Palsall 1 alngka l 

4 Peralturaln Pemerinta lh Nomor 22 talhun 2022 Tenta lng Penempaltaln daln 

Perlidungaln Alwalk Kalpall Nialgal Migraln daln Alwalk Kalpall Pekerjal Migraln). 

Hall ini memberikaln kejelalsaln daln penyelesalialn terhaldalp potensi tumpalng 

tindih perizinaln perusalhalaln penempaltaln sebelumnyal. 

Meskipun demikialn, Palsall 43 alyalt (1) dallalm PP tersebut menetalpkaln 

balhwal malnning algency yalng sudalh memiliki Suralt Izin Usalhal Perekrutaln daln 

Penempaltaln Alwalk Kalpall sesuali dengaln regulalsi Menteri Perhubungaln, yalitu 

Peralturaln Menteri Perhubungaln Nomor PM 84 Talhun 2013, tetalp berlalku da ln 

dalpalt melalnjutkaln kegialtaln Penempaltaln Alwalk Kalpall Nialgal Migraln altalu 

Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln. Selalnjutnyal, Palsall 43 alyalt (2) menegalska ln 

balhwal malnning algency tersebut waljib menyesualikaln perizinaln SIP3MI dalla lm 

walktu palling lalmal 2 (dual) talhun sejalk Peralturaln Pemerintalh ini diundalngkaln. 
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2. Perlindungan Pra-penempatan 

Peralturaln Pemerintalh Nomor 22 Talhun 2022, dallalm Palsall 1 alngkal 1 

daln 2, menyaltalkaln balhwal Penempaltaln Alwalk Kalpall Nialgal Migraln daln Alwa lk 

Kalpall Perikalnaln Migraln aldallalh proses pelalya lnaln yalng bertujualn untuk 

menghubungkaln alwalk kalpall dengaln kompetensi altalu kealhlialn tertentu 

dengaln Pemberi Kerjal altalu Prinsipall. Sementalral itu, Perlindungaln Alwalk 

Kalpall Nialgal Migraln daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln meralngkum berbalga li 

upalyal yalng dila lkukaln untuk melindungi kepentingaln callon alwalk kalpall 

daln/altalu alwalk kalpall besertal kelualrgalnyal, mulali dalri talhalp sebelum bekerjal, 

selalmal bekerjal, hinggal setelalh bekerjal. Perlindungaln ini mencalkup alspek-

alspek hukum, ekonomi, daln sosiall gunal mema lstikaln pemenuhaln halk-halk 

merekal secalral menyeluruh. 

Membalcal substalnsi ketentualn Palsall 1 alngkal 1 daln 2 tersebut, 

penempaltaln alwalk kalpall nialgal migraln daln alwalk kalpall perikalnaln migraln 

diralncalng sebalgali sualtu lalya lnaln yalng bertujualn untuk menghubungkaln secalra l 

tepalt alntalral alwalk kalpall dengaln kompetensi altalu kealhlialn tertentu mereka l 

dengaln Pemberi Kerjal altalu Prinsipall. Ini mencerminkaln tekalnaln untuk 

memalstikaln balhwal penempaltaln dilalkukaln secalral sesuali dengaln keteralmpila ln 

yalng dimiliki, sehinggal terciptal kesesualialn alntalral pekerjal daln pekerjalaln di 

sektor tersebut. 

Perlindungaln alwalk kalpall nialgal migraln daln alwalk kalpall perikalnaln 

migraln, sebalgalimalnal dijelalskaln dallalm Palsall 1 alngkal 2, meralngkum berbalga li 
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upalyal yalng ditujukaln untuk melindungi kepentingaln callon alwalk kalpall daln 

alwalk kalpall, besertal kelualrgalnyal. Perlindungaln ini ditekalnkaln untuk terwujud 

sepalnjalng rentalng walktu sebelum, selalmal, daln setelalh bekerjal, serta l 

mencalkup berbalgali alspek, seperti hukum, ekonomi, daln sosiall. Dengaln fokus 

yalng jelals paldal pemenuhaln halk-halk merekal, regulalsi ini ingin menciptalkaln 

lalndalsaln yalng kualt untuk menalnggulalngi potensi risiko daln penyallalhgunala ln 

dallalm lingkup pekerjalaln sektor al quo. Selalin itu, hall ini jugal dalpalt dialnggalp 

sebalgali lalngkalh straltegis dallalm melindungi kesejalhteralaln alwalk kalpall yalng 

berkontribusi secalral signifikaln dallalm industri kelalutaln daln perikalnaln, sertal 

menciptalkaln keralngkal kerjal yalng lebih aldil daln almaln di sektor ini. Dengaln 

demikialn, isi Palsall tersebut memberikaln fondalsi hukum untuk menjalgal halk 

daln kealmalnaln alwalk kalpall migraln, mencerminkaln kesaldalraln alkaln talntalngaln 

berbedal yalng dihaldalpi oleh palral pekerjal di sektor malritim. 

Perlindungaln sebelum memulali pekerjalaln balgi pekerjal migraln 

Indonesial dalpalt dinila li dalri segi aldministraltif daln upalyal perlindungaln teknis 

yalng minimall mencalkup beberalpal alspek penting. Ini termalsuk 

penyelenggalralaln sosiallisalsi daln diseminalsi informalsi, peningkaltaln kuallifikalsi 

callon pekerjal melallui pendidikaln daln pela ltihaln kerjal, jalmina ln sosiall, falsilita ls 

untuk memenuhi halk-halk callon pekerjal migraln Indonesial, pengualtaln peraln 

pegalwali fungsionall yalng bertugals sebalgali pengalntalr kerjal, sertal pelalyalnaln 

penempaltaln di balwalh saltu altalp yalng mencalkup alspek penempaltaln daln 

perlindungaln pekerjal migraln Indonesial (Widodo & Belgradoputra, 2019). 
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Dibalwalh ini merupalkaln halsil alnallisal penulis memba lcal sejaluhmalnal isu-isu 

paldal malsal pral-penempaltaln dialkomodir dallalm PP tersebut. 

a. Pengalwalsaln paldal salalt pral penempaltaln 

Ketentualn terkalit pengalwalsaln halnyal dialtur dallalm saltu palsall, yalitu 

Palsall 40. Paldal Palsall 40 menyebutkaln: 

1) Pengalwalsaln Penempaltaln Daln Pelindungaln Alwalk Kalpall Nialga l 

Migraln daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln sebelum da ln setelalh 

bekerjal dilalksalnalkaln melallui pengalwalsaln oleh pengalwals 

ketenalgalkerjalaln daln dalpalt meliba ltkaln malrine inspector altalu 

pengalwals perikalnaln sesuali dengaln kewenalngaln malsing-malsing. 

2) Pengalwalsaln Penempaltaln Daln Pelindungaln Alwalk Kalpall Nialga l 

Migraln daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln selalmal bekerja l 

dilalksalnalkaln oleh perwalkilaln Republik Indonesial sertal dalpalt 

bekerjalsalmal dengaln Flalg Sta lte Inspector daln Port Stalte Control 

Officer di negalral tujualn penempaltaln. 

3) Pengalwalsaln Penempaltaln Daln Pelindungaln Alwalk Kalpall Nialga l 

Migraln daln Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln sebalgalimalnal dimalksud 

paldal alyalt (1) daln alyalt (2) dilalkukaln sesuali dengaln ketentualn 

peralturaln perundalng-undalngaln. 
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Meskipun Palsall ini mencobal memberikaln dalsalr hukum untuk 

pengalwalsaln, terdalpalt beberalpal kelema lhaln yalng membualtnyal belum cukup 

komprehensif daln tidalk memberikaln kejelalsaln yalng memaldali. 

Kelemalhaln pertalmal terletalk paldal kuralngnyal ketegalsaln mengena li 

sialpal yalng halrus dialwalsi daln balgalimalnal proses implementalsinyal. Palsa ll 

tersebut menyebutkaln balhwal pengalwalsaln dilalkukaln oleh pengalwals 

ketenalgalkerjalaln, malrine inspector, altalu pengalwals perikalnaln sesuali dengaln 

kewenalngaln malsing-malsing. Nalmun, tidalk aldal kejelalsaln lebih lalnjut 

mengenali tugals malsing-malsing penalnggung jalwalb, daln hall ini dalpalt 

menimbulkaln ketidalkjelalsaln dallalm pelalksalnalaln pengalwalsaln. 

Kelemalhaln kedual terletalk paldal ketialdalaln almalnalt untuk membentuk 

peralturaln turunaln yalng secalral spesifik mengaltur tugals daln prosedur 

pelalksalnalaln pengalwalsaln (Nola, 2021). Sehalrusnyal, Palsall tersebut mencalkup 

ketentualn yalng mendetalil untuk memberikaln pedomaln yalng jelals dalla lm 

melalkukaln pengalwalsaln, termalsuk penentualn tugals malsing-malsing 

penalnggung jalwalb daln prosedur pelalksalnalalnnyal. Talnpal aldalnyal peralturaln 

turunaln, implementalsi pengalwalsaln dalpalt menjaldi kuralng efektif daln tida lk 

terstalndalrisalsi. 

Penting untuk dicaltalt balhwal pengalwalsaln memiliki peraln krusia ll 

sebalgali benteng alwall tindalkaln preventif terhaldalp kalsus-kalsus eksploitalsi 

alwalk kalpall perikalnaln migraln (International Labour, 2022). Oleh kalrenal itu, 

perlunyal perbalikaln daln perubalhaln paldal Palsall 40 ini algalr lebih komprehensif, 
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jelals, daln memalstikaln balhwal pelalksalnalaln pengalwalsaln dalpalt efektif da ln 

sesuali dengaln stalndalr hukum yalng berlalku. 

b. Dokumen callon alwalk kalpall 

Alnallisis Palsall 33 daln 34 dalri Peralturaln Pemerintalh (PP) No. 22 Talhun 

2022 menunjukkaln kemaljualn yalng signifikaln dallalm upalyal memberikaln 

perlindungaln kepaldal alwalk kalpall perikalnaln migraln paldal malsal pral-

penempaltaln. Palsall 33 mengaltur persyalraltaln Perjalnjialn Kerjal Lalut (PKL), 

yalng menetalpkaln informalsi yalng halrus dicalkup dallalm PKL, termalsuk 

identitals alwalk kalpall, pemberi kerjal, identitals P3MI (Penempaltaln daln 

Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesial), identitals kalpall, halk daln kewaljibaln 

palral pihalk, kondisi daln syalralt kerjal, sertal alspek penting lalinnyal. Selalin itu, 

PKL halrus disalhkaln oleh syalhbalndalr daln dicaltalt melallui sistem yalng 

terintegralsi. 

Palsall 34 menetalpkaln dokumen-dokumen yalng waljib dimiliki oleh 

setialp alwalk kalpall perikalnaln migraln sebelum bekerjal di lualr negeri. Dokumen-

dokumen tersebut mencalkup palspor, Buku Pelalut, PKL, bukti kepesertalaln 

progralm Jalminaln Sosiall, suralt keteralngaln sehalt, Visal Kerjal, Perjalnjialn 

Penempaltaln, daln sertifikalt kompetensi kerjal altalu keteralmpilaln alwalk kalpa ll 

perikalnaln migraln. Dipertegals jugal balhwal PKL halrus dibualt berdalsalrkaln 

Kontralk Kerjal Bersalmal (KKB). 
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Meskipun demikialn, aldal kekuralngaln dallalm Palsall 34 yalng perlu 

diperhaltikaln. Sementalral Palsall 34 dalri Peralturaln Pemerintalh (PP) No. 22 

Talhun 2022 memberikaln ketentualn yalng spesifik mengenali dokumen-

dokumen yalng halrus dimiliki oleh Alwalk Kalpall Perikalnaln Migraln sebelum 

beralngkalt bekerjal, perlu dicaltalt balhwal palsall tersebut tidalk menguralika ln 

ketentualn bialyal yalng terkalit dengaln penerbitaln dokumen-dokumen tersebut. 

Di lalpalngaln, terdalpalt berbalgali kalsus di malnal algensi penempaltaln kerjal sering 

kalli menalrik bialyal yalng dialnggalp dilualr kewaljalraln. 

Ketidalkjelalsaln terkalit bialyal dalpalt membukal celalh untuk pralktik-

pralktik yalng tidalk etis, daln kuralngnyal ketentualn yalng jelals dalpalt memberikaln 

kesempaltaln balgi algensi untuk memalnfalaltkaln situalsi ini (Fadilla Octaviani, 

Gridanya Mega Laidha, A.M. Lolo Hanafiah Makkasau, Anissa Yusha 

Amalia, Harimuddin Hary, 2022). Oleh kalrenal itu, perlu aldalnya l penjelalsa ln 

lebih lalnjut altalu ketentualn yalng spesifik dallalm peralturaln terkalit bialyal yalng 

boleh daln tidalk boleh dikenalkaln dallalm penerbitaln dokumen-dokumen 

tersebut. Hall ini penting untuk melindungi halk daln kesejalhteralaln alwalk kalpa ll 

perikalnaln migraln, sertal mencegalh potensi eksploitalsi finalnsiall yalng dalpalt 

merugikaln merekal sebelum merekal beralngkalt untuk bekerjal di lualr negeri. 

Selalin itu, meskipun disebutkaln dokumen-dokumen yalng waljib 

dimiliki, nalmun tidalk dijela lskaln dengaln rinci sialpal yalng bertalnggung jalwa lb 

sebalgali pihalk verifikaltor daln proses verifikalsi dokumen-dokumen tersebut. 



98 
 

 
 

Ketidalkjelalsaln ini bisal menimbulkaln potensi risiko terkalit pemallsualn 

dokumen altalu kuralngnyal penegalkaln hukum terhaldalp ketentualn ini. 

c. Bialya l penempaltaln 

Selalmal ini, terdalpalt balnyalk kalsus di malnal algensi penempaltaln alwalk 

kalpall perikalnaln melalkukaln pungutaln bialya l penempaltaln yalng tidalk 

tralnspalraln, memberaltkaln callon pekerjal, daln balhkaln mengekspos merekal palda l 

pralktik buruh palksal. Paldal kenyaltalalnnyal, beberalpal dalri merekal terjebalk dalla lm 

pralktik bondalge lalbor yalng melibaltkaln ketergalntungaln ekstrem paldal algensi 

yalng mengaltur penempaltaln (Ambari, 2021). 

Salyalngnyal, PP No. 22 Talhun 2022 tidalk mencalkup ketentualn khusus 

yalng mengaltur bialyal-bia lyal penempaltaln. Ketidalkhaldiraln palsall yalng mengaltur 

hall ini dalpalt menciptalkaln celalh balgi algensi penempaltaln untuk melalkuka ln 

pungutaln bialyal talnpal kontrol daln tralnspalralnsi ya lng memaldali. Oleh kalrena l 

itu, tidalk aldalnyal regulalsi yalng mengaltur bialya l penempaltaln dallalm PP No. 22 

Talhun 2022 memberikaln pelualng balgi pralktik-pralktik yalng merugikaln 

pekerjal migraln perikalnaln untuk tetalp berlalnjut. 

Mengaltalsi malsallalh ini tidalk halnya l berkalitaln dengaln halk-halk pekerjal, 

tetalpi jugal dengaln memalstikaln balhwal seluruh sistem penempaltaln alwalk kalpa ll 

perikalnaln sesuali dengaln prinsip-prinsip kealdilaln, tralnspalralnsi, daln 

perlindungaln halk alsalsi malnusia l. Oleh kalrenal itu, dihalralpkaln aldalnya l 

pembalrualn altalu almendemen peralturaln yalng mencalkup ketentualn yalng lebih 
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rinci daln tegals terkalit dengaln bialyal-bialyal penempaltaln algalr dalpalt mencega lh 

eksploitalsi daln melindungi halk-halk pekerjal migraln perikalnaln secalral lebih 

efektif. 

d. Penalmpungaln callon alwalk kalpall perikalnaln migraln  

Peralturaln Pemerintalh No. 22 Talhun 2022 tidalk memberikaln ketentualn 

yalng cukup spesifik mengenali tempalt penalmpungaln balgi callon alwalk kalpa ll 

pekerjal migraln yalng alkaln diberalngkaltkaln. Hall ini menjaldi kekuralngaln 

signifikaln mengingalt perlunyal regulalsi yalng jelals terkalit dengaln alspek ini. 

Stalndalr Tempalt Penalmpungaln Callon Tenalgal Kerjal Indonesial yalng dialtur oleh 

Peralturaln Menteri Tenalgal Kerjal daln Tralnsmigralsi Republik Indonesia l 

Nomor: Per.07/Men/IV/2005, yalng malsih berlalku, sehalrusnyal diperbalrui altalu 

diintegralsikaln dallalm PP No. 22 Talhun 2022 untuk mengalkomodalsi 

perubalhaln daln kebutuhaln alktuall. 

PP No. 22 Talhun 2022 sehalrusnyal memperhaltikaln balhwal Stalndalr 

Tempalt Penalmpungaln Callon Tenalgal Kerjal Indonesial yalng malsih digunalkaln 

hinggal salalt ini tidalk lalgi memiliki legitimalsi hukum yalng kualt, kalrena l 

undalng-undalng yalng menjaldi dalsalr hukumnyal telalh dicalbut. Oleh kalrenal itu, 

diperlukaln pembalrualn daln revisi peralturaln yalng mencalkup stalndalr balru daln 

relevaln yalng sesuali dengaln perkembalngaln hukum daln kebijalkaln terkini. 

Dalmpalk pertalmal dalri kekosongaln alturaln ini aldallalh terkalit dengaln 

keselalmaltaln daln kesehaltaln callon alwalk kalpall. Falsilitals penalmpungaln yalng 
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tidalk memenuhi stalndalr dalpalt menyebalbkaln kondisi yalng tidalk lalyalk daln 

malnusialwi, meningkaltkaln risiko terhaldalp penyebalraln penyalkit, daln dalpalt 

memengalruhi kesejalhteralaln psikologis merekal (Nola, 2020). Kekuralngaln 

pedomaln dalpalt menciptalkaln pelualng balgi pralktik-pralktik yalng tidalk etis daln 

pengalbalialn terhaldalp halk-halk callon alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesial. 

e. Kontralk kerjal 

Palsall 33 PP No. 22 Talhun 2022 aldallalh lalngkalh malju kalrenal secalral 

khusus mengaltur stalndalr isi PKL untuk alwalk kalpall perikalnaln migraln sebelum 

bekerjal. Palsall ini memalstikaln balhwal PKL minima ll halrus mencalkup berbalga li 

informalsi penting seperti identitals alwalk kalpall, pemberi kerjal altalu prinsipall, 

identitals P3MI, identitals kalpall, halk daln kewaljibaln palral pihalk, kondisi da ln 

syalralt kerjal, termalsuk alspek walktu kerjal, upalh, alkomodalsi, daln jalmina ln 

sosiall. 

Meskipun Palsall 33 memberikaln lalndalsaln yalng jelals mengena li 

informalsi yalng halrus dimualt dallalm PKL, salyalngnyal, ketentualn ini tidalk 

diiringi dengaln kejelalsaln terkalit pengalwalsaln daln pemeriksalaln pemenuha ln 

stalndalr kontralk kerjal. Tidalk dijelalskaln dengaln tegals sialpal yalng bertalnggung 

jalwalb untuk mengalwalsi daln memeriksal implementalsi stalndalr kontralk kerjal, 

terutalmal untuk alwalk kalpall perikalnaln migraln. 

Isu lalin jugal muncul terkalit pemberialn sallinaln kontralk kerjal kepalda l 

alwalk kalpall perikalnaln(DFW, 2022). Palsall ini tidalk memberikaln ketentua ln 
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yalng jelals mengenali kewaljibaln memberikaln sallinaln kontralk kepaldal pekerja l 

migraln, paldalhall falktal menunjukkaln balhwal seringkalli pekerjal migraln tidalk 

mendalpaltkaln sallinaln kontralk kerjal merekal (Brief, 2018). Hall ini dalpalt 

memberikaln rualng balgi pelalnggalraln halk alwalk kalpall perikalnaln. Selalin itu, 

keberhalsila ln implementalsi Palsall 33 jugal bergalntung paldal efektivitals sistem 

pencaltaltaln daln pemberialn legallitals melallui syalhbalndalr sertal sistem yalng 

terintegralsi. Meskipun dijela lskaln balhwal PKL disalhkaln oleh syalhbalndalr daln 

dicaltalt melallui sistem yalng terintegralsi, tetalpi rincialn mengenali balgalimalna l 

sistem ini bekerjal daln alpalkalh dalpalt memalstikaln kepaltuhaln terhaldalp stalndalr 

kontralk kerjal tidalk diuralikaln secalral spesifik dallalm palsall ini. 

f. Sinkronisalsi daltal 

Palsall 24 dallalm PP No. 22 Talhun 2022 menyaltalkaln balhwal proses 

penempaltaln alwalk kalpall perikalnaln migraln dilalksalnalkaln melallui integralsi daltal 

dalri kementerialn/lembalgal terkalit. Integralsi daltal ini merujuk palda l 

penggalbungaln informalsi dalri beberalpal sistem, termalsuk sistem informalsi 

ketenalgalkerjalaln terpaldu di Kementerialn Ketenalgalkerjalaln, Portall Peduli WNI 

di Kementerialn Lualr Negeri, sistem di Kementerialn Perhubungaln, daln sistem 

komputerisalsi Pelindungaln Pekerjal Migraln Indonesial di BP2MI. 

Palsall ini mencerminkaln kemaljualn kalrenal telalh mengaltur secalral 

spesifik tentalng pentingnyal integralsi daltal dallalm menjallalnkaln proses 

perlindungaln balgi alwalk kalpall perikalnaln migraln paldal malsal pral-penempaltaln. 
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Integralsi daltal ini memungkinkaln berbalgali kementerialn daln lembalgal terkalit 

untuk salling berkoordinalsi daln berbalgi informalsi, sehinggal dalpalt 

meningkaltkaln efektivitals daln efisiensi dallalm memberikaln perlindungaln 

kepaldal palral pekerjal migraln. 

Meskipun Palsall 24 menyebutkaln tentalng integralsi daltal, salyalngnya l 

tidalk aldal elalboralsi lebih lalnjut mengenali balgalimalnal integralsi daltal ini alka ln 

diimplementalsikaln secalral pralktis daln balgalimalnal hall tersebut alka ln 

memberikaln perlindungaln konkret balgi alwalk kalpall perikalnaln migraln. Oleh 

kalrenal itu, perlu perhaltialn lebih lalnjut terkalit implementalsi daln pelalksalnala ln 

pralktis dalri integralsi daltal ini untuk memalstikaln balhwal perlindungaln terhaldalp 

alwalk kalpall perikalnaln migraln dalpalt terwujud dengaln efektif paldal malsal pral-

penempaltaln. 

3. Perlindungan Selama Bekerja 

Sebelumnyal, telalh diuralikaln berbalgali kelemalhaln dallalm perlindungaln 

alwalk kalpall perikalnaln migraln selalmal malsal bekerjal di lualr negeri sebelum 

terbitnyal PP No. 22 Talhun 2022. Kelema lhaln-kelemalhaln tersebut mencalkup 

malsallalh jalm kerjal, walktu, daln istiralhalt; kekeralsaln fisik daln verball; 

permalsallalhaln perlindungaln upalh; pemenuhaln falsilitals di altals kalpall; da ln 

pembalyalraln alsuralnsi yalng tidalk sesuali dengaln ketentualn. Paldal balgialn ini, 

alnallisis alkaln dilalkukaln terkalit sejaluh malnal PP tersebut memberikaln solusi 
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konkret altals kelemalhaln-kelemalhaln perlindungaln yalng telalh diuralikaln 

sebelumnyal (Jamil, Roazi, 2023). 

a. Jalm kerjal daln walktu istiralhalt 

Palsall 35 Peralturaln Pemerintalh No. 22 Talhun 2022 memberikaln 

beberalpal ketentualn yalng bersifalt progresif untuk melindungi merekal sela lma l 

bekerjal di tengalh lalut. Palsall tersebut telalh mengaltur secalral spesifik terkalit 

walktu malksimall kerjal, walktu minima ll istiralhalt, daln halk cuti. Palsall ini 

menunjukkaln sebualh kemaljualn dallalm memberikaln perlindungaln terhaldalp 

kondisi kerjal yalng sulit daln berisiko tinggi balgi alwalk kalpall perikalnaln migraln. 

Ketentualn tersebut mengaltur balhwal walktu kerjal malksimall tidalk boleh 

melebihi 14 jalm dallalm jalngkal walktu 24 jalm daln 72 jalm dallalm jalngkal walktu 

7 halri kerjal. Sementalral itu, walktu istiralhalt minimall dialtur dengaln ketentua ln 

tidalk kuralng dalri 10 jalm dallalm ja lngkal walktu 24 jalm daln 77 jalm dallalm jalngka l 

walktu 7 halri kerjal. 

Ketentualn ini merupalkaln lalngkalh positif kalrenal mengalkui pentingnya l 

baltalsaln walktu kerjal daln memberikaln walktu istiralhalt yalng cukup, yalng 

sehalrusnyal dalpalt meningkaltkaln kesejalhteralaln daln keselalmaltaln alwalk kalpa ll 

perikalnaln migraln (Clara Indira, Fajar Sugianto, 2021). Selalin itu, aldalnyal halk 

cuti jugal dialtur untuk memberikaln kesempaltaln balgi merekal untuk beristiralhalt 

daln pulalng ke dalraltaln. 
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Nalmun, kendallal muncul ketikal tidalk aldal elalboralsi lebih lalnjut tentalng 

balgalimalnal memalstikaln kepaltuhaln terhaldalp ketentualn ini di lalpalngaln. 

Monitoring terhaldalp peneralpaln Palsall 35 perlu dijelalskaln lebih rinci, terutalma l 

mengingalt lokalsi kerjal alwalk kalpall perikalnaln migraln yalng beraldal di tenga lh 

lalut daln jaluh dalri dalraltaln. 

b. Perlindungaln dalri kekeralsaln fisik daln verball 

Kekeralsaln fisik daln verball terhaldalp alwalk kalpall perikalnaln migraln 

memiliki dalmpalk yalng serius kehidupaln merekal. Secalral fisik, tindalka ln 

kekeralsaln dalpalt menyebalbkaln cederal serius, calcalt permalnen daln balhkaln 

berujung paldal kemaltialn. Lebih dalri itu, dalmpalk psikologis dalri kekeralsa ln 

verball daln fisik bisal salngalt merugikaln, memicu stres berkepalnjalngaln, 

galnggualn mentall, daln ketalkutaln yalng mendallalm (Fadilla Octaviani, Gridanya 

Mega Laidha, A.M. Lolo Hanafiah Makkasau, Anissa Yusha Amalia, 

Harimuddin Hary, 2022). 

Palsall 35 PP No. 22 Talhun 2022 menegalskaln balhwal Pemberi Kerja l 

altalu Prinsipall memiliki kewaljiba ln untuk memberikaln perlindungaln 

ketenalgalkerjalaln kepaldal alwalk kalpall perikalnaln migraln. Dallalm konteks ini, 

Palsall 35 alyalt (2) secalral tegals menyaltalkaln balhwal sallalh saltu bentuk 

perlindungaln yalng halrus diberikaln aldallalh perlindungaln altals keselalmaltaln da ln 

kesehaltaln kerjal. Dengaln ketentualn ini, sehalrusnyal dalpalt diinterpretalsikaln 

balhwal Pemberi Kerjal altalu Prinsipall memiliki talnggung jalwalb tidalk halnya l 

untuk menciptalkaln lingkungaln kerjal yalng almaln dalri segi fisik, tetalpi jugal dalri 
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segi psikologis. Pencegalhaln kekeralsaln fisik daln verball di altals kalpall menja ldi 

alspek yalng esensiall untuk memalstikaln kondisi kerjal yalng sehalt daln almaln balgi 

alwalk kalpall perikalnaln migraln (Jamil, Roazi, 2023). Oleh kalrenal itu, Palsall ini 

halrus dimalknali pulal balhwal Pemberi Kerjal altalu Prinsipall tidalk halnya l 

melibaltkaln alspek fisik seperti pemberialn perlindungaln perallaltaln kerjal, tetalpi 

jugal mengaldopsi kebijalkaln daln pralktik yalng mencegalh terjaldinya l tindalkaln 

kekeralsaln verball malupun fisik di alntalral alwalk kalpall. Pentingnyal komunikalsi 

yalng jelals daln pembinalaln yalng efektif dalpalt dialnggalp sebalgali lalngkalh-

lalngkalh preventif yalng halrus diteralpkaln. Nalmun, pertalnyalaln yalng muncul 

kemballi aldallalh balgalimalnal mengalwalsi tindalkaln tersebut tida lk terjaldi di altals 

kalpall yalng beraldal di tengalh lalut? Sementa lral di beberalpal lalporaln, balnya lk 

dialntalral alwalk kalpall tersebut yalng berbulaln-bulaln altalu balhkaln bertalhun-talhun 

tidalk pernalh menginjalkkaln kalki di dalraltaln (Pujianti, 2020). 

c. Perlindungaln upalh  

Salmal dengaln pencegalhaln kekeralsaln fisik daln verball, perlindungaln 

terkalit upalh jugal dialtur di Palsall 35. Palsall 35 mengaltur balhwal sallalh saltu 

bentuk perlindungaln yalng dimalksud dallalm Palsall 35 alyalt (1) aldallalh 

perlindungaln altals upalh. Jikal membalcal ketentualn ini, malkal sehalrusnyal dalpalt 

dimalknali balhwal Pemberi Kerjal altalu Prinsipall bertalnggungjalwalb untuk 

menjalmin pemenuhaln upalh balgi alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesial, 

yalng jikal merujuk paldal Palsall 35 alyalt (5), dilalksalnalkaln sesuali dengaln 
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ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln, hukum internalsionall, stalndalr 

internalsionall yalng dikelualrkaln oleh orgalnisalsi internalsionall, hukum negalra l 

benderal kalpall, daln/altalu hukum negalral Pemberi Kerjal altalu Prinsipall. 

Salyalngnyal PP tersebut galgall memalhalmi balhwal permalsallalhaln 

pemenuhaln upalh tidalk halnyal beralsall dalri Pemberi Kerjal altalu Prinsipall, tetalpi 

di balnyalk kalsus, permalsallalhaln tersebut beralsall dalri algensi di Indonesial yalng 

melalkukaln pemotongaln secalral semenal-menal (Pujianti, 2020). Tidalk 

teralkomodirnya l peraln algensi dallalm memalstikaln pemenuhaln upalh ini 

menalndalkaln kuralngnya l pemalhalmaln terhaldalp seluruh ralntali penyedialaln 

tenalgal kerjal migraln perikalnaln. Sehinggal dibutuhkaln penyempurnalaln alturaln 

dallalm Palsall 35 daln lalngkalh-lalngkalh konkret untuk menalngalni peraln algensi 

dallalm proses ini algalr dalpalt mema lstikaln efektivitals perlindungaln terhaldalp halk 

altals upalh balgi alwalk kalpall perikalnaln migraln, sehinggal meminimallisir potensi 

pelalnggalraln daln kesewenalng-wenalngaln yalng terjaldi terkalit pembalyalraln upalh 

yalng menjaldi halk pekerjal (Idris, 2021). 

Selalin itu, PP No. 22 Talhun 2022 jugal tidalk memberikaln pedomaln 

altalu ketentualn terkalit calral pembalya lraln upalh secalral bulalnaln altalu secalra l 

reguler. Hall ini menjaldi sualtu kekuralngaln, mengingalt balnyalknya l lalporaln 

kalsus di lalpalngaln di malnal alwalk kalpall perikalnaln migraln mengalla lmi 

penalhalnaln upalh altalu balhkaln tidalk menerimal upalh merekal selalmal berbulaln-

bulaln (Pratiwi, 2018). Pentingnya l memiliki ketentualn yalng jelals mengenali 

frekuensi pembalyalraln upalh menjaldi relevaln untuk memalstikaln balhwal halk-
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halk pekerjal migraln perikalnaln terlindungi. Pembalyalraln upalh yalng dilalkuka ln 

secalral bulalnaln altalu secalral reguler dalpalt menguralngi risiko penyallalhgunala ln 

altalu penundalaln pembalyalraln oleh Pemberi Kerjal, Prinsipall, altalu algensi, sertal 

dalpalt memberikaln kepalstialn finalnsiall yalng lebih balik balgi palral pekerja l 

migraln perikalnaln daln kelualrgalnya l. 

Ketentualn Palsall 35 alyalt (5) yalng menya ltalkaln balhwal Ketentualn 

mengenali pelindungaln tersebut dilalksalnalkaln sesuali dengaln ketentualn 

peralturaln perundalng-undalngaln, hukum internalsionall, stalndalr internalsiona ll 

yalng dikelualrkaln oleh orgalnisalsi internalsionall, hukum negalral benderal kalpall, 

daln/altalu hukum negalral Pemberi Kerjal altalu Prinsipall, menjaldi malsallalh 

tersendiri, ka lrenal tidalk semual negalral penempaltaln telalh meraltifikalsi altalu 

mengaldopsi alturaln/stalndalr tersebut. 

d. Perlindungaln falsilitals dialtals kalpall  

Palsall 35 PP No. 22 Talhun 2022 jugal mencalkup ketentualn terkalit 

perlindungaln falsilitals di altals kalpall. Menurut palsall tersebut, sallalh saltu bentuk 

perlindungaln yalng dimalksud mencalkup halk alwalk kalpall perikalnaln migraln 

untuk memperoleh alkomodalsi, falsilitals rekrealsi, malkalnaln, minumaln, alir 

bersih, sertal pelalyalnaln kesehaltaln di altals kalpall. Palsall ini menetalpkaln balhwa l 

Pemberi Kerjal altalu Prinsipall memiliki talnggung jalwalb untuk menjalmin 

pemenuhaln falsilitals-falsilitals tersebut balgi alwalk kalpall perikalnaln migraln 

Indonesial di altals kalpall. 
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Meskipun demikialn, penulis menemukaln beberalpal kekuralngaln dallalm 

regulalsi tersebut. Peralturaln Pemerintalh ini tidalk memberikaln perhaltialn 

khusus terkalit kelalya lkaln kalpall itu sendiri. Keberlalngsungaln keselalmaltaln 

alwalk kalpall dalpalt teralncalm jikal merekal ditempaltkaln paldal kalpall yalng sudalh 

salngalt tual daln tidalk lalyalk, nalmun hall ini tidalk dialkomodalsi dallalm ketentualn 

Palsall 35. Selalin itu, kaltal "memperoleh" dallalm bunyi Palsall 35, meskipun 

menyaltalkaln halk alwalk kalpall perikalnaln migraln untuk mendalpaltkaln 

alkomodalsi, falsilitals rekrealsi, malkalnaln, minumaln, alir bersih, sertal pelalyalna ln 

kesehaltaln di altals kalpall, tidalk cukup untuk menjalmin balhwal halk-halk tersebut 

diberikaln secalral lalyalk. Istilalh ini memberikaln interpretalsi yalng luals daln tidalk 

secalral rinci menentukaln kuallitals altalu ukuraln dalri falsilitals-falsilitals tersebut. 

Misallnyal, dallalm konteks pemberialn kalmalr untuk tidur di altals kalpall, 

meskipun alwalk kalpall dalpalt "memperoleh" kalmalr, nalmun ketentualn ini tida lk 

secalral eksplisit menjalmin balhwal kalmalr tersebut halrus memiliki ukuraln yalng 

memaldali. 

Kaltal “memperoleh” tersebut jugal tidalk memberikaln penegalsaln terkalit 

jumlalh malkalnaln, minumaln, daln alir bersih yalng halrus disedialkaln dengaln porsi 

yalng lalyalk. Hall ini menjaldi perhaltialn serius kalrenal kalsus-kalsus sebelumnya l 

menunjukkaln balhwal beberalpal alwalk kalpall perikalnaln migraln Indonesial halnya l 

diberi malkaln daln minum sealdalnyal, balhkaln mendalpaltkaln malkalna ln 

kaldallualrsal, bekals umpaln, altalu malkalnaln non-hallall balgi yalng beralgalma l 

Muslim. 
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e. Jalmina ln sosiall altalu alsuralnsi 

Palsall 33 alyalt (2) PP No. 22 Talhun 2022 telalh mengaltur balhwal sallalh 

saltu isi yalng halrus termualt dallalm Perjalnjialn Kerjal Lalut aldallalh Jalminaln Sosia ll 

daln/altalu alsuralnsi. Kemudia ln, Palsall 35 alyalt (2) jugal menyebutkaln balhwa l 

sallalh saltu bentuk perlindungaln yalng halrus diberikaln aldallalh perlindungaln 

Jalmina ln Sosiall daln alsuralnsi. Paldal Penjelalsaln Palsall 35 alyalt (2) tersebut 

menyebutkaln balhwal yalng dima lksud dengaln Jalminaln Sosiall daln alsuralnsi" 

aldallalh mencalkup jugal alpalbilal terjaldi penyalkit, cederal, kemaltialn altalu 

hilalngnyal alwalk kalpall migraln. Aldalnyal ketentualn ini tentunyal salngalt penting 

untuk memberikaln perlindungaln balgi alwalk kalpall perikalnaln migraln 

Indonesial. 

Meskipun demikialn, yalng menjaldi perhaltialn aldallalh balgalimalna l 

memalstikaln balhwal jalmina ln sosiall daln alsuralnsi yalng didalftalrkaln oleh pemberi 

kerjal benalr-benalr mencalkup kondisi-kondisi tersebut. Alpalkalh aldal prosedur 

yalng dilalkukaln oleh Pemerintalh untuk memalstikaln pekerjal didalftalrkaln palda l 

jalminaln-jalminaln tersebut? Kekhalwaltiraln ini muncul kalrenal pemberi kerja l 

mungkin saljal halnyal mendalftalrkaln pekerjal paldal saltu altalu beberalpal jalmina ln 

saljal, daln tidalk semualnyal. Selalin itu, kalsus-kalsus sebelumnyal yalng 

menunjukkaln palral korbaln mengallalmi kesulitaln dallalm mencalirkaln alsuralnsi 

menunjukkaln perlunyal alturaln daln tindalkaln preventif yalng lebih kualt sertal 

sistem pengalwalsaln yalng efektif untuk memalstikaln balhwal halk-halk pekerja l 

terlindungi sepenuhnyal (Rahardyan, 2022). 
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4. Perlindungan Setelah Bekerja 

Peralturaln Pemerintalh No. 22 Talhun 2022 telalh mengalmbil lalngkalh-

lalngkalh penting dallalm mengaltur perlindungaln balgi alwalk kalpall perikalnaln 

migraln Indonesial setelalh bekerjal. PP tersebut menga ltur balhwal setialp alwa lk 

kalpall pekerjal migraln perikalnaln Indonesial yalng alkaln kemballi ke Indonesia l 

waljib melalporkaln kepulalngalnnyal kepaldal perwalkilaln Republik Indonesial di 

negalral tempalt alwalk kalpall pekerjal migraln tersebut bekerjal. Selalin itu, di 

balwalh ini penulis menguralikaln beberalpal bentuk perlindunga ln yalng dialtur 

paldal malsal setelalh bekerjal (Jamil, Roazi, 2023). 

a. Repaltrialsi 

Palsall 33 alya lt (2) dallalm Peralturaln Pemerintalh No. 22 Talhun 2022 

mengaltur balhwal sallalh saltu isi yalng halrus termualt dallalm Perjalnjialn Kerjal Lalut 

aldallalh halk altals pemulalngaln altalu repaltrialsi. Hall ini menalndalkaln pentingnya l 

perlindungaln halk-halk palral alwalk kalpall perikalnaln migraln, termalsuk halk untuk 

kemballi ke negalral alsall merekal dallalm situalsi tertentu. Selalnjutnyal, Palsall 36 

alyalt (1) secalral rinci menyebutkaln situalsi-situalsi di malnal alwalk kalpa ll 

perikalnaln migraln berhalk altals pemulalngaln altalu repaltrialsi, seperti beralkhirnya l 

jalngkal walktu Perjalnjialn Kerjal Lalut, allalsaln yalng dibenalrkaln oleh pemberi 

kerjal altalu prinsipall, altalu ketikal alwalk kalpall tidalk malmpu lalgi mela lksalnalkaln 

kewaljibalnnya l. 
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Palsall 36 alyalt (2) menegalskaln balhwal talnggung jalwalb altals pemulalngaln 

altalu repaltrialsi alwalk kalpall perikalnaln migraln ditalnggung oleh pemberi kerja l 

altalu prinsipall hinggal ke daleralh alsall alwalk kalpall perikalnaln migraln. Ketentualn 

ini memberikaln perlindungaln yalng jelals terhaldalp halk pemulalngaln balgi palra l 

alwalk kalpall perikalnaln migraln, sertal menempaltkaln talnggung jalwalb altals bialya l 

daln proses pemulalngaln paldal pemberi kerjal altalu prinsipall. Palsall 37 lebih lalnjut 

mengaltur balhwal jikal perjalnjia ln kerjal lalut beralkhir salalt alwalk kalpall perikalnaln 

migraln sedalng berlalyalr, yalng menghalmba lt pemulalngaln, alwalk kalpall halrus 

tetalp meneruskaln tugalsnya l hinggal kalpall tibal di pelalbuhaln berikutnyal, daln 

alkaln menerimal imballaln upalh daln kesejalhteralaln sesuali dengaln kelebiha ln 

walktu kerjalnyal. 

Dengaln demikia ln, Palsall 33, 36, daln 37 dalri Peralturaln Pemerintalh No. 

22 Talhun 2022 memberikaln lalndalsaln yalng sudalh cukup kualt dalla lm 

perlindungaln halk pemulalngaln altalu repaltrialsi balgi alwalk kalpall perikalna ln 

migraln, sertal menetalpkaln talnggung jalwalb yalng jelals balgi pemberi kerjal altalu 

prinsipall dallalm memalstikaln pemenuhaln halk tersebut. Ini bertujualn untuk 

menjalgal kealma lnaln daln kesejalhteralaln palral alwalk kalpall perikalnaln migraln sertal 

memalstikaln balhwal merekal memiliki alkses yalng lalyalk terhaldalp halk-halknyal. 

b. Balntualn hukum 

Palsall 39 dalri Peralturaln Pemerintalh No. 22 Talhun 2022 tentalng 

Penempaltaln daln Pelindungaln Alwalk Kalpall Nialgal Migraln daln Alwalk Kalpa ll 
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Perikalnaln Migraln mengaltur perlindungaln hukum balgi alwalk kalpall migraln di 

lualr negeri. Palsall ini menegalskaln balhwal Perwalkilaln Republik Indonesia l 

memiliki kewaljibaln untuk memberikaln balntualn hukum, pendalmpingaln, 

daln/altalu medialsi kepaldal alwalk kalpall migraln. Di balwalh ketentualn ini, balntualn 

hukum yalng diberikaln halruslalh mengutalmalkaln prinsip pro bono, sesuali 

dengaln hukum negalral setempalt. Nalmun, terdalpalt pengecuallialn terbaltals ketika l 

kondisi negalral setempalt tidalk memungkinkaln pemberialn balntualn hukum pro 

bono, dimalnal Perwalkilaln Republik Indonesial dalpalt memfalsilitalsi balntualn 

hukum dalri jalsal aldvokalt di negalral tersebut. Meskipun demikialn, keterbaltalsaln 

ini halnya l berlalku paldal kalsus-kalsus dengaln alncalmaln pidalnal malti.  

Ketentualn tersebut juga l menekalnkaln balhwal balntualn hukum yalng 

diberikaln oleh Perwalkilaln Republik Indonesial tidalk alkaln mengalmbil allih 

talnggung jalwalb pidalnal daln perdaltal. Dengaln demikialn, Palsall 39 memberikaln 

keralngkal kerjal yalng penting dallalm memalstikaln balhwal alwalk kalpall migraln 

memiliki alkses yalng memaldali terhaldalp balntualn hukum di negalral tempalt 

merekal bekerjal, nalmun tetalp perlu dievallualsi secalral kritis untuk memalstika ln 

efektivitals daln relevalnsinya l dallalm memenuhi kebutuhaln perlindungaln hukum 

balgi merekal. 
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BAlB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdalsalrkaln penjelalsaln sebelumnyal, malkal peneliti dalpalt menyimpulkaln 

beberalpal hall sebalgali berikut: 

1. Sebelum diterbitka lnnyal Peralturaln Pemerintalh No. 22 Talhun 2022, pemerinta lh 

jugal sudalh mengelualrkaln beberalpal peralturaln yalng terkalit seperti Undalng-

undalng No. 39 Talhun 2004 daln Undalng-undalng No. 18 Talhun 2017 tetalpi 

kedual peralturaln itu malsih memiliki kekura lngaln, dikalrenakanl belum mengaltur 

secalral spesifik terutalmal paldal sektor perlindungaln sebelum bekerja l palda l 

pengalwalsaln pral-penempaltaln, dokumen ya lng dipallsukaln, sertifikalt pelaltiha ln 

yalng di pallsukaln, penalmpungaln callon alwalk kalpall pekerjal migraln yalng tidalk 

malnusialwi, kontralk kerjal yalng tidalk sesuali dengaln ketentualnnya l, daln daltal yalng 

tidalk sinkron. Sela lmal bekerjal terdalpalt di alturaln jalm kerjal, walktu, daln istiralhalt, 

kekeralsaln fisik daln verball, permalsallalhaln perlindungaln upalh, pemenuhaln 

falsilitals dialtals kalpall, daln alsuralnsi yalng tidalk dibalyalrkaln, Setelalh bekerjal palda l 

balgialn pemenuhaln kompensalsi daln jalminaln sosiall, repaltrialsi balgi alwalk kalpall 

perikalnaln migraln Indonesial, daln jugal paldal Undalng-undalng 18 Talhun 2017 

terjaldinyal tumpalng tindih alntalr instalnsi ini menyeba lbkaln balnyalknyal celalh 

yalng memungkinkaln terjaldinyal tindalk pidalnal seperti penipua ln, pengalnialya laln, 

daln lalin sebalgalinyal, hall itu yalng menyebalbkaln negalral daln palral callon alwalk 
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kalpall mengallalmi kerugialn yalng besalr. Setelalh terbitnyal Peralturaln Pemerintalh 

Nomor 22 talhun 2022 yalng terbalru ini alkhirnyal balnyalk dilalkukaln perubalhaln 

paldal beberalpal peralturaln yalng berdalmpalk positif. 

2. Setelalh diterbitka lnnyal Peralturaln Pemerintalh Nomor 22 talhun 2022 ini cukup 

balnyalk mengallalmi perubalhaln penting akan tetapi masih ada beberapa peraturan 

yang belum signifikan peraturannya, kehadiran PP ini juga berhasil 

menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pengaturan perizinan untuk 

menjamin perlindungan para awak kapal. Hal ini menimbang seluruh perizinan 

telah disatukan dalam sektor ketenagakerjaan. Pemerinta lh memfokuskaln 

perlindungaln paldal talhalp sebelum bekerja l, selalmal bekerjal, daln setelalh bekerjal. 

Paldal talhalp sebelum bekerja l, penekalnaln diberikaln paldal perlindungaln selalma l 

rentalng walktu sebelum, sela lma l, daln setelalh bekerjal. Meskipun terda lpalt 

kemaljualn yalng signifikaln dallalm memberikaln perlindungaln, terdalpalt regulalsi 

yalng malsih kuralng jelals terkalit bialyal penempaltaln daln penalmpungaln callon 

alwalk kalpall. Paldal talhalp selalmal bekerjal, Palsall 35 menyedialkaln ketentualn 

progresif terka lit jalm kerjal, perlindungaln dalri kekeralsaln, upalh, daln falsilitals 

dialtals kalpall, Nalmun, malsih terdalpalt kekuralngaln, terutalmal terkalit denga ln 

kelalyalkaln kalpall yalng beroperalsi. Paldal talhaln setelalh bekerjal, halk altals repaltrialsi 

dialtur oleh Pa lsall 33 alyalt 2 dallalm Perjalnjialn Kerjal Lalut, daln Palsall 39 

menegalskaln kewaljibaln balntualn hukum oleh Perwalkilaln Republik Indonesia l. 

Perubalhaln ini mencerminka ln upalyal pemerintalh dallalm meingkaltkaln 
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perlindungaln balgi alwalk kalpall perikalnaln migraln paldal berbalgali talhalpaln 

perjallalnaln merekal. 

B. Saran 

1. Berdalsalrkaln dalri halsil penelitialn yalng salyal lalkukaln terhaldalp Peralturaln 

Pemerintalh No 22 Talhun 2022 Tentalng Penempaltaln Alwalk Kalpall Nialga l 

Migraln daln Alwalk Kalpall Pekerjal Migraln, ditemukaln balhwal malsih terdalpalt 

beberalpal kalsus yalng perlu mendalpalt perhaltialn. Oleh ka lrenal itu, disalralnkaln 

algalr peralturaln mengenali callon alwalk kalpall pekerjal migraln diperketalt gunal 

mengaltalsi permalsallalhaln ini. Selalin itu, tindalkaln tegals perlu dialmbil terhaldalp 

algen-algen ilegall daln penalmpung alwalk kalpall pekerjal migraln gunal memberalntals 

pralktik-pralktik yalng melalnggalr alturaln. Salyal jugal mengingaltkaln kepalda l 

seluruh malsyalralkt Indoensial algalr lebih berhalti-halti salalt mencalri pekerjalaln, 

khususnyal di sektor kela lutaln perikalnaln. Hall ini penting guna l melindungi diri 

dalri potensi risiko da ln permalsallalhaln yalng dalpalt muncul dallalm konteks 

pekerjalaln di bidalng tersebut. 

2. Kepaldal pemerintalh daln kementrialn algalr dalpalt lebih berhalti-halti dalla lm 

mengalmbil keputusaln, daln untuk beberalpal peralturaln yalng belum dijelalskaln 

altalu di altur secalral spesifik seperti perlindunga ln falsilitals di altals kalpall, semoga l 

pemerintalh bisal sedikit memperhaltikaln peralturaln-peralturaln yalng halrus lebih di 

spesifikalsikaln algalr tidalk aldalnyal celalh balgi palral pelalku untuk melalkukaln 

tindalk pidalnal. 
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